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Salinan:
P U T U S A N

Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2016/PTTJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Tinggi  Tanjung-

karang  yang  mengadili  perkara  pidana  korupsi  dalam  tingkat  banding,  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:----------------------

1. Nama lengkap : KUSEN Bin MAT MUSTAM;-

2. Tempat lahir : Sukoharjo;-

3. Umur/ tanggal lahir : 64 tahun/ 15Mei 1951;-

4. Jenis kelamin : Laki-laki;-

5. Kebangsaan : Indonesia;-

6. Tempat tinggal :  Rt.016  Rw.005  Dusun  V,  Desa  Sukoharjo,

KecamatanSekampung,Kabupaten Lampung Timur;- 

7. A g a m a : I s l a m; 

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

9. Pendidikan : SD tidak tamat.

Terdakwa ditahan dalam tahananRumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut  Umum,  sejak  tanggal  23Mei  2015  sampai  dengan  tanggal

11Juni 2015;

2. Perpanjangan  PenahananKepala  Kejaksaan  Negeri  Sukadana,  sejak

tanggal 12Juni 2015 sampai dengan tanggal 21Juli 2015;

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukadana,sejak tanggal

22Juli 2015 sampai dengan tanggal 20Agustus 2015;

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal

21 Agustus 2015  sampai dengan tanggal 19 September 2015;-

5. Penuntut  Umum,  sejak  tanggal  18September  2015  sampai  dengan

tanggal 7Oktober 2015;

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukadana,sejak tanggal

8Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6Nopember 2015;
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7. Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri

Tanjungkarang,  sejak  tanggal  21Oktober  2015  sampai  dengan  tanggal

19Nopember 2015;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri  Tanjungkarang,  sejak  tanggal  20Nopember  2015  sampai  dengan

tanggal 18Januari 2016;

9. Perpanjangan  pertama  Ketua  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada

Pengadilan  Tinggi  Tanjungkarang,  sejak  tanggal  19Januari  2016  sampai

dengan tanggal 17Februari 2016;

10. Perpanjangan  kedua  Ketua  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi

pada  Pengadilan  Tinggi  Tanjungkarang,  sejak  tanggal  18Februari  2016

sampai dengan tanggal 18Maret 2016;

11. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 01Maret 2016 sampai dengan tanggal

30Maret 2016;-

12. Perpanjangan  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Tindak  Pidana  Korupsi

pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 31Maret 2016 sampai

dengan tanggal 29Mei 2016;-

Terdakwa  didampingi  olehPenasihat  Hukum:Ridho

Feriza,SH.HeriHidayat, SH,RAditya T.Hartanto,SH.MH,dan SitiMasnuni,SH., dari

kantor  Pengacara/Penasehat  Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak

Asasi  Manusia  yang  beralamat  di  Jalan  Pelanduk  No.12  Sidodadi  Kedaton

Bandar Lampung. (berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Oktober

2015);----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;- -----------------------------

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmiputusan Pengadilan

Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  tanggal

24Februari  2016  Nomor:54/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk;-

-------------------------------------
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  dakwaan  Penuntut

UmumTerdakwa telah diajukan ke muka persidangan dengandakwaan sebagai

berikut:

KESATU

Primair

-------Bahwa  TerdakwaHERMAWAN  Als  HERMAWAN  S.P  Als  IWAN  Bin

MUHAMAD  KARNObersama-sama  dengan  Sdr. SODIK  Bin

SOLEHANdanSdr.KUSEN Bin  MAT MUSTAM (yang masing-masing dilakukan

penuntutan  secara  terpisah) antara  bulan  Januari  2010sampai  dengan  bulan

Desember  2013 atau pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk  dalam

tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Desa SukoharjoKecamatan

SekampungKabupaten Lampung Timur atau setidaknya ditempat-tempat tertentu

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi

Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan

mengadili perkara  korupsi  berdasarkan  Keputusan  MA  RI  Nomor  :

022/KMA/SK/II/2011  tanggal  07  Februari  2011  tentang  Pengoperasian

Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,

telah  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  secara

Melawan  Hukum  Melakukan  Perbuatan  Memperkaya  Diri  Sendiri  atau  Orang

Lain  atau  Suatu  Korporasi  Yang  Dapat  Merugikan  Keuangan  Negara  atau

Perekonomian Negarajika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran  ada  hubungannya  sedemikian  rupa

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut

terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada  tahun 2010 sampai  dengan  tahun  Anggaran  2013,

Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur menerima Dana

Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan

tunjangan  RT sebagai  tunjangan  Operasional  bagi  para  aparatur  desa

Sukoharjo  Kec.  Sekampung  Kab.  Lampung  Timur  yang  mana  dana

tersebut  bersumber  dari  Dana  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah

Halaman  3 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4

(APBD)  Kabupaten  Lampung  Timur  Tahun  Anggaran  2010  sampai

dengan Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa  struktur  perangkat  Desa  Sukoharjo  sejak  tahun  2010

sampai dengan tahun 2013 antara   lain :

Kepala Desa : Terdakwa  HERMAWAN Als  HERMAWAN S.P Als

IWAN Bin MUHAMAD KARNO

Sekretaris Desa : SODIK Bin SOLEHAN

Kaur Pemerintahan : KUSEN Bin MAT MUSTAM

Kaur Pembangunan: Anwar/ Fitnikel Handayani

Kaur Umum : Sugianto

Kaur Keuangan : Hadi Hidayat

Kasi Keamanan : Rohadi

Kasi Bid Pertanian : Drs. Riman

Dibantu dengan Kepala Dusun sebanyak 8 (delapan) orang dan Ketua

Rukun Tetangga (RT) sebanyak 22 (dua puluh dua) orang

- Bahwa terdakwa HERMAWAN Als HERMAWAN S.P Als IWAN Bin

MUHAMAD  KARNO diangkat  selaku  Kepala Desa  Sukoharjo  Kec.

Sekampung Kab. Lampung Timur sejak tahun  2007 hingga tahun 2013

berdasarkan  Surat  keputusan  Bupati  Lampung  Timur tanggal  28

Desember  2007 selanjutnya  terdakwa  diberhentikan  pada  tahun 2013

berdasarkan  surat  keputusan  Bupati  Lampung  Timur  nomor  :

B.733/26/UK/2013  tanggal  23  Desember  2013  tentang  Pemberhentian

Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten

Lampung Timur. 

- Bahwa Sdr. Sodik Bin Solehan diangkat sebagai Sekretaris Desa

Sukoharjo Kecamatan Sekampung  sejak tahun 1989 hingga tahun 2012

berdasarkan  Surat  keputusan  Bupati  Kepala  daerah  TK.II  Lampung

Tengah, Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana tanggal 11

November 1989, selanjutnya sejak tahun 2012 hingga 2013 Sdr. Sodik Bin

Solehan  tetap  dikaryakan  sebagai  Sekertaris  Desa  Sukoharjo  Kec.

Sekampung Kab.Lampung Timur.
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- Bahwa  Sdr.  Kusen  Bin  Mat  Mustam  diangkat  sebagai  Kaur

Pemerintahan Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung berdasarkan sejak

tanggal 21 Januari 2008 hingga tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Desa Sukoharjo Nomor :  140/01/2008 tanggal  21 Januari  2008

yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukoharjo yakni Sdr. Hermawan.

- Bahwa selain itu terdakwa HERMAWAN Als HERMAWAN S.P Als

IWAN Bin MUHAMAD KARNO, SDR. SODIK BIN SOLEHAN dan SDR.

KUSEN BIN MAT MUSTAM mendapat  tunjangan  selaku  Kepala  Desa,

Sekretaris Desa dan Kaur Pemerintahan sebagaimana Surat Keputusan

Bupati Lampung Timur : Nomor : B./87/26/SK/2010 tanggal 05 April 2010,

Nomor  :  B.437/26/SK/2011  tanggal  25  Mei  2011,  Nomor  :

B.294/26/SK/2012 tanggal 23 April 2012, dan Nomor : B.317/26/SK/2013

tanggal  10  April  2013 tentang Bantuan Tunjangan Penghasilan  Kepala

Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Kabupaten

Lampung Timur.

- Bahwa  mekanisme pengajuan  dana  Tunjangan  Penghasilan

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  (TPKPD)  dan  Tunjangan  RT Desa

Sukoharjo pada  Tahun  Anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran

2013, yaitu : 

1. Kepala  Desa  membuat  Surat  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan  TPKPD  dan  RT Desa  Sukoharjo  secara  Triwulanan  Tahun

Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 kepada Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  dengan  jumlah  dan

besaran tarif  tunjangan Perangkat  Desa dan Ketua RT sesuai  Surat

Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  tentang  TPKPD  dan  Tunjangan

Ketua RT Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.

2. Bahwa  Permohonan  Pencairan  Dana  Bantuan  TPKPD  dan  RT

Kecamatan Sekampung, Camat Sekampung mengajukan Permohonan

Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan Tunjangan Ketua RT pada Tahun

Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 setiap Triwulan

dilampirkan dengan  jumlah  TPKPD  dan  tunjangan  Ketua  RT  setiap
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Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Sekampung kepada  Bupati  Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur.

3. Berdasarkan  Nota  dinas  BPMPD  Kabupaten  Lampung  Timur,

Kepala  BPMPD  Kabupaten  Lampung  Timur  mengajukan  usulan

Penyaluran TPKPD dan Tunjangan Ketua RT Kecamatan Sekampung

Tahun  Anggaran  2010  sampai  dengan  Tahun  Anggaran  2013  untuk

setiap Triwulan kepada Bupati  Lampung Timur melalui  Kepala Dinas

Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DP2KAD)

Kabupaten Lampung Timur.

4. Berdasarkan  Nota  Dinas  DP2KAD  Kabupaten  Lampung  Timur,

Kepala  DP2KAD  Kabupaten  Lampung  Timur  mengajukan  Usulan

Penyaluran TPKPD dan Tunjangan Ketua RT Kecamatan Sekampung

Tahun  Anggaran  2010 sampai  dengan Tahun Anggaran  2013  setiap

Triwulan  kepada  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lampung  Timur,

selanjutnya DP2KAD Kabupaten Lampung Timur menerbitkan SPP dan

SPM/SP2D yang ditujukan ke rekening Camat Sekampung pada PT.

Bank  Lampung  Cabang  Sukadana  atas  Nama  Camat  Sekampung

dengan Nomor Rekening 399.00.05.00153.4

5. Berdasarkan  bukti  setoran  dan  pemindahbukuan,  Camat

Sekampung telah menyerahkan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT

Kecamatan Sekampung Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun

Anggaran  2013  dengan  jumlah  keseluruhan  adalah  sebesar

Rp.579.000.000,-  (lima ratus  tujuh  puluh Sembilan  juta  rupiah)  yang

dilakukan  secara  Tunai  dengan  cara  ditransfer  ke  Rekening  Desa

Sukoharjo yang ada pada Bank Lampung Cabang Sukadana

6. Bahwa setiap Triwulan setelah mendapatkan pemberitahuan dari

pihak  KecamatanSekampung  bahwa  dana  Tunjangan  Penghasilan

Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT desa

Sukoharjo sudah dapat dicairkan kemudian Sdr. SODIK Bin SOLEHAN

selaku  Sekretaris  Desa  Sukoharjo  yang  juga  merangkap  sebagai

bendahara  pengeluaran  dana  tunjangan  TPKPD  bersama-sama

dengan Terdakwa HERMAWAN Alias HERMAWAN SP Alias IWAN Bin

MUHAMMAD  KARNO  selaku  kepala  Desa  Sukoharjo  berangkat  ke
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Bank Lampung untuk mencairkan dana Tunjangan Penghasilan Kepala

Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT desa Sukoharjo

dengan  membawa  surat  rekomendasi  pencairan  dana  dari

KecamatanSekampung; Selanjutnya  setelah  dana  Tunjangan

Penghasilan  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  (TPKPD)  dan

Tunjangan  RTselesai  dicairkan  dan  telah  di  terima  oleh  Terdakwa

HERMAWAN  Alias  HERMAWAN  SP  Alias  IWAN  Bin  MUHAMMAD

KARNO,  kemudian  dana  Tunjangan  Penghasilan  Kepala  Desa  dan

Perangkat  Desa (TPKPD)  dan Tunjangan RT tersebut  di  bawa oleh

Terdakwa  HERMAWAN  Alias  HERMAWAN  SP  Alias  IWAN  Bin

MUHAMMAD untuk  kemudian  dibagikan  oleh  Sdr.  KUSEN Bin  MAT

MUSTAM selaku Kaur Pemerintahan Desa Sukoharjo.

- Bahwa setiap triwulan atau persemester setelah dicairkanya dana

Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan

Tunjangan RT, maka sehari ataupun dua hari kemudian dana Tunjangan

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan

RT tersebut dibagikan kepada masing-masing perangkat desa Sukoharjo

Kec. Sekampung Kab.Lampung Timur, dan yang terlibat dalam pembagian

dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD)

dan  Tunjangan  RT  tersebut,  yaitu  Terdakwa  HERMAWAN  Alias

HERMAWAN  SP  Alias  IWAN  Bin  MUHAMMAD  memerintahkan

Sdr.KUSEN  BIN  MAT  MUSTAM  selaku  Kaur  Pemerintahan  Desa

Sukoharjo untuk membagikan dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa

dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT kepada masing-masing

penerima  yaitu  para  perangkat  desa  Sukoharjo  Kec.  Sekampung

Kab.Lampung Timur.

- Berdasarkan  Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  Nomor

B./87/26/SK/2010  tanggal  5  April  2010  dan  Nomor:  437/26/SK/2011

tanggal  25  Mei  2011  tentang  Bantuan  Tunjangan  Penghasilan  Kepala

Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Kabupaten

Lampung Timur, jumlah Perangkat Desa dan Ketua RT Desa Sukoharjo

sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan Rincian Sebagai berikut:

No. Jabatan Jumlah Personil
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1. Kepala Desa 1 orang
2. Sekretaris Desa 1 orang
3. Kepala Urusan 4 orang
4. Kepala Seksi 2 orang
5. Kepala Dusun 8 orang
6. Ketua RT 22 orang

Jumlah 38 orang

- Berdasarkan  Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  Nomor

291/26/SK/2012  tanggal  18  April  2012  dan  Nomor:  B.  317/26/SK/2013

tanggal  10  April  2013 tentang Bantuan Tunjangan Penghasilan  Kepala

Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Kabupaten

Lampung Timur, jumlah Perangkat Desa dan Ketua RT Desa Sukoharjo

sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan Rincian Sebagai berikut:

No. Jabatan Jumlah Personil
1. Kepala Desa 1 orang
2. Kepala Urusan 4 orang
3. Kepala Seksi 2 orang
4. Kepala Dusun 8 orang
5. Ketua RT 22 orang

Jumlah 37 orang

- Berdasarkan  daftar  usulan  yang  ditandatangani  Camat  dan

Keputusan Bupati tersebut diketahui sejak tahun 2012 jabatan Sekretaris

Desa tidak termasuk perangkat desa yang mendapatkan Dana TPKPD.

- Bahwa  jumlah  dana  Tunjangan  Penghasilan  Kepala  Desa  dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  dan  Tunjangan  RT yang  dicairkan/  diterima

desa  Sukoharjo  dari  Tahun  anggaran  2010  sampai  dengan  tahun

anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pada tahun anggaran 2010 yaitu Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima

juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) x 4 (empat) triwulan =  Rp

143.400.000,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

b. Pada tahun anggaran 2011 yaitu Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima

juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) x 4 (empat) Triwulan =  Rp

143.400.000,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

c. Pada tahun anggaran 2012 yaitu Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat

juta lima puluh ribu rupiah) x 4 (empat) Triwulan = Rp 136.200.000,00

(seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
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d. Pada  tahun  anggaran  2013  yaitu  Rp  39.000.000,-  (tiga  puluh

sembilan juta rupiah) x 4 (empat) Triwulan = Rp 156.000.000,- (seratus

lima puluh enam juta rupiah).

e. Sehingga  total  dana  Tunjangan  Penghasilan  Kepala  Desa  dan

Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT yang dicairkan/ diterima

desa  Sukoharjo  Kec.  Sekampung  Kab.Lampung  Timur  dari  Tahun

anggaran  2010  sampai  dengan  Tahun  anggaran  2013  sejumlah  Rp

579.000.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa  pada  pelaksanaannya baikTerdakwa  HERMAWAN  Alias

HERMAWAN SP Alias IWAN Bin MUHAMMAD selaku Kepala Desa, Sdr.

SODIK Bin SOLEHAN selaku Sekretaris Desa dan Sdr. KUSEN Bin MAT

MUSTAMselaku Kaur  Pemerintahan  tidak  sepenuhnya  memberitahukan

Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  tentang  Bantuan  Tunjangan

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan

Ketua RT  sejak  tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran

2013 Kabupaten Lampung Timur kepada masing-masing Perangkat Desa

dan Ketua RT yang  namanya tercantum dalam Surat Keputusan Bupati

Kabupaten Lampung Timur,  sehingga tidak  semua perangkat Desa dan

Ketua  RT yang  ada  di  Desa  Sukoharjo  mengetahui  bahwa  merekalah

yang ditunjuk sebagai Perangkat Desa dan Ketua RT di  Desa Sukoharjo

sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Oleh sebab itu kemudian di

temukan  adanya  ketidak  sesuaian  antara  nama  dan  jumlah  personil

Perangkat Desa dan RT di Desa Sukoharjo yang secara riil melaksanakan

tugas  dengan  nama dan  jumlah  personil  yang  tercantum dalam Surat

Keputusan Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2010 sampai dengan

Tahun Anggaran 2013. 

- Bahwa  oleh karena Sdr.  KUSEN Bin  MAT MUSTAMselaku Kaur

Pemerintahan  tidak  menyerahkan  uang  sebagaimana  peruntukkannya

sehingga ada perangkat desa dan Ketua RT di Desa Sukoharjo yang tidak

menerima atau tidak diberikan Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa

dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT Desa Sukoharjo Kec.

Sekampung  Kab.  Lampung  Timur  dari  tahun  anggaran  2010  sampai

dengan  tahun  anggaran  2013  adalah  sebanyak  15  (lima  belas)  orang
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Ketua Rukun Tetangga (RT) dan  kaur pembangunan ditahun anggaran

2010 juga tidak menerima Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  dan  Tunjangan  RT  Desa  Sukoharjo  Kec.

Sekampung Kab. Lampung Timur.

- Bahwa terdakwa HERMAWAN Alias HERMAWAN, SP Alias IWAN

Bin  MUHAMAD  KARNOselaku  Kepala  Desa Sukoharjo,lalu

memerintahkan  Sdr.  SODIK  BIN  SOLEHAN  selaku  Sekretaris

DesaSukoharjo merangkap Bendahara yang dibantu oleh Sdr. KUSEN Bin

MAT MUSTAM untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana

TPKPD dan Tunjangan Ketua RT tahun Anggaran 2010 sampai dengan

Tahun  Anggaran  2013  dengan  membuat  Daftar  Penerima  TKPD  dan

Ketua RT yang tanda tangan penerimanyadipalsukankarena tanda tangan

tersebut  tidak  diakui  oleh  orang yang seharusnya menerima  tunjangan

tersebut  sehingga  Surat  Pertanggung  Jawaban (SPJ)  dana  TKPD dan

Tunjangan Ketua RT Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten

Lampung Timur Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran

2013 tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya. Akan tetapi hal tersebut

memang harus dilakukan oleh terdakwa HERMAWAN Alias HERMAWAN,

SP Alias IWAN Bin MUHAMAD KARNO,Sdr. SODIK BIN SOLEHAN dan

Sdr.  KUSEN  BIN  MAT  MUSTAM  karena  SPJ  merupakan  persyaratan

mutlak untuk pencairan dana tunjangan periode berikutnya.

- Bahwa sejak tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran

2011  Terdakwa  HERMAWAN  Alias  HERMAWAN,  SP  Alias  IWAN  Bin

MUHAMAD KARNO mendapatkan  honor  Dana  Tunjangan Penghasilan

Kepala Desa dan Perangkat  Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT sesuai

jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu sebesar Rp 750.000,- (tujuh

ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  setiap  bulannya  sehingga  total  Dana

Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan

Tunjangan RT yang Terdakwa HERMAWAN Alias HERMAWAN, SP Alias

IWAN Bin MUHAMAD KARNO terima dari tahun anggaran 2010 sampai

dengan tahun anggaran 2012 sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh

juta  rupiah). Kemudian  pada  tahun  2013  karena  adanya  perubahan

peraturan jabatan selaku Kepala Desa maka terdakwa HERMAWAN Alias
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HERMAWAN, SP Alias IWAN Bin MUHAMAD KARNO mendapatkan dana

tunjangan  Kepala  Desa  sebesar  Rp.1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  per

bulan selama 12 (dua belas) bulan sehingga total pendapatan pada tahun

2013 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran

2011  Sdr.  SODIK  Bin  SOLEHAN  mendapatkan  honor  Dana  TPKPD

selaku  Sekretaris  Desa  Sukoharjo  dan  Bendahara  yaitu  sebesar

Rp.600.000,-  (enam  ratus  ribu  rupiah)  setiap  bulannya  sehingga  total

Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD)

dan  Tunjangan  RT  yang  Terdakwa  terima  dari  tahun  anggaran  2010

sampai  dengan  tahun  anggaran  2011  sebesar  Rp.14.400.000,-  (empat

belas  juta  empat  ratus  ribu  rupiah). Sedangkan  sejak  tahun  anggaran

2012 sampai  dengan tahun anggaran  2013  karena adanya perubahan

peraturan jabatan selaku sekertaris desa,  maka terdakwa HERMAWAN

Alias  HERMAWAN  SP,  Alias  IWAN  Bin  MUHAMMAD  KARNO  selaku

kepala  desa  memberikan  honor  kepada  Sdr.  SODIK  Bin  SOLEHAN

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dari tahun anggaran

2012  sampai  dengan  tahun  anggaran  2013  adalah  sebesar  Rp

14.000.000,-  (empat  belas  juta  rupiah)  setiap  selesai  melakukan

pencairan  dana  Tunjangan  Penghasilan  Kepala  Desa  dan  Perangkat

Desa (TPKPD) dan tunjangan RT di Bank Lampung Cabang Sukadana.-

- Bahwa sejak tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran

2011Sdr.  KUSEN Bin MAT MUSTAM mendapatkan honor  DanaTPKPD

selaku Kaur Pemerintahan Desa Sukoharjo yaitu sebesar Rp  500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga total Dana Tunjangan

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan

RT yang Sdr. KUSEN Bin MAT MUSTAM terima dari tahun anggaran 2010

sampai dengan tahun anggaran 2012 sebesar Rp 18.000.000,- (delapan

belas jutarupiah), sedangkan untuk tahun anggaran 2013 Sdr. KUSEN Bin

MAT MUSTAM mendapatkan honor  sebesar  Rp  600.000,-  (enam ratus

ribu  rupiah)  setiap  bulannya  sehingga  total  Dana  yang  diterima  pada

tahun anggaran 2013  sebesar Rp  7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu

rupiah).
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- Bahwa  dari  rangkaian  tersebut  diatas,  mensyaratkan  adanya

kerjasama  antara  Terdakwa  HERMAWAN Alias  HERMAWAN,  SP Alias

IWAN  Bin  MUHAMAD  KARNO  selaku  Kepala  Desa  Sukoharjo,  Sdr.

KUSEN BIN MAT MUSTAM selaku Kaur Pemerintahan dan Sdr. SODIK

BIN SOLEHAN selaku Sekretaris Desa merangkap Bendahara untuk tidak

menyalurkan dana tunjangan TPKPD dan RT Desa Sukoharjo sejak tahun

2010  sampai  dengan  tahun  2013  dan  membuat  surat  pertanggung

jawaban yang tidak benar, sehingga kondisi tersebut di atas bertentangan

dengan Ketentuan yang berlaku, yakni :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan  Negara,  yang  menyatakan  “Pejabat  yang

menandatangani  dan  atau  mengesahkan  dokumen  yang  berkaitan

dengan  surat  bukti  yang  menjadi  dasar  pengeluaran  atas  beban

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat

yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa Pasal 16 Huruf f dan g, Yang berbunyi :

Kepala Desa di larang  :

- Huruf f  “Melakukan kolusi, Korupsi dan nepotisme, menerima uang,

barang  dan/atau  jasa  dari  pihak  lain  yang  dapat  mempengaruhi

keputusan  atau  tindakan  yang  akan  di  lakukannya”--  Huruf  g

“Menyalahgunakan wewenang”.-

3. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) dan (2)

dan perubahannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 dan Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  21 Tahun

2011, dimana Pasal 132 tersebut tidak ada perubahan, yang berbunyi :

- Ayat  (1)  “Setiap  pengeluaran  belanja  atas  beban  APBD

harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.-

- Ayat (2)“Bukti sebagaimana yang di maksud pada ayat (1)

harus  mendapat  pengesahan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan
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bertanggungjawab  atas  kebenaran  material  yang  timbul  dari

penggunaan bukti tersebut”.-

4. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 37 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang antara lain :

- Pasal  2  Ayat  (1)  berbunyi  “keuangan  desa  dikelola

berdasarkan  azas  aas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

- Pasal 9 Ayat (1) berbunyi “setiap pengeluaran belanja atas

beban APBDesa harus didukung dengan bukti  yang lengkap dan

sah”. Ayat (2) berbunyi “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)  harus  mendapat  pengesahan  oleh  Sekretaris  Desa  atas

kebenaran  material  yang  ditimbulkan  dari  penggunaan  bukti

dimaksud”.

5. Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  Nomor  :  B/87/26/SK/2010

tanggal  05  April  2010  pada  bagian  Diktum  Memutuskan  ketiga,

Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.294/26/SK/2012 tanggal

23 April 2012 pada bagian Diktum Memutuskan Kelima dan Keputusan

Bupati  Lampung Timur Nomor  :  B.317/26/SK/2013 tanggal  10 April

2013 pada bagian Diktum Memutuskan Kelima yang masing masing

berbunyi  “Bantuan dipergunakan sesuai  peruntukkannya dan dibuat

surat Pertanggung Jawabannya (SPJ)...”

6. Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  Nomor  :  B.433/26/SK/2011,

Tanggal  25  Mei  2011  tentang  petunjuk  pelaksanaan  Bantuan

Tunjangan penghasilan  Kepala Desa, Perangkat Desa (TPKPD) dan

Rukun  tetangga  (RT)  Kabupaten  Lampung Timur  pada  lampiran  IV

angka 1 dan 2 menyebutkan:

- Angka (1)  “Sebelum mengajukan pengusulan pencairan terlebih

dahulu  Kepala  Desa  menyampaikan  usulan  Daftar  nama  Kepala

Desa,  Perangkat  Desa dan RT yang berhak menerima tunjangan

TPKPD  dan  RT  setiap  bulan  Agustus  Tahun  berjalan  untuk

kebutuhan Tahun berikutnya “.

- Angka (2) “Apabila perangkat Desa dan RT ada yang diganti atau

mengundurkan  diri  maka  usulan  tersebut  di  lampirkan  Keputusan
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Kepala  Desa  tentang  pemberhentian  dan  pengangkatannya

Perangkat Desa dan RT dan di legalisir Camat “

7. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2013, tanggal 2

Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Penghasilan

Kepala  Desa,  Perangkat  dan  tunjangan  Ketua  Rukun  tetangga

kabupaten  Lampung  Timur  pada  Bab  VII  Pasal  8  Ayat  (2)  a

menyebutkan:

“Kepala  Desa  melaporkan  dan  menyampaikan  Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Camat dengan disertai bukti-bukti

penerimaan dan penyaluran yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa  berdasarkan  laporan  Hasil  Audit  dari  BPKP  Perwakilan

Propinsi Lampung atas  Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan

Ketua RT Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung

Timur  Tahun  Anggaran  2010  sampai  dengan  tahun  Anggaran  2013

Nomor:  LHAI-598/PW08/5/2014 Tanggal  31 Desember 2014yang dibuat

dan ditandatangani  oleh Tim Audit  yaitu:  Y.  Joko Sapta  Prihangdaya,  I

Ketut Sumadana, Maringan Sitohang, Rani Kusmartuti dan Suryo Cahyo

Putro  serta  Penanggung  Jawab  Kepala  Perwakilan  BPKP  Provinsi

Lampung  Bapak  Iman  Achmad  Nugraha,  dalam  pemeriksaannya

disimpulkan bahwa ditemukan  Jumlah kerugian keuangan negara yang

timbul adalah sebesar Rp 190.300.000,- (seratus Sembilan puluh juta tiga

ratus ribu rupiah)dengan Rincian:

Jumlah Penerimaan dan SPJ dana TPKPD dan Tunjangan

Ketua RT yang diminta Rp 579.000.000,00
Jumlah Pembayaran TKPD dan Tunjangan Ketua RT yang

dapat dipertanggung jawabkan Rp 388.700.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp 190.000.000,00

- Bahwa Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat

Desa (TPKPD) dan tunjangan RT sebagai tunjangan  Operasional bagi

para aparatur desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur dari

tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 579.000.000,-

(lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang dalam pelaksanaannya

sebagian  telah  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  Terdakwa
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HERMAWAN Als  HERMAWAN S.P Als  IWAN Bin  MUHAMAD KARNO

bersama-sama  dengan  SODIK  Bin  SOLEHAN  dan  KUSEN  Bin  MAT

MUSTAM, sehingga akibat perbuatan  tersebut Negara dirugikan sebesar

Rp.190.300.000,- (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau

setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut.-

Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam

Pasal  2  ayat  (1)  Jo.  Pasal  18  UU  RI  No.  31  Tahun  1999  tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dan

ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan

atas  Undang-undang  No.  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak

Pidana KorupsiJo. Pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat  (1)

KUHPidana;-

SUBSIDIAIR :

Bahwa  terdakwa  HERMAWAN  Als  HERMAWAN  S.P  Als  IWAN  Bin

MUHAMAD  KARNObersama-sama  dengan  Sdr. SODIK  Bin

SOLEHANdanSdr.KUSEN Bin  MAT MUSTAM (yang masing-masing dilakukan

penuntutan secara terpisah) antara bulan Januari  2010 sampai dengan bulan

Desember 2013 atau pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam

tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Desa Sukoharjo Kecamatan

Sekampung  Kabupaten  Lampung  Timur  atau  setidaknya  ditempat-tempat

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi  Pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  yang  berwenang  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  korupsi  berdasarkan  Keputusan  MA  RI

Nomor:022/KMA/SK/II/2011  tanggal  07  Februari  2011  tentang  Pengoperasian

Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,

telah  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  dengan

tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,

menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau sarana  yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran  ada  hubungannya  sedemikian  rupa
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sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut

terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada  tahun 2010 sampai  dengan  tahun  Anggaran  2013,

Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur menerima Dana

Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan

tunjangan  RT sebagai  tunjangan  Operasional  bagi  para  aparatur  desa

Sukoharjo  Kec.  Sekampung  Kab.  Lampung  Timur  yang  mana  dana

tersebut  bersumber  dari  Dana  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah

(APBD) Kabupaten Lampung Timur tahun Anggaran 2010 sampai dengan

tahun Anggaran 2013.

- Bahwa  struktur  perangkat  Desa  Sukoharjo  sejak  tahun  2010

sampai dengan tahun 2013 antara   lain :

Kepala Desa : Terdakwa  HERMAWAN Als  HERMAWAN S.P Als

IWAN Bin MUHAMAD KARNO

Sekretaris Desa : SODIK Bin SOLEHAN

Kaur Pemerintahan : KUSEN Bin MAT MUSTAM

Kaur Pembangunan : Anwar/ Fitnikel Handayani

Kaur Umum : Sugianto

Kaur Keuangan : Hadi Hidayat

Kasi Keamanan : Rohadi

Kasi Bid Pertanian : Drs. Riman

Dibantu dengan Kepala Dusun sebanyak 8 (delapan) orang dan Ketua

Rukun Tetangga (RT) sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;

- Bahwa terdakwa HERMAWAN Als HERMAWAN S.P Als IWAN Bin

MUHAMAD  KARNO diangkat  selaku  Kepala Desa  Sukoharjo  Kec.

Sekampung Kab. Lampung Timur sejak tahun  2007 hingga tahun 2013

berdasarkan  Surat  keputusan  Bupati  Lampung  Timur tanggal  28

Desember  2007 selanjutnya  terdakwa  diberhentikan  pada  tahun 2013

berdasarkan  surat  keputusan  Bupati  Lampung  Timur  nomor  :

B.733/26/UK/2013  tanggal  23  Desember  2013  tentang  Pemberhentian

Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten

Lampung Timur. 
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- Bahwa Sdr. Sodik Bin Solehan diangkat sebagai Sekretaris Desa

Sukoharjo Kecamatan Sekampung  sejak tahun 1989 hingga tahun 2012

berdasarkan  Surat  keputusan  Bupati  Kepala  daerah  TK.II  Lampung

Tengah, Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana tanggal 11

November 1989, selanjutnya sejak tahun 2012 hingga 2013 Sdr. Sodik Bin

Solehan  tetap  dikaryakan  sebagai  Sekertaris  Desa  Sukoharjo  Kec.

Sekampung Kab.Lampung Timur.

- Bahwa  Sdr.  Kusen  Bin  Mat  Mustam  diangkat  sebagai  Kaur

Pemerintahan  Desa  Sukoharjo  Kecamatan  Sekampung  berdasarkan

sejak  tanggal  21  Januari  2008  hingga  tahun  2013 berdasarkan  Surat

Keputusan  Kepala  Desa  Sukoharjo  Nomor  :  140/01/2008  tanggal  21

Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukoharjo yakni Sdr.

Hermawan.

- Bahwa terdakwa HERMAWAN Als HERMAWAN S.P Als IWAN Bin

MUHAMAD KARNO,  SDR.  SODIK  BIN  SOLEHAN,  SDR.  KUSEN BIN

MAT MUSTAM mendapat tunjangan selaku Kepala Desa, Sekretaris Desa

dan Kaur Pemerintahan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lampung

Timur  :  Nomor  :  B./87/26/SK/2010  tanggal  05  April  2010,  Nomor  :

B.437/26/SK/2011  tanggal  25  Mei  2011,  Nomor  :  B.294/26/SK/2012

tanggal 23 April  2012, dan  Nomor :  B.317/26/SK/2013 tanggal  10 April

2013 tentang Bantuan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat

Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Kabupaten Lampung Timur.

- Bahwa  mekanisme pengajuan  dana  Tunjangan  Penghasilan

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  (TPKPD)  dan  Tunjangan  RT Desa

Sukoharjo pada  Tahun  Anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran

2013, yaitu : 

1. Kepala  Desa  membuat  Surat  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan  TPKPD  dan  RT Desa  Sukoharjo  secara  Triwulanan  Tahun

Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 kepada Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  dengan  jumlah  dan

besaran tarif  tunjangan Perangkat  Desa dan Ketua RT sesuai  Surat

Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  tentang  TPKPD  dan  Tunjangan

Ketua RT Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.
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2. Bahwa  Permohonan  Pencairan  Dana  Bantuan  TPKPD  dan  RT

Kecamatan Sekampung, Camat Sekampung mengajukan Permohonan

Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan Tunjangan Ketua RT pada Tahun

Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 setiap Triwulan

dilampiri dengan jumlah TPKPD dan tunjangan Ketua RT setiap Desa

yang ada di  Kecamatan Sekampung kepada Bupati  Lampung Timur

melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur.

3. Berdasarkan  Nota  dinas  BPMPD  Kabupaten  Lampung  Timur,

Kepala  BPMPD  Kabupaten  Lampung  Timur  mengajukan  usulan

Penyaluran TPKPD dan Tunjangan Ketua RT Kecamatan Sekampung

Tahun  Anggaran  2010  sampai  dengan  Tahun  Anggaran  2013  untuk

setiap Triwulan kepada Bupati  Lampung Timur melalui  Kepala Dinas

Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DP2KAD)

Kabupaten Lampung Timur.

4. Kemudian berdasarkan Nota Dinas DP2KAD Kabupaten Lampung

Timur, Kepala DP2KAD Kabupaten Lampung Timur mengajukan Usulan

Penyaluran TPKPD dan Tunjangan Ketua RT Kecamatan Sekampung

Tahun  Anggaran  2010 sampai  dengan Tahun Anggaran  2013  setiap

Triwulan  kepada  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lampung  Timur

selanjutnya DP2KAD Kabupaten Lampung Timur menerbitkan SPP dan

SPM/SP2D yang ditujukan ke rekening Camat Sekampung pada PT.

Bank  Lampung  Cabang  Sukadana  atas  Nama  Camat  Sekampung

dengan Nomor Rekening 399.00.05.00153.4

5. Berdasarkan  bukti  setoran  dan  pemindahbukuan,  Camat

Sekampung telah menyerahkan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT

Kecamatan Sekampung Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun

Anggaran  2013  sebesar  Rp.  579.000.000,-  (lima  ratus  tujuh  puluh

Sembilan juta rupiah) yang dilakukan secara Tunai ke Rekening Desa

Sukoharjo pada Bank Lampung Cabang Sukadana

6. Setiap  Triwulan  setelah  mendapatkan  pemberitahuan  dari  pihak

Kecamatan  Sekampung bahwa dana Tunjangan Penghasilan  Kepala

Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT desa Sukoharjo

sudah dapat dicairkan kemudian Sdr. SODIK  BIN SOLEHAN selaku
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Sekretaris  Desa  dan  selaku  bendahara  pengeluaran  bersama-sama

dengan Terdakwa HERMAWAN, SP selaku kepala Desa berangkat ke

Bank Lampung untuk mencairkan dana Tunjangan Penghasilan Kepala

Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT desa Sukoharjo

dengan  membawa  surat  rekomendasi  pencairan  dana  dari

KecamatanSekampungselanjutnya  setelah  dana  Tunjangan

Penghasilan  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  (TPKPD)  dan

Tunjangan  RTselesai  dicairkan  dan  telah  di  terima  oleh  Terdakwa

HERMAWAN Alias  HERMAWAN  SP  Alias  IWAN  Bin  MUHAMMAD

KARNO, lalu Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

(TPKPD)  dan  Tunjangan  RT  tersebut  di  bawa  oleh  Terdakwa

HERMAWAN Alias  HERMAWAN  SP  Alias  IWAN  Bin  MUHAMMAD

KARNO.

- Berdasarkan  Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  Nomor

B./87/26/SK/2010  tanggal  5  April  2010  dan  Nomor:  437/26/SK/2011

tanggal  25  Mei  2011  tentang  Bantuan  Tunjangan  Penghasilan  Kepala

Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Kabupaten

Lampung Timur, jumlah Perangkat Desa dan Ketua RT Desa Sukoharjo

sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan Rincian Sebagai berikut:

No. Jabatan Jumlah Personil

1. Kepala Desa 1 orang
2. Sekretaris Desa 1 orang
3. Kepala Urusan 4 orang
4. Kepala Seksi 2 orang
5. Kepala Dusun 8 orang
6. Ketua RT 22 orang

Jumlah 38 orang

- Berdasarkan  Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  Nomor

291/26/SK/2012  tanggal  18  April  2012  dan  Nomor:  B.  317/26/SK/2013

tanggal  10  April  2013 tentang Bantuan Tunjangan Penghasilan  Kepala

Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Kabupaten

Lampung Timur, jumlah Perangkat Desa dan Ketua RT Desa Sukoharjo

sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan Rincian Sebagai berikut:

No. Jabatan Jumlah Personil
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1. Kepala Desa 1 orang
2. Kepala Urusan 4 orang
3. Kepala Seksi 2 orang
4. Kepala Dusun 8 orang
5. Ketua RT 22 orang

Jumlah 37 orang

- Berdasarkan  daftar  usulan  yang  ditandatangani  Camat  dan

Keputusan Bupati tersebut diketahui sejak tahun 2012 jabatan Sekretaris

Desa tidak termasuk perangkat desa yang mendapatkan Dana TPKPD.

- Bahwa  jumlah  dana  Tunjangan  Penghasilan  Kepala  Desa  dan

Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT yang dicairkan/diterima desa

Sukoharjo  dari  Tahun  anggaran  2010  sampai  dengan  tahun  anggaran

2013  adalah  sebagai  berikut: Pada  tahun  anggaran  2010  yaitu  Rp

35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) x 4

(empat)  triwulan  =   Rp143.400.000,00  (seratus  empat  puluh  tiga  juta

empat ratus ribu rupiah). Tahun anggaran 2011 yaitu Rp 35.850.000,- (tiga

puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) x 4 (empat) Triwulan

=  Rp 143.400.000,00 (seratus empat puluh tiga juta  empat ratus ribu

rupiah).  Tahun anggaran 2012 yaitu Rp 34.050.000,-  (tiga puluh empat

juta lima puluh ribu rupiah) x  4  (empat)  Triwulan = Rp 136.200.000,00

(seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Tahun anggaran

2013 yaitu Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) x 4 (empat)

Triwulan  =  Rp  156.000.000,-  (seratus  lima  puluh  enam  juta  rupiah);

Sehingga total dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat

Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT yang dicairkan/diterima desa Sukoharjo

Kec. Sekampung Kab.Lampung Timur dari Tahun anggaran 2010 sampai

dengan Tahun anggaran 2013 sejumlah Rp 579.000.000,- (lima ratus tujuh

puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa  kemudian  pada  pelaksanaannya  Terdakwa  HERMAWAN

selaku Kepala Desa, Sdr. SODIK Bin SOLEHAN selaku Sekretaris Desa

dan  Sdr.  KUSEN  Bin  MAT MUSTAM  selaku  Kaur  Pemerintahan  tidak

sepenuhnya  memberitahukan Keputusan Bupati Lampung Timur tentang

Bantuan  Tunjangan  Penghasilan  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa

(TPKPD)  dan  Tunjangan  Ketua  RT  dari  tahun  Anggaran  2010  sampai

dengan  Tahun  Anggaran  2013  Kabupaten  Lampung  Timur  kepada
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masing-masing  Perangkat  Desa  dan  Ketua  RT  yang  bersangkutan

sehingga  tidak  semua  pihak  mengetahui  bahwa  yang  bersangkutan

ditunjuk  sebagai  Perangkat  Desa  dan  Ketua  RT  Di  desa  Sukoharjo

dengan demikian  ditemukan adanya ketidak sesuaian antara nama dan

jumlah personil Perangkat Desa dan RT di Desa Sukoharjo yang secara

riil melaksanakan tugas dengan nama dan jumlah personil yang tercantum

dalam Surat  Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  Tahun  Anggaran  2010

sampai dengan Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa  setelah  permohonan  pencairan  dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung disetujui,  maka

untuk  setiap  Triwulan  atau  Persemesternya  uang  dana  Tunjangan

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan

RT tersebut dicairkan oleh Terdakwa HERMAWAN Alias HERMAWAN SP

Alias IWAN BIN MUHAMMAD KARNO bersama dengan Sdr. SODIK BIN

SOLEHAN;  Maka  sehari  ataupun  dua  hari  kemudian  dana  Tunjangan

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan

RT tersebut dibagikan kepada masing-masing perangkat desa Sukoharjo

Kec.  Sekampung  Kab.Lampung  Timur,  dan  yang  terlibat  dalam

pembagian  dana  Tunjangan  Penghasilan  Kepala  Desa  dan  Perangkat

Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT tersebut, yaitu Sdr.KUSEN BIN  MAT

MUSTAM selaku Kaur Pemerintahan Desa Sukoharjo untuk membagikan

dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD)

dan Tunjangan RT kepada masing-masing penerima yaitu para perangkat

desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab.Lampung Timur.

- Bahwa Terdakwa HERMAWAN Alias HERMAWAN SP Alias IWAN

Bin  MUHAMMAD KARNO yang memerintahkan Sdr.KUSEN BIN  MAT

MUSTAM untuk membagi bagikan tunjangan tersebut, akan tetapi tidak

seluruhnya mendapatkan dana tunjangan tersebut  dan perangkat Desa

Sukoharjo  yang  tidak  menerima  atau  tidak  diberikan  Dana  Tunjangan

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan

RT Desa Sukoharjo  Kec.  Sekampung Kab.  Lampung Timur  dari  tahun

anggaran  2010  sampai  dengan  tahun  anggaran  2013  adalah  15  (lima

belas)  orang  Ketua  RT  (Rukun  Tetangga) dan  1  (satu)  orang  kaur
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pembangunan. Sehingga penggunaan uang tersebut tidak sesuai dengan

peruntukannya dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa Pasal 16 Huruf f dan g, Yang berbunyi :

Kepala  Desa  di  larang  Huruf  f  “Melakukan  kolusi,  Korupsi  dan

nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang

dapat  mempengaruhi  keputusan  atau  tindakan  yang  akan  di

lakukannya” dan Huruf g  “Menyalahgunakan wewenang”.-

- Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) dan (2)

dan perubahannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun  2007 dan  Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  21 Tahun

2011, dimana Pasal 132 tersebut tidak ada perubahan, yang berbunyi :

- Ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus di

dukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

- Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 37 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang antara lain :

- Pasal  2  Ayat  (1)  berbunyi  “keuangan  desa  dikelola

berdasarkan  azas  aas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

- Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  Nomor  :  B/87/26/SK/2010

tanggal 05 April 2010 pada bagian Diktum Memutuskan ketiga, Keputusan

Bupati Lampung Timur Nomor : B.294/26/SK/2012 tanggal 23 April 2012

pada bagian Diktum Memutuskan Kelima dan Keputusan Bupati Lampung

Timur  Nomor   :  B.317/26/SK/2013  tanggal  10  April  2013  pada  bagian

Diktum  Memutuskan  Kelima  yang  masing  masing  berbunyi  “Bantuan

dipergunakan  sesuai  peruntukkannya  dan  dibuat  surat  Pertanggung

Jawabannya (SPJ)...”

- Bahwa terdakwa HERMAWAN Alias HERMAWAN, SP Alias IWAN

Bin MUHAMAD KARNOmemerintahkan Sdr. KUSEN BIN MAT MUSTAM

untuk membagikan uang tunjangan ke sebagian penerima dana TPKPD

dan Ketua RT, lalu Terdakwa HERMAWAN Alias HERMAWAN, SP Alias

IWAN  Bin  MUHAMAD  KARNOmemerintahkan  sdr.  Sodik  selaku
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Sekretaris Desa oleh yang dibantu oleh Sdr. Kusen selaku Kepala Urusan

Pemerintahan untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana

(TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT tahun Anggaran 2010 sampai dengan

Tahun  Anggaran  2013  dengan  membuat  Daftar  Penerima  TKPD  dan

Ketua  RT dengan  Tanda  Tangan  Penerima yang  dipalsukan  dan  tidak

diakui  oleh   yang  seharusnya  menerima  sehingga  Surat  Pertanggung

Jawaban (SPJ)  dana TKPD dan Tunjangan Ketua RT Desa Sukoharjo

Kecamatan  Sekampung  Kabupaten  Lampung  Timur  Tahun  Anggaran

2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 tidak  sesuai dengan realisasi

sebenarnya.-

- Bahwa  oleh  karena  tidak  semua  perangkat  Desa  mendapatkan

tunjangan perangkat Desa dan Ketua RT, lalu Sdr. SODIK BIN SOLEHAN

dalam  membuat  Surat  Pertanggung  Jawabannya  (SPJ)  dengan  cara

memalsukan tanda tangan penerima tunjangan tersebut dan hal tersebut

berlangsung  sejak  dari  tahun  anggaran  2010  sampai  dengan  tahun

anggaran  2013.  Sehingga  Surat  Pertanggung  Jawaban  (SPJ)  datanya

tidak  dapat  dibenarkan,  sehingga  hal  tersebut  bertentangan  dengan

ketentuan :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan  Negara,  yang  menyatakan  “Pejabat  yang

menandatangani  dan  atau  mengesahkan  dokumen  yang  berkaitan

dengan  surat  bukti  yang  menjadi  dasar  pengeluaran  atas  beban

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material  dan akibat

yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.-

- Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) dan (2)

dan perubahannya yakni Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 59

Tahun  2007  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  21  Tahun

2011, dimana Pasal 132 Ayat (2), yang berbunyi “Bukti sebagaimana

yang  di  maksud  pada  ayat  (1)  harus  mendapat  pengesahan  oleh

pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggungjawab  atas  kebenaran

material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.-
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- Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2013, tanggal 2

Januari  2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Penghasilan

Kepala  Desa,  Perangkat  dan  tunjangan  Ketua  Rukun  tetangga

kabupaten  Lampung  Timur  pada  Bab  VII  Pasal  8  Ayat  (2)  a

menyebutkan:

“Kepala  Desa  melaporkan  dan  menyampaikan  Surat  Pertang-

gungjawaban  (SPJ)  kepada  Camat  dengan  disertai  bukti-bukti

penerimaan dan penyaluran yang dapat dipertanggungjawabkan.-

- Bahwa perbuatan  terdakwa HERMAWAN Alias  HERMAWAN SP

Alias IWAN BIN MUHAMMAD KARNO, Sdr. SODIK Bin SOLEHAN dan

Sdr. KUSEN BIN MAT MUSTAM telah menyalahgunakan kewenangannya

masing masing baik itu sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur

Pemerintahan  Desa  Sukoharjo  dengan  cara  tidak  memberikan  uang

tunjangan  perangkat  Desa  sebagaimana  mestinya  dan  membuat  SPJ

yang sebagian tandatangannya adalah tidak sesuai. Akibat dari perbuatan

tersebut  Negara  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur

sejak  tahun  anggaran  2010  sampai  tahun  2013  mengalami  kerugian

sebagaimana  Laporan  Hasil  Audit  dari  BPKP  Perwakilan  Propinsi

Lampung  atas  Dugaan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Tunjangan

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan

Ketua RT Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung

Timur  Tahun  Anggaran  2010  sampai  dengan  tahun  Anggaran  2013

Nomor:  LHAI-598/PW08/5/2014 Tanggal  31 Desember 2014yang dibuat

dan ditandatangani oleh Tim Audit yaitu : Y. Joko Sapta Prihangdaya, I

Ketut Sumadana, Maringan Sitohang, Rani Kusmartuti dan Suryo Cahyo

Putro  serta  Penanggung  Jawab  Kepala  Perwakilan  BPKP  Provinsi

Lampung  Bapak  Iman  Achmad  Nugraha,  dalam  pemeriksaannya

disimpulkan bahwa ditemukan  Jumlah kerugian keuangan negara yang

timbul adalah sebesar Rp 190.300.000,- (seratus Sembilan puluh juta tiga

ratus ribu rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan  terdakwa sebagaimana diatur  dan  diancam  pidana  dalam

Pasal  3 Jo. Pasal  18 UU RI No. 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan

Halaman  24 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25

Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan

Undang- undang  Nomor 20 tahun 2001 tentang  perubahan atas Undang-

undang  No.  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana

KorupsiJo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHPidana Jo  Pasal  64  Ayat   (1)

KUHPidana;-

ATAU KEDUA

Bahwa  terdakwa  HERMAWAN  Als  HERMAWAN  S.P  Als  IWAN  Bin

MUHAMAD  KARNObersama-sama  dengan  Sdr. SODIK  Bin

SOLEHANdanSdr.KUSEN Bin  MAT MUSTAM (yang masing-masing dilakukan

penuntutan secara terpisah) antara bulan Januari  2010 sampai dengan bulan

Desember 2013 atau pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam

tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Desa Sukoharjo Kecamatan

Sekampung  Kabupaten  Lampung  Timur  atau  setidaknya  ditempat-tempat

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi  Pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  yang  berwenang  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  korupsi  berdasarkan  Keputusan  MA  RI

Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari  2011 tentang Pengoperasian

Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,

telah  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukanPegawai

Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang Diberi Tugas Menjalankan Suatu

Jabatan Umum Secara Terus Menerus Atau Untuk Sementara Waktu, Dengan

Sengaja  Memalsu  Buku-Buku  Atau  Daftar-Daftar  yang  Khusus  untuk

Pemeriksaan Administrasi  jika antara beberapa perbuatan,  meskipun masing-

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian

rupa  sehingga harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan berlanjut.  Perbuatan

tersebut  terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada  tahun 2010 sampai  dengan  tahun  Anggaran  2013,

Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur menerima Dana

Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan

tunjangan  RT sebagai  tunjangan  Operasional  bagi  para  aparatur  desa

Sukoharjo  Kec.  Sekampung  Kab.  Lampung  Timur  yang  mana  dana

tersebut  bersumber  dari  Dana  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah
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(APBD) Kabupaten Lampung Timur tahun Anggaran 2010 sampai dengan

tahun Anggaran 2013.

- Bahwa  struktur  perangkat  Desa  Sukoharjo  sejak  tahun  2010

sampai dengan tahun 2013 antara   lain :

Kepala Desa : Terdakwa  HERMAWAN Als  HERMAWAN S.P Als

IWAN Bin MUHAMAD KARNO

Sekretaris Desa : SODIK Bin SOLEHAN

Kaur Pemerintahan : KUSEN Bin MAT MUSTAM

Kaur Pembangunan : Anwar/ Fitnikel Handayani

Kaur Umum : Sugianto

Kaur Keuangan : Hadi Hidayat

Kasi Keamanan : Rohadi

Kasi Bid Pertanian : Drs. Riman

Dibantu dengan Kepala Dusun sebanyak 8 (delapan) orang dan Ketua

Rukun Tetangga (RT) sebanyak 22 (dua puluh dua) orang

- Bahwa terdakwa HERMAWAN Als HERMAWAN S.P Als IWAN Bin

MUHAMAD  KARNO diangkat  selaku  Kepala Desa  Sukoharjo  Kec.

Sekampung Kab. Lampung Timur sejak tahun  2007 hingga tahun 2013

berdasarkan  Surat  keputusan  Bupati  Lampung  Timur tanggal  28

Desember  2007 selanjutnya  terdakwa  diberhentikan  pada  tahun 2013

berdasarkan  surat  keputusan  Bupati  Lampung  Timur  nomor  :

B.733/26/UK/2013  tanggal  23  Desember  2013  tentang  Pemberhentian

Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten

Lampung Timur. 

- Bahwa Sdr. Sodik Bin Solehan diangkat sebagai Sekretaris Desa

Sukoharjo Kecamatan Sekampung  sejak tahun 1989 hingga tahun 2012

berdasarkan  Surat  keputusan  Bupati  Kepala  daerah  TK.II  Lampung

Tengah, Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana tanggal 11

November 1989, selanjutnya sejak tahun 2012 hingga 2013 Sdr. Sodik Bin

Solehan  tetap  dikaryakan  sebagai  Sekertaris  Desa  Sukoharjo  Kec.

Sekampung Kab.Lampung Timur.
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- Bahwa  Sdr.  Kusen  Bin  Mat  Mustam  diangkat  sebagai  Kaur

Pemerintahan  Desa  Sukoharjo  Kecamatan  Sekampung  berdasarkan

sejak  tanggal  21  Januari  2008  hingga  tahun  2013 berdasarkan  Surat

Keputusan  Kepala  Desa  Sukoharjo  Nomor  :  140/01/2008  tanggal  21

Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukoharjo yakni Sdr.

Hermawan.

- Bahwa terdakwa HERMAWAN Als HERMAWAN S.P Als IWAN Bin

MUHAMAD KARNO,  SDR.  SODIK  BIN  SOLEHAN,  SDR.  KUSEN BIN

MAT MUSTAM mendapat tunjangan selaku Kepala Desa, Sekretaris Desa

dan Kaur Pemerintahan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lampung

Timur  :  Nomor  :  B./87/26/SK/2010  tanggal  05  April  2010,  Nomor  :

B.437/26/SK/2011  tanggal  25  Mei  2011,  Nomor  :  B.294/26/SK/2012

tanggal 23 April  2012, dan  Nomor :  B.317/26/SK/2013 tanggal  10 April

2013 tentang Bantuan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat

Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Kabupaten Lampung Timur.

- Berdasarkan  Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  Nomor

B./87/26/SK/2010  tanggal  5  April  2010  dan  Nomor:  437/26/SK/2011

tanggal  25  Mei  2011  tentang  Bantuan  Tunjangan  Penghasilan  Kepala

Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Kabupaten

Lampung Timur, jumlah Perangkat Desa dan Ketua RT Desa Sukoharjo

sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan Rincian Sebagai berikut:

Kepala Desa jumlah personil 1 orang, Sekretaris Desa jumlah personil 1

orang,  Kepala  Urusan  jumlah  personil  4  orang,  Kepala  Seksi  jumlah

personil 2 orang, Kepala Dusun jumlah personil  8 orang dan Ketua RT

jumlah personil 22 orang sehingga totalnya berjumlah 38 orang. 

- Berdasarkan  Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  Nomor

291/26/SK/2012  tanggal  18  April  2012  dan  Nomor:  B.  317/26/SK/2013

tanggal  10  April  2013 tentang Bantuan Tunjangan Penghasilan  Kepala

Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Kabupaten

Lampung Timur, jumlah Perangkat Desa dan Ketua RT Desa Sukoharjo

sebanyak 37 (tiga  puluh  tujuh)  orang dengan Rincian  Sebagai  berikut:

Kepala Desa jumlah personil 1 orang, Kepala Urusan jumlah personil 4

orang,  Kepala  Seksi  jumlah  personil  2  orang,  Kepala  Dusun  jumlah
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personil 8 orang dan Ketua RT jumlah personil 22 orang sehingga totalnya

berjumlah 37 orang. 

- Berdasarkan  daftar  usulan  yang  ditandatangani  Camat  dan

Keputusan Bupati tersebut diketahui sejak tahun 2012 jabatan Sekretaris

Desa tidak termasuk perangkat desa yang mendapatkan Dana TPKPD.

- Bahwa  jumlah  dana  Tunjangan  Penghasilan  Kepala  Desa  dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  dan  Tunjangan  RT yang  dicairkan/  diterima

desa  Sukoharjo  dari  Tahun  anggaran  2010  sampai  dengan  tahun

anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pada tahun anggaran 2010 yaitu Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima

juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) x 4 (empat) triwulan =  Rp

143.400.000,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

b. Pada tahun anggaran 2011 yaitu Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima

juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) x 4 (empat) Triwulan =  Rp

143.400.000,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

c. Pada tahun anggaran 2012 yaitu Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat

juta lima puluh ribu rupiah) x 4 (empat) Triwulan = Rp 136.200.000,00

(seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

d. Pada  tahun  anggaran  2013  yaitu  Rp  39.000.000,-  (tiga  puluh

sembilan juta rupiah) x 4 (empat) Triwulan = Rp 156.000.000,- (seratus

lima puluh enam juta rupiah).

e. Sehingga  total  dana  Tunjangan  Penghasilan  Kepala  Desa  dan

Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT yang dicairkan/ diterima

desa  Sukoharjo  Kec.  Sekampung  Kab.Lampung  Timur  dari  Tahun

anggaran  2010  sampai  dengan  Tahun  anggaran  2013  sejumlah  Rp

579.000.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa  kemudian  pada  pelaksanaannya terdakwaHERMAWAN

Alias  HERMAWAN  SP  Alias  IWAN  Bin  MUHAMMAD  KARNO  selaku

Kepala Desa, Sdr.  Sodik Bin Solehan selaku Sekretaris Desa dan Sdr.

Kusen Bin Mat Mustam selaku Kaur Pemerintahan tidak memberitahukan

Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  tentang  Bantuan  Tunjangan

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan

Ketua RT tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013
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Kabupaten Lampung Timur kepada masing-masing Perangkat Desa dan

Ketua RT yang bersangkutan sehingga tidak semua mengetahui bahwa

yang bersangkutan ditunjuk sebagai  Perangkat Desa dan Ketua RT Di

desa Sukoharjo sehingga kemudian di temukan adanya ketidak sesuaian

antara  nama  dan  jumlah  personil  Perangkat  Desa  dan  RT  di  Desa

Sukoharjo yang secara riil melaksanakan tugas dengan nama dan jumlah

personil yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Timur

Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013. 

- Bahwa  perangkat desa Sukoharjo yang tidak menerima/diberikan

Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD)

dan  Tunjangan  RT  Desa  Sukoharjo  Kec.  Sekampung  Kab.  Lampung

Timur dari  tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2013

adalah  15  (lima  belas)  Ketua  RT  (Rukun  Tetangga) dan  kaur

pembangunan  ditahun  anggaran  2010  juga  tidak  menerima  Dana

Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan

Tunjangan RT Desa Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur;

- Bahwa terdakwa  HERMAWAN Alias HERMAWAN SP Alias IWAN

Bin  MUHAMMAD  KARNO  memerintahkansdr.  SODIK  BIN  SOLEHAN

selaku Sekretaris Desa yang dibantu oleh Sdr. KUSEN Bin MAT MUSTAM

selaku  Kepala Urusan Pemerintahan untuk membuat Surat Pertanggung

Jawaban (SPJ) dana (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT tahun Anggaran

2010  sampai  dengan  Tahun  Anggaran  2013  dengan  membuat  Daftar

Penerima TKPD dan  Ketua  RT dengan  Tanda  Tangan  Penerima yang

dipalsukan dan tidak  diakui  oleh  yang seharusnya menerima sehingga

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana TKPD dan Tunjangan Ketua RT

Desa  Sukoharjo  Kecamatan  Sekampung  Kabupaten  Lampung  Timur

Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai

dengan realisasi sebenarnya.-

- Bahwa terdakwa  HERMAWAN Alias HERMAWAN SP Alias IWAN

Bin  MUHAMMAD  KARNO  dan  Sdr.  KUSEN  Bin  MAT  MUSTAM

mengetahui bahwa aparat desa dan Ketua RT ada yang tidak menerima

dana tunjangan, dan tanda tangannya dipalsukan oleh sdr.  SODIK BIN

SOLEHAN yang  berlangsung  dari  sejak  tahun  anggaran  2010  sampai
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dengan  tahun  anggaran  2013;  Sehingga  terdakwa  HERMAWAN  Alias

HERMAWAN  SP  Alias  IWAN  Bin  MUHAMMAD  KARNO  tetap

memerintahkan kepada sdr. SODIK BIN SOLEHAN bersama sdr. KUSEN

BIN MAT MUSTAM secara  berulang-ulang  sejak  tahun anggaran 2010

sampai  dengan  tahun  anggaran  2013  untuk  menyelesaikan  Laporan

Pertanggung  jawaban  (SPJ)  dana  TPKPD  dan  Tunjangan  RT  setiap

Triwulan  agar  supaya  Desa  Sukoharjo  dapat  mencairkan  lagi  Triwulan

berikutnya.

- Bahwa  ketika terdakwa HERMAWAN Alias HERMAWAN SP Alias

IWAN Bin MUHAMMAD KARNO menerima laporan dari sdr. SODIK BIN

SOLEHAN  bahwa  dalam  Surat  pertanggung  Jawaban  (SPJ)  nama

perangkat desa yang tidak diberikan dana TKPD dan Tunjangan RT yang

belum  ditanda  tangani  kemudian   terdakwa  HERMAWAN  Alias

HERMAWAN  SP  Alias  IWAN  Bin  MUHAMMAD  KARNO

memerintahkan”SUDAH PARAF SAJA” dan hal tersebut disaksikan oleh

KUSEN BIN MAT MUSTAM dan SARYAM selaku Kadus IV.-

- Bahwa  berdasarkan  laporan  Hasil  Audit  dari  BPKP  Perwakilan

Propinsi Lampung atas  Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan

Ketua RT Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung

Timur  Tahun  Anggaran  2010  sampai  dengan  tahun  Anggaran  2013

Nomor:  LHAI-598/PW08/5/2014 Tanggal  31 Desember 2014yang dibuat

dan ditandatangani oleh Tim Audit yaitu : Y. Joko Sapta Prihangdaya, I

Ketut Sumadana, Maringan Sitohang, Rani Kusmartuti dan Suryo Cahyo

Putro  serta  Penanggung  Jawab  Kepala  Perwakilan  BPKP  Provinsi

Lampung  Bapak  Iman  Achmad  Nugraha,  dalam  pemeriksaannya

disimpulkan bahwa ditemukan  Jumlah kerugian keuangan negara yang

timbul adalah sebesar Rp 190.300.000,- (seratus Sembilan puluh juta tiga

ratus ribu rupiah).

- Bahwa  kerugian  negara  tersebut  timbul  karena  perbuatan

Terdakwa HERMAWAN S.P Als IWAN Bin MUHAMAD KARNO bersama-

sama  dengan  Sdr.  SODIK  Bin  SOLEHAN  dan  Sdr.  KUSEN  Bin  MAT

MUSTAM  dalam membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isinya
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tidak  sesuai  dengan  kondisi  yang  sebenarnya  adalah  untuk

menyelesaikan Laporan Pertanggung jawaban (SPJ)  dana TPKPD dan

Tunjangan RT setiap Triwulan agar supaya Desa Sukoharjo tetap dapat

mencairkan lagi Triwulan berikutnya karena SPJ merupakan persyaratan

mutlak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

9 UU RI No.  31  Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-undang  Nomor  20

tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo

Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.-

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  tuntutan  dari  Jaksa  Penuntut

Umum, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut:---------------------

1. Menyatakan  terdakwa  KUSEN BIN MAT MUSTAM telah  terbukti

secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  telah

melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  secara

melawan  hokum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara

atau  perekonomian  Negara  jika  antara  beberapa  perbuatan,  meskipun

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya

sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan

berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam hokum dalam pasal 2 ayat (1)

jo.  Pasal  18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang

No.31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo.

Pasal  11  ayat  (1)  ke-1  KUHPidana  jo.  Pasal  64  ayat  (1)  KUHPidana

sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KUSEN BIN MAT MUSTAM

dengan pidana penjara selama: 5 (lima)  tahun dengan dikurangi selama

terdakwa berada  dalam tahanan  sementara  dengan  perintah  terdakwa

tetap  ditahan  dan denda  sebesar  Rp.200.000.000,-,  (dua  ratus  juta

rupiah)subsidair 3 (tiga)bulan kurungan serta membayar uang pengganti
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sebesar Rp.72.650.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu

rupiah) yang apabila dalam 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai

kekuatan hokum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti  maka

harta  bendanya dapat  disita  dan apabila  harta  yang disita  tidak  cukup

untuk membayar uang pengganti maka dapat dikenakan dengan pidana

penjara pengganti selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2010  Triwulan  I  (Satu)  Desa  Sukoharjo,  tanggal  30  April  2010,  Yang

ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN. S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung Sdr.

Drs. AGUS SUTIYONO, berikut data pendukung berupa :

a). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 21 April 2010 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala Desa dan Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh:

Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara Sdr. SODIK Mengetahui dan

Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. SP.

b). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  I

(Pertama) Tahun 2010 Desa Sukoharjo, tanggal 21 April 2010 yang di

tandatangani oleh Bendahara Desa Sdr. SODIK, Mengetahui Kepala

Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung Sdr. Drs. AGUS SUTIYONO.

c). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 21 April 2010 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah),  Untuk Pembayaran : TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.
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d). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Pertama) Tahun 2010

Desa  Sukoharjo,  tanggal  21  April  2010  yang  di  tandatangani

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala  Desa  Sukoharjo

Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  Drs.

AGUS SUTIYONO.

2). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2010  Triwulan  II  (Dua)  Desa  Sukoharjo,  tanggal  24  Juni  2010,  Yang

ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN. S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung Sdr.

Drs. AGUS SUTIYONO, berikut data pendukung berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 24 Juni 2010 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 22.650.000,- (Dua puluh dua juta enam

ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  Untuk  Pembayaran  :  TPKPD  untuk

Kepala Desa dan Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh:

Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara Sdr. SODIK Mengetahui dan

Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. SP.

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 01, Tanggal 24-6-2010, yang bertuliskan

Telah terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,-

(Dua  puluh  dua  juta  enam  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  Untuk

Pembayaran : TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani

oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN.

c). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  II

(Kedua) Tahun 2010 Desa Sukoharjo, tanggal Kosong Juni 2010 yang

di  tandatangani  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala

Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung Sdr. Drs. AGUS SUTIYONO.

d). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 24 Juni 2010 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah),  Untuk Pembayaran : TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,
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Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 02, Tanggal 24-6-2010, yang bertuliskan

Telah terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,-

(Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD RT

22 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN.

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II  (Kedua) Tahun 2010

Desa  Sukoharjo,  tanggal  Kosong  Juni  2010  yang  di  tandatangani

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala  Desa  Sukoharjo

Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  Drs.

AGUS SUTIYONO.

3). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2010  Triwulan  III  (Tiga)  Desa  Sukoharjo,  tanggal  20-10-2010,  Yang

ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN. S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH, berikut data pendukung berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 20-10-2010 yang bertuliskan Terima dari  :  Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 22.650.000,- (Dua puluh dua juta enam

ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  Untuk  Pembayaran  :  TPKPD  untuk

Kepala Desa dan Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh:

Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara Sdr. SODIK Mengetahui dan

Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. SP. 

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, Tanggal 20-10-2010, yang bertuliskan Telah

terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran:

TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang

Menerima Sdr. KUSEN.

c). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga)

Tahun 2010 Desa Sukoharjo, tanggal 20-10-2010 yang di tandatangani

oleh:  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala  Desa
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Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH.

d). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 20-10-2010 yang bertuliskan Terima dari  :  Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu  rupiah),  Untuk  Pembayaran:  TPKPD untuk  Ketua-Ketua  RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh:  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.-

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, Tanggal 20-10-2010, yang bertuliskan Telah

terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,- (Tiga

belas juta  dua ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD Ketua

RT 22 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN.

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  III  (Tiga)  Tahun  2010

Desa Sukoharjo, tanggal 20-10-2010 yang di tandatangani Bendahara

Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  JAROT

SUSENO, SH. 

4). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2010 Triwulan IV (Keempat) Desa Sukoharjo, tanggal 22-12-2010, Yang

ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN. S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH, berikut data pendukung berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 22-12-2010 yang bertuliskan Terima dari  :  Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala Desa dan Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh:

Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara Sdr. SODIK Mengetahui dan

Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. SP. 

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, Tanggal 22-12-2010, yang bertuliskan Telah

terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran :
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TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang

Menerima Sdr. KUSEN.

c). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  IV

(Keempat) Tahun 2010 Desa Sukoharjo, tanggal 22-12-2010 yang di

tandatangani oleh Bendahara Desa Sdr. SODIK, Mengetahui Kepala

Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH. 

d). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 20-10-2010 yang bertuliskan Terima dari  :  Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, Tanggal 22-12-2010, yang bertuliskan Telah

terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,- (Tiga

belas juta  dua ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD Ketua

RT 22 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN.

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV (Kempat) Tahun 2010

Desa  Sukoharjo  KeCamat  Sekampung  Kabupaten  Lampung  Timur,

tanggal  22-12-2010  yang  di  tandatangani  Bendahara  Desa  Sdr.

SODIK, Mengetahui Kepala Desa Sukoharjo Sdr.  HERMAWAN. S.P,

Mengetahui Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH. 

5). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2011 Triwulan I  (Satu)  Desa Sukoharjo  Bulan Januari,  Februari,  Maret

Tahun  2011,  tanggal  21  Juli  2011,  Yang  ditandatangani  oleh  :

Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH, berikut data

pendukung berupa :

a). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/   /2010,

Tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa
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Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  16  orang,  Yang  ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK

Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. SP.

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara Desa Uang Sejumlah Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk pembayaran

TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh :  yang

menerima Sdr. KUSEN.

c). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Satu)

Desa  Desa  Sukoharjo  Bulan  Januari,  Februari,  Maret  Tahun  2011,

tanggal 21 Juli  2011 yang di tandatangani oleh Penanggung Jawab

Adminstrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat

Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH. 

d). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/   /2010,

Tanggal  21 Juli  2011 yang bertuliskan Telah terima dari  Bendahara

Desa Sukoharjo, Uang Sebesar Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua

ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran TPKPD untuk Ketua-Ketua RT

22 orang, Yang ditandatangani  oleh :  Yang Menerima Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara Desa Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,- (Tiga

belas juta dua ratus ribu rupiah), Untuk pembayaran : TPKPD RT 22

16 orang, Yang ditandatangani oleh : yang menerima Sdr. KUSEN. 

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Satu) Desa Sukoharjo

Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2011, tanggal 21 Juli 2011 yang

di tandatangani Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa Sukoharjo
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Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.  JAROT

SUSENO, SH.

6). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2011 Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2011,

tanggal  21  Juli  2011,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Penanggung  Jawab

Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH, berikut data pendukung berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/   /2010,

Tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  16  orang,  Yang  ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK

Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. SP. 

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara Desa Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk pembayaran :

TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh :  yang

menerima Sdr. KUSEN. 

c). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (Dua)

Desa Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2011, tanggal 21

Juli 2011 yang di tandatangani oleh : Penanggung Jawab Adminstrasi

Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH.

d). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/   /2010,

Tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,
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Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara Desa Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,- (Tiga

belas juta dua ratus ribu rupiah),  Untuk pembayaran TPKPD RT 22

orang, Yang ditandatangani oleh : yang menerima Sdr. KUSEN. 

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo

Bulan  April,  Mei,  Juni  Tahun  2011,  tanggal  21  Juli  2011  yang  di

tandatangani  Bendahara Desa Sdr.  SODIK, Kepala Desa Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.  JAROT

SUSENO, SH.

7). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2011 Triwulan III (Tiga) Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September

Tahun  2011,  tanggal  13  Desember  2011,  Yang  ditandatangani  oleh  :

Penanggung Jawab Administrasi  Bendahara  Desa Sdr.  SODIK,  Kepala

Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO,

SH, berikut data pendukung berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/   /2010,

Tanggal 13 Desember 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara

Desa Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 22.650.000,- (Dua puluh dua juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  16  orang,  Yang  ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK

Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. SP. 

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 13-12-2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara ADD, Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk pembayaran :

TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh :  yang

menerima Sdr. KUSEN.

c). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga)
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Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2011, tanggal

13  Desember  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab

Adminstrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat

Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH.

d). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/   /2010,

Tanggal 13 Desember 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara

Desa Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua

ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk Ketua-Ketua RT

22 orang, Yang ditandatangani  oleh :  Yang Menerima Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P. 

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 13 Desember 2011 yang bertuliskan

Telah Terima dari : Bendahara ADD, Uang Sejumlah : Rp.13.200.000,-

(Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), Untuk pembayaran: TPKPD RT

22 orang, Yang ditandatangani oleh : yang menerima Sdr. KUSEN. 

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga) Desa Sukoharjo

Bulan  Juli,  Agustus,  September  Tahun  2011,  tanggal  13  Desember

2011 yang di tandatangani Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH.

8). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2011 Triwulan IV (Empat) Desa Sukoharjo Bulan Desember Tahun 2011,

tanggal  19  Juni  2012,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Penanggung  Jawab

Administrasi  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH, berikut data

pendukung berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Triwulan IV (Empat) Desa Sukoharjo Bulan

Desember Tahun 2011,  tanggal  19 Juni  2012 yang di  tandatangani

oleh Penanggung Jawab Adminstrasi  Bendahara Desa Sdr.  SODIK,

Kepala  Desa  Selaku  Penanggung Jawab Kegiatan  Desa  Sukoharjo
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Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.  JAROT

SUSENO, SH.

b). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran, Tanggal 19 Juni 2012 yang

bertuliskan Terima Dari  Bendahara Pengeluaran :  Bendahara Desa,

Uang Sebesar : Rp. 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah),

Yaitu Untuk Pembayaran : TPKPD RT 22 orang, Yang ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Pengeluaran  Sdr.

SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Pengguna  Anggaran  Sdr.

HERMAWAN. S.P.

c). 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan IV Desa

Sukoharjo Bulan Desember Tahun 2011, tanggal 19 Juni 2012 yang di

tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH. 

9). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD dan

Ketua RT Triwulan I (Satu) Tahun 2012 Desa Sukoharjo Bulan Januari,

Februari,  Maret  Tahun  2012,  tanggal  19  Juni  2012,  Yang

ditandatangani  oleh  :  Penanggung  Jawab  Administrasi  Bendahara

Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan

Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung  Sdr.  JAROT  SUSENO,  SH,  berikut  data  pendukung

berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Triwulan  I  (Satu)  Tahun  2012  Desa

Sukoharjo Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2012, tanggal 19 Juni

2012  yang  di  tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung

Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui

Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH.

d). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran, Tanggal 19 Juni 2012 yang

bertuliskan  Terima  dari  Bendahara  Pengeluaran  Bendahara  Desa,

Uang Sebesar Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah),

Yaitu Untuk Pembayaran TPKPD RT 22 orang, Yang ditandatangani

Halaman  41 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.
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oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Pengeluaran  Sdr.

SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Pengguna  Anggaran  Sdr.

HERMAWAN. S.P.

c). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan I

(Satu)  Tahun  2012  Desa  Sukoharjo  Bulan  Januari,  Februari,  Maret

Tahun  2012,  tanggal  19  Juni  2012  yang  di  tandatangani  oleh

Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala

Desa  Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  JAROT

SUSENO, SH.

10).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD dan

Ketua RT Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun

2012, tanggal 24 Agustus 2012, Yang ditandatangani oleh : Penanggung

Jawab Administrasi  Bendahara Desa Sdr.  SODIK, Kepala Desa Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui  Camat Sekampung Sdr.  HERMAN SYAHRI,  S.Sos,  berikut

data pendukung berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  01/TPKPD/2012,

Tanggal 24 Agustus 2012 yang bertuliskan Terima Dari  :  Bendahara

Desa, Uang Sebesar : Rp. 20.850.000,- (Dua puluh juta delapan ratus

lima puluh  ribu  rupiah),  Untuk  Pembayaran :  TPKPD untuk  Kepala

Desa dan Perangkat Desa 15 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang

Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan

Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

b). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Triwulan  II  (Dua)  Desa  Sukoharjo  Bulan

April, Mei, Juni Tahun 2012, yang di tandatangani oleh Penanggung

Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku

Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P,

Mengetahui Camat Sekampung Sdr. HERMAN SYAHRI, S.Sos.

c). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  02/TPKPD/2012,

Tanggal 24 Agustus 2012 yang bertuliskan Terima Dari  :  Bendahara

Desa, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu

rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22 orang,

Halaman  42 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.
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Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara

Sdr. SODIK Mengetahui dan Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr.

HERMAWAN. S.P.

d). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan II

(Dua)  Desa  Sukoharjo  Bulan  April,  Mei,  Juni  Tahun  2012,  yang  di

tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos.

11).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD dan

Ketua RT Triwulan III  (Tiga) Juli,  Agustus, September 2012, tanggal 15

Oktober  2012,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Penanggung  Jawab

Administrasi  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui  Camat Sekampung Sdr.  HERMAN SYAHRI,  S.Sos,  berikut

data pendukung berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  01/TPKPD/2012,

Tanggal 15-10-2012 yang bertuliskan Terima Dari : Bendahara Desa,

Uang Sebesar : Rp. 20.850.000,- (Dua puluh juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah),  Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Kepala Desa

dan  Perangkat  Desa  15  orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang

Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan

Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P. 

b). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga)

Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2012, yang di

tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,

Kepala  Desa  Selaku  Penanggung Jawab Kegiatan  Desa  Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. HERMAN

SYAHRI, S.Sos.

c). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  02/TPKPD/2012,

Tanggal 15-10-2012 yang bertuliskan Terima Dari : Bendahara Desa,

Uang  Sebesar  :  Rp.  13.200.000,-  (Tiga  belas  juta  dua  ratus  ribu

rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22 orang,

Halaman  43 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.
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Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara

Sdr. SODIK Mengetahui dan Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr.

HERMAWAN. S.P.

d). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga) Desa Sukoharjo

Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2012, Tanggal 15 Oktober 2012

yang di tandatangani oleh Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

12).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD dan

Ketua  RT  Triwulan  IV  (Empat)  Oktober,  Nopember,  Desember  2012,

tanggal 11 Januari 2013, Yang ditandatangani oleh: Penanggung Jawab

Administrasi  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui  Camat Sekampung Sdr.  HERMAN SYAHRI,  S.Sos,  berikut

data pendukung berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  01/TPKPD/2013,

Tanggal 11-01-2013 yang bertuliskan Terima Dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 20.850.000,- (Dua puluh juta delapan

ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD Perangkat

Desa  15  orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.

KUSEN, Bendahara Sdr. SODIK Mengetahui dan Menyetujui  Kepala

Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

b). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  IV

(Empat) Desa Sukoharjo Bulan Oktober, Nopember, Desember Tahun

2012, yang di tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Sdr.

SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

c). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  02/TPKPD/2012,

Tanggal 11-01-2013 yang bertuliskan Terima Dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD RT sebanyak 22 orang, Yang

Halaman  44 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.
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ditandatangani  oleh :  Yang Menerima Sdr.  KUSEN, Bendahara Sdr.

SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. S.P.

d). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  IV  (Empat)  Desa

Sukoharjo Bulan Oktober, Nopember, Desember Tahun 2012, Tanggal

11  Januari  2013  yang  di  tandatangani  oleh  Bendahara  Desa  Sdr.

SODIK, Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui

Camat Sekampung Sdr. HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

13).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2013 Triwulan I  (Satu)  Desa Sukoharjo  Bulan Januari,  Februari,  Maret

Tahun  2013,  tanggal  30  Mei  2013,  Yang  ditandatangani  oleh  :

Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui  Camat Sekampung Sdr.  HERMAN SYAHRI,  S.Sos,  berikut

data pendukung berupa : 

a). 1(Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran,  Tanggal  30-05-2013  yang

bertuliskan  Terima dari  Bendahara  Pengeluaran :  Bendahara  Desa,

Uang Sebesar : Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah),  Yaitu  Untuk Pembayaran :  TPKPD Perangkat  Desa 15

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui

Pengguna Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P.

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 30-05-2013 yang bertuliskan Telah

Terima  dari  :  Bendahara,  Uang  Sejumlah  :  Rp.  25.800.000,-  (Dua

puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD

Perangkat Desa 15 orang, Yang ditandatangani oleh : yang menerima

Sdr. KUSEN. 

c). 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  I  (Satu)  Desa

Sukoharjo  Bulan  Januari,  Februari,  Maret  Tahun  2013,  yang  di

tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,

Kepala  Desa  Selaku  Penanggung Jawab Kegiatan  Desa  Sukoharjo

Halaman  45 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.
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Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. HERMAN

SYAHRI, S.Sos. 

d). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  02/TPKPD/2013,

Tanggal 30 Mei 2013 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 30 Mei 2013 yang bertuliskan Telah

Terima dari Bendahara, Uang Sejumlah  Rp. 13.200.000,- (Tiga belas

juta dua ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran TPKPD RT 22 orang,

Yang ditandatangani oleh : yang menerima Sdr. KUSEN. 

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Satu) Desa Sukoharjo

Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2013, yang di tandatangani oleh

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  HERMAN

SYAHRI, S.Sos. 

14).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2013 Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2013,

tanggal  06-08-2013,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Penanggung  Jawab

Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung  Sdr.  HERMAN  SYAHRI,  S.Sos,  berikut  data  pendukung

berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar  Bukti  Kas Pengeluaran, Tanggal  06-08-2013,  yang

bertuliskan  Terima  Dari  Bendahara  Pengeluaran  :  Desa  Sukoharjo,

Uang Sebesar :  Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah),  Yaitu Untuk Pembayaran :  TPKPD Perangkat Desa 15

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui

Pengguna Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P.
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b). 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat

Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  II  (Dua)  Desa

Sukoharjo  Bulan  April,  Mei,  Juni  Tahun  2013,  Tanggal  06-08-2013,

yang  di  tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.

SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos.

c). 1 (Satu) Lembar  Bukti  Kas Pengeluaran, Tanggal  06-08-2013,  yang

bertuliskan  Terima  Dari  Bendahara  Pengeluaran  :  Desa  Sukoharjo,

Uang  Sebesar  :  Rp.  13.200.000,-  (Tiga  belas  juta  dua  ratus  ribu

rupiah),  Yaitu  Untuk  Pembayaran  :  TPKPD RT sejumlah  22  orang,

Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara

Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Pengguna

Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P.

d). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo

Bulan  April,  Mei,  Juni  Tahun  2013,  yang  di  tandatangani  oleh

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  HERMAN

SYAHRI, S.Sos.

15).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2013 Triwulan III (Tiga) Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September

Tahun 2013, tanggal 20-12-2013, Yang ditandatangani oleh : Penanggung

Jawab Administrasi Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab

Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung  Sdr.  HERMAN  SYAHRI,  S.Sos,  berikut  data  pendukung

berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran,  Tanggal  20-12-2013 yang

bertuliskan Terima Dari  Bendahara  Pengeluaran :  Bendahara  Desa,

Uang Sebesar :  Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah),  Yaitu  Untuk Pembayaran :  TPKPD Perangkat  Desa 15

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui

Pengguna Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P. 
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b). 1  (Satu)  Lembar  Tanda  Penerima  Tunjangan  Kepala  Desa  Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga)

Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2013, yang di

tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,

Kepala  Desa Selaku Penanggung  Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. HERMAN

SYAHRI, S.Sos. 

16).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2013 Triwulan IV (Empat)  Bulan Oktober,  Nopember,  Desember  Tahun

2013, tanggal 20-12-2013, Yang ditandatangani oleh : Penanggung Jawab

Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung  Sdr.  HERMAN  SYAHRI,  S.Sos,  berikut  data  pendukung

berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran,  Tanggal  20-12-2013 yang

bertuliskan Terima Dari  Bendahara  Pengeluaran :  Bendahara  Desa,

Uang Sebesar :  Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah),  Yaitu  Untuk Pembayaran :  TPKPD Perangkat  Desa 15

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui

Pengguna Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P.

b). 1  (Satu)  Lembar  Tanda  Penerima  Tunjangan  Kepala  Desa  Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  IV

(Empat) Desa Sukoharjo Bulan Oktober, Nopember, Desember Tahun

2013, yang di tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Sdr.

SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos.

17.  1  (Satu)  Buah  Surat  Pernyataan,  tanggal  15-09-2013  Yang  isinya

menjelaskan  bahwa  masing-masing  RT  Sukoharjo  Kecamatan

Sekampung Lampung Timur, tidak mengadakan tuntutan hukum apapun

dikemudian  hari  dengan  siapun  juga,  dengan  apa-apa  yang  timbul

karenanya. Dana TPKPD ikhlas kami berikan dan kami serahkan kepada

desa, demi kepentingan pemerintahan desa sukoharjo dll,  yang ditanda

tangani  oleh  masing-masing  sebagai  berikut  :  Sdr.  TURMADI,  Sdr.

HADIREJO, Sdr. KISMAN, Sdr. RAHMAT, Sdr. SUWARTO, Sdr. SAMPUN,
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Sdr. SUKIMIN, Sdr. SUKIMAN, Sdr. SUTARNO, Sdr. AKBARI, Sdr. MADI

SUTRISNO, Sdr. TUGIMAN, Sdr. GORO/SUWARNO, Sdr. NARNO, Sdr.

KUSNATI,  Yang ditandatangani  oleh saksi-saksi  :  Sdr.  MUSTOLIP, Sdr.

RUSWANTO,  Sdr.  BOIMIN,  Sdr.  SARYAM,  Sdr.  SUPIYONO,  Sdr.

MUSWANDI, Sdr. JAMUN, Sdr. DALIYO dan di tandatangani oleh Kepala

Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN serta di tandatangani oleh Ketua BPD

Sukoharjo Sdr. Hi. Im. PURWANTO.

18. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. kosong, tanggal 20-07-2011 Yang isinya :

Telah  terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah

Rp.63.600.000,-  (Enam puluh  tiga  juta  enam ratus  ribu  rupiah).  Untuk

pembayaran  :  Tunjangan  pamong  desa  Sukoharjo  (TPKPD).  Yang

ditandatangani oleh Sdr. KUSEN.

19. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 06, tanggal 13-12-2011 Yang isinya : Telah

terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah

Rp.31.800.000,-  (Tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Untuk

pembayaran  :  Honor  pamong  3  bulan.  Yang  ditandatangani  oleh  Sdr.

KUSEN.

20. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 08, tanggal 08-01-2012 Yang isinya : Telah

terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah

Rp.21.200.000,-  (Dua  puluh  satu  juta  dua  ratus  ribu  rupiah).  Untuk

pembayaran :  Tunjangan pamong desa 6 kaur,  8  bayan,  22 RT.  Yang

ditandatangani oleh yang menerima uang Sdr. KUSEN

21. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 015, tanggal 19 Juni 2012 Yang isinya :

Telah terima  dari : Sdr. HERMAWAN. Uang sejumlah Rp. 46.000.000,-

(Empat puluh enam juta rupiah). Untuk pembayaran : TPKPD  pamong

Desa Sukoharjo  Triwulan I.  II  4  bulan.  Yang ditandatangani  oleh  yang

menerima Sdr. KUSEN. 

22.1 (Satu) Lembar Kwitansi No. kosong, tanggal 25-8-2012 Yang isinya :

Telah  terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK  (KADES).  Uang

sejumlah  Rp.  34.000.000,-  (Tiga  puluh  empat  juta  rupiah).  Untuk

pembayaran : Honor pamong triwulan II.  Yang ditandatangani oleh Sdr.

KUSEN.

23. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 016, tanggal 16 Oktober 2012 Yang isinya :

Telah  terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah

Rp.34.050.000,-  (Tiga  puluh  empat  juta  lima  puluh  ribu  rupiah).  Untuk
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pembayaran : TPKPD pamong desa Sukoharjo. Yang ditandatangani oleh

penerima Sdr. KUSEN. 

24. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 013, tanggal 10-01-2013 Yang isinya : Telah

terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah  Rp.

36.550.000,-  (Tiga  puluh  enam juta  lima ratus  lima puluh ribu  rupiah).

Untuk pembayaran : Honor pamong, kaur 6 orang, bayan 8 dusun dan RT

22. Yang ditandatangani oleh yang menerima dana Sdr. KUSEN. 

25. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 018, tanggal 20-06-2013 Yang isinya :Telah

terima  dari  :  Sdr. HERMAWAN. Uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (Tiga

puluh enam juta rupiah). Untuk pembayaran : Tunjangan kesejahteraan

pamong  desa  Sukoharjo  2013  6  kaur,  8  kadus,  22  RT.  Yang

ditandatangani oleh yang menerima Sdr. KUSEN. 

26. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 02, tanggal 01-08-2013 Yang isinya : Telah

terima   dari  :  Sdr.  Kepala  Desa  HERMAWAN.  Uang  sejumlah

Rp.36.000.000,-  (Tiga  puluh  enam  juta  rupiah).  Untuk  pembayaran  :

Tunjangan pamong desa Sukoharjo triwulan II  4 Kaur, 2 Kasi, 8 Kadus

dan 22 RT. Yang ditandatangani oleh yang menerima Sdr. KUSEN.

27. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. kosong, tanggal 20-12-2013 Yang isinya :

Telah  terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah

Rp.78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah). Untuk pembayaran :

Tunjangan  TPKPD Triwulan  III  dan  IV.  Yang  ditandatangani  oleh  yang

menerima Sdr. KUSEN.

28. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D/0347/16/SK/2010,

tanggal  08  April  2010,  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.S.

MUSTAKIM,S.Sos.M.Si. Triwulan I (Satu)  Tahun Anggaran 2010 beserta

lampiranya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor:  240/

49/16.SPM/ SK/ 2010, Tanggal 08 April 2010 yang di tandatangani oleh

Sdr. ALMATURIDI, SE.

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, senilai Rp. 499.200.000,- (empat ratus sembilan puluh

sembilan ribu dua ratus ribu rupiah) tanggal dan Bulan Kosong 2010.

c) 1  (satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  Langsung  Bantuan

Keuangan  (SPP-LS)  Nomor:  900/49/16.SPP/SK/  2010,  Tanggal  08

April  2010  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.AMALIA MARDHATILLA,

SE.
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d) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor  :  900/49/16.SPP/SK/  2010,  Tanggal  08  April  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.AMALIA MARDHATILLA, SE.

e) 1 (satu) lembar Surat Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat

perintah  Pembayaran  (SPP-LS)  Bantuan  Keuangan  yang  di

tandatangani oleh Sdri.AMALIA MARDHATILLA, SE.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  Surat  perintah

Pembayaran (SPP), tanggal 08 April 2010 yang di tandatangani oleh

Sdr.ALMATURIDI,SE.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  08  April  2010  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.AMALIA

MARDHATILLA, SE dan Sdr. ALMATURIDI.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal 08 April 2010 yang di tandatangani oleh Sdr. ALMATURIDI.

29. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :SP2D/2611/16/SK/2010,

tanggal  16  Juni  2010,  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.S.

MUSTAKIM,S.Sos.M.Si. Triwulan II (Dua)  Tahun Anggaran 2010 beserta

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor:

240/170/16.SPM/  SK/  2010,  Tanggal  15  Juni  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdr. ALMATURIDI, SE.

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2010.

c) 1(satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  (SPP)  Nomor  :

900/170/16.SPP/SK/2010, Tanggal 15 Juni 2010 yang di tandatangani

oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

d) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor  :  900/170/16.SPP/SK/  2010,  Tanggal  15  Juni  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

e) 1 (satu)  lembar Surat  Rincian Dana Surat  perintah Pembayaran

(SPP) yang di tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  Surat  perintah

Pembayaran (SPP), tanggal 15 Juni 2010 yang di tandatangani oleh

Sdr.ALMATURIDI,SE.
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g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal 15 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE

dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS,  tanggal  15  Juni  2010  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  AMALIA

MARDHATILLA, SE dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

30. Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor

:SP2D/06255/16/SK/2010, tanggal 19 Oktober 2010, yang di tandatangani

oleh Sdr.S.  MUSTAKIM,S.Sos.M.Si.  Triwulan III  (Tiga)  Tahun Anggaran

2010 beserta lampiranya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/300/16.SPM/  SK/  2010,  Tanggal  19  Oktober  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdr. ALMATURIDI, SE.

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2010.

c) 1  (satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  (SPP)  Nomor  :

910/300/16.SPP/SK/2010,  Tanggal  19  Oktober  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

d) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor  :  910/300/16.SPP/SK/2010,  19  September  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

e) 1 (satu)  lembar Surat  Rincian Dana Surat  perintah Pembayaran

(SPP), yang di tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  Surat  perintah

Pembayaran (SPP), tanggal 19 September 2010 yang di tandatangani

oleh Sdr.ALMATURIDI,SE.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  19  September  2010 yang di  tandatangani  oleh  Sdri.ZELDA

SARI, SE dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal 19 September 2010 yang di tandatangani oleh Sdri. SRI

MULYANI,S.Pd dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

31. Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor

:SP2D/08831/16/SK/2010,  tanggal  20  Desember  2010,  yang  di

tandatangani  oleh  Sdr.RANA DEYA.ZA,SE.  Triwulan  IV  (Empat)  Tahun

Anggaran 2010 beserta lampirannya sebagai berikut : 

Halaman  52 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

53

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/360/16.SPM/  SK/  2010,  Tanggal  15  Desember  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdr. ALMATURIDI, SE.

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2010.

c) 1(satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  (SPP)  Nomor  :

910/360/16.SPP/SK/2010,  Tanggal  15  Desember  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

d) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor:  910/360/16.SPP/SK/2010,  15  Desember  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

e) 1 (satu)  lembar Surat  Rincian Dana Surat  perintah Pembayaran

(SPP),  Tanggal  15  Desember  2010  yang  di  tandatangani  oleh

Sdri.ZELDA SARI, SE.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  Surat  perintah

Pembayaran (SPP), tanggal 15 Desember 2010 yang di tandatangani

oleh Sdr.ALMATURIDI,SE.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  15  Desember  2010  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.ZELDA

SARI, SE dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal 15 Desember 2010 yang di tandatangani oleh Sdri. SRI

MULYANI,S.Pd dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

32. Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :

02046/SP2D/16/SK/LS/1.20.00/2011,  tanggal  07  Juli  2011,  yang  di

tandatangani  oleh  Sdr.Drs.AGUSTAMI,  M.Si.  Triwulan  I  (Satu)  dan

Triwulan  II  (Dua)  Tahun  Anggaran  2011  beserta  lampiranya  sebagai

berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/303/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 06 Juli 2011 yang di tandatangani

oleh Sdr.Drs.AGUSTAMI,M.Si.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD Triwulan I (satu) dan Triwulan II (dua) tahun

anggaran 2011 yang ditanda tangani Sdr. Drs. AGUS SUTIYONO.

c) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2011.
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d) 1  (satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  (SPP)  Nomor  :

910/303/16.SPP/SK/ 2011, Tanggal 06 Juli 2011 yang di tandatangani

oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

e) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor  :  910/303/16.SPP/SK/  2011,  Tanggal  06  Juli  2011  yang  di

tandatangani oleh Sdri. ZELDA SARI, SE.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-

LS),  Tanggal  06  Juli  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  ZELDA

SARI, SE.

g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 06

Juli 2011 yang di tandatangani oleh Sdr.AGUSTAMI,M.Si.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  06  Juli  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.  Drs.

AGUSTAMI,M.Si dan Sdri. ZELDA SARI, SE.

i) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS,  tanggal  06  Juli  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.  Drs.

AGUSTAMI,M.Si dan Drs. MANGESTI BUDI A, SE, M.Ec.Dv.

33. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :04655 /SP2D/ 16/

SK/LS/1.20.00/2011,  tanggal  02  Desember 2011,  yang di  tandatangani

oleh  Sdr.RANA DEYA.ZA,  SETriwulan  III  (Tiga)  Tahun  Anggaran  2011

beserta lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/582/16.SPM/  SK/  2011,  Tanggal  30  November  2011  yang  di

tandatangani oleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM. 

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2011.

c) 1 (satu) lembar Surat  perintah Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 910/582/16.SPP/SK/2011, Tanggal 30 November  2011 yang

di tandatangani oleh Sdri.ENDAH RENANINGTIASIH, S.IP.

d) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Surat  permintaan  Pembayaran

Langsung (SPP-LS) Nomor :  910/582/16.SPP/SK/ 2011, Tanggal  30

November  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.ENDAH

RENANINGTIASIH, S.IP.

e) 1 (satu) lembar Surat Rincian Dana Surat permintaan Pembayaran

Langsung  (SPP-LS),  Tanggal  30  November  2011   yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.
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f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 30

November 2011 yang di tandatangani oleh Sdr.SABKI ALI, SH,MM.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  30  November  2011 yang di  tandatangani  oleh  Sdri.ENDAH

RENANINGTIASIH, S.IP dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal  30 November 2011 yang di  tandatangani  oleh Sdri.SRI

MULYANI, S.Pd dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.

34. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/

SK/LS/1.20.00/2011,  tanggal  27  Desember 2011,  yang di  tandatangani

oleh Sdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011

beserta Lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/733/16.SPM/  SK/  2011,  Tanggal  27  Desember  2011  yang  di

tandatangani oleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM. 

b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Lampung

Timur  Kepada  PPKAD  Kabupaten  Lampung  Timur  tanggal  13

Desember 2011 yang ditanda tangani Sdr. Drs. AGUS SUTIYONO .

c) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2011.

d) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 910/733/16.SPP/SK/2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang

di tandatangani oleh Sdri.ENDAH RENANINGTIASIH, S.IP.

e) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 90/733/16.SPP/SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang di

tandatangani oleh Sdri.ENDAH RENANINGTIASIH, S.IP.

f) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS),

Tanggal 27 Desember 2011  yang di tandatangani oleh Sdri.ENDAH

RENANINGTIASIH, S.IP.

g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 27

Desember 2011 yang di tandatangani oleh Sdr.SABKI ALI, SH,MM.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  27  Desember  2011 yang di  tandatangani  oleh  Sdri.ENDAH

RENANINGTIASIH, S.IP dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.

i) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal  27 Desember 2011 yang di  tandatangani  oleh Sdri.SRI

MULYANI, S.Pd dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.
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35. Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :

01666/SP2D/SK/BTLS/1.20.00/  2012,  tanggal  11  Juni  2012  yang  di

tandatangani  oleh  Sdri.  Dra.  SRI  ISKUNTINI,  Triwulan  I  (Satu)  Tahun

Anggaran 2012 berikut lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Permohonan  pencairan  Dana  Bantuan

TPKPD Kec. Sekampung nomor : 140 / 101 / 05 / 2012, Tanggal 10

Mei 2012 yang di tandatangani oleh Sdr.JAROT SUSENO, SH.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 15 Mei 2012, yang di tandatangani

oleh Drs. AGUS SUTIYONO.

c) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 25 Mei 2012, yang di

tandatangani oleh S MUSTAKIM, S.Sos.,M.Si.

d) 1  (satu)  lembar Surat  Persyaratan  Pengajuan  SP2D  yang  di

tandatangani oleh Sdri. RATNA DEYA, ZA,SE.

e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  yang  di

tandatangani oleh S MUSTAKIM, S.Sos.,M.Si.

g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 08 Juni 2012.-

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor  :  900/34/PPKD/  SPP/  2012,  Tanggal  08  Juni  2012  yang  di

tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

i) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Nomor  :  900/34/PPKD/  SPP/

2012, Tanggal 08 Juni 2012 yang di tandatangani oleh Sdri. ENDAH

RENANINGTIASIH,SIP.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  ENDAH  RENANINGTIASIH,SIP

tanggal 08 Juni 2012

k) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani  oleh  Sdri.  ENDAH  RENANINGTIASIH,SIP  tanggal  08

Juni 2012.

l) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/127 / 05 / 2012, Tanggal 11 Juni 2012 yang di

tandatangani oleh Sdr. JAROT SUSENO, SH.
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36. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :  03100/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/2012,  tanggal  13  Agustus  2012 yang di  tandatangani

oleh  Sdr.JUNAIDI,  SETriwulan  II  (Dua)  Tahun  Anggaran  2012  beserta

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan DanaBantuan TPKPD dari

Kecamatan  Sekampung  nomor  :  140/  157/05/2012,  tanggal  04  Juli

2012 yang ditanda tangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 09 Juli  2012, yang di tandatangani

oleh Drs. AGUS SUTIYONO.

c) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 18 Juli 2012, yang di

tandatangani oleh JUNAIDI, SE.

d) 1 (satu)  lembar Surat  Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal  10

Agustus  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.NI  WAYAN  WITA

WIDIASTUTI,SE.

e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD tanggal 09 Agustus 2012.

f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 79 /

PPKD / SPM / 2012, tanggal 09 Agustus 2012  yang di tandatangani

oleh JUNAIDI, SE.

g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 09 Agustus 2012.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 900/79/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 09 Agustus 2012 yang di

tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

i) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 900/79/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 09 Agustus 2012 yang di

tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  ENDAH  RENANINGTIASIH,SIP

tanggal 09 Agustus 2012.

k) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani oleh Sdr.JUNAIDI, SE. Tanggal 09 Agustus 2012

l) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/199 / 05 / 2012, Tanggal 14 Agustus 2012 yang

di tandatangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos.
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37. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :  04328/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/ 2012, tanggal 08 Oktober 2012 yang di tandatangani

oleh  Sdr.JUNAIDI,  SETriwulan  III  (Tiga) Tahun  Anggaran  2012berikut

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Permohonan  pencairan  dana  bantuan

TPKPD Kec. Sekampung nomor : 140 /  217 / 05 / 2012, Tanggal  07

September 2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.HERMAN SYAHRI,

S.Sos.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada  Pihak  DP2KAD,  Tanggal  11  September  2012,  yang  di

tandatangani oleh Drs.TARMIZI.

c) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 18 Juli 2012, yang di

tandatangani oleh JUNAIDI, SE.

d) 1 (satu)  lembar Surat  Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal  08

September  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.NI  WAYAN  WITA

WIDIASTUTI,SE.

e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD tanggal 04 Oktober 2012.

f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 120 /

PPKD / SPM / 2012, tanggal 04 Oktober 2012  yang di tandatangani

oleh JUNAIDI, SE.

g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 04 Oktober 2012.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor: 900/120/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 04 Oktober 2012 yang di

tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

i) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Nomor  :  900/120/PPKD/  SPP/

2012,  Tanggal  04  Oktober  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.

ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  ENDAH  RENANINGTIASIH,SIP.

Tanggal  04 Oktober  Surat  permintaan Pembayaran Langsung (SPP

LS) 2012

k) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani oleh Sdr.JUNAIDI, SE. Tanggal 04 Oktober 2012.
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l) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/186 / 05 / 2012, Tanggal 10 Oktober 2012 yang

di tandatangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos.

38. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :  07140/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/ 2012, tanggal 17 Desember 2012 yang di tandatangani

oleh Sdr.JUNAIDI, SETriwulan IV (Empat)  Tahun Anggaran 2012 beserta

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Permohonan  pencairan  dana  Bantuan

TPKPD Kec. Sekampung nomor : 140 / 315 / 05 / 2012, Tanggal 28

Nopember  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.HERMAN  SYAHRI,

S.Sos.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada  Pihak  DP2KAD,  Tanggal  29  Nopember  2012,  yang  di

tandatangani oleh Drs.TARMIZI.

c) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur  kepada  Bupati  Lampung  Timur,  Tanggal  06  Desember  2012,

yang di tandatangani oleh JUNAIDI, SE.

d) 1 (satu)  lembar Surat  Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal  17

Desember  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.NI  WAYAN  WITA

WIDIASTUTI,SE.

e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD tanggal 14 Desember 2012

f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 217 /

PPKD / SPM / 2012, tanggal 14 Desember 2012  yang di tandatangani

oleh JUNAIDI, SE.

g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 14 Desember 2012.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 900/217/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 14 Desember 2012 yang

di tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

i) 1 (satu) lembar Surat pengantar Nomor : 900/217/PPKD/SPP/2012,

Tanggal 14 Desember 2012 yang di tandatangani oleh Sdri. ENDAH

RENANINGTIASIH,SIP.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 900/217/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 14 Desember 2012 yang

di tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.
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k) 1  (satu)  lembar Surat  pernyataan  pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani oleh Sdr.JUNAIDI, SE. Tanggal 14 Desember 2012

l) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/346 / 05 / 2012, Tanggal 19 Desember 2012

yang di tandatangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos.

39. Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :

01076/SP2D/16/SK/BTLS/1.20.00/2013,  tanggal  24  Mei  2012Triwulan  I

(Satu) Tahun Anggaran 2013 beserta lampiranya sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 30 April 2013, yang di tandatangani

oleh Drs.TARMIZI.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala DP2KAD Kab. Lampung Timur

kepada  Bupati  Lampung  Timur,  Tanggal  14  Mei  2013,  yang  di

tandatangani oleh JUNAIDI, SE.

c) 1  (satu)  lembar Surat  Persyaratan  Pengajuan  SP2D  yang  di

tandatangani  oleh  Sdri.  Sdri.NI  WAYAN  WITA  WIDIASTUTI,SE.

Tanggal 24 Mei 2013

d) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD tanggal 22 Mei 2013

e) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  No.  024  /

117/PPKD/ SPM/ 2013, Tanggal 22 Mei 2013.

f) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 22 Mei 2013.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPM – Langsung, Tanggal 22 Mei

2013.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung Nomor :

900/117/PPKD/ SPP/ 2013, Tanggal 22 Mei 2013.

i) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Nomor  :  900/117/PPKD/  SPP/

2013, Tanggal 22 Mei 2013.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung Nomor :

900/117/PPKD/ SPP/ 2013, Tanggal 22 Mei 2013.

k) 1  (satu)  lembar Surat  register  SPP-  Langsung,  tanggal  22  Mei

2013.

l) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Tanggal 22

Mei 2013.

Halaman  60 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

61

m) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/125 / 05 / 2013, Tanggal 24 Mei 2013 yang di

tandatangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos.

40. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :  02399/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/ 2012, tanggal 19 Juli 2013 yang di tandatangani oleh

Sdr.JUNAIDI,  SETriwulan  II  (Dua) Tahun  Anggaran  2013berikut

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 01 Juli  2013, yang di tandatangani

oleh Drs.TARMIZI.

b) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 04 Juli 2013, yang di

tandatangani oleh JUNAIDI, SE. 

c) 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal 19 Juli

2013  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.NI  WAYAN  WITA

WIDIASTUTI,SE.

d) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD, Tanggal 16 Juli 2013.

e) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 384 /

PPKD / SPM / 2013, tanggal 16 Juli 2013 yang di tandatangani oleh

Sdr.S MUSTAKIM,S.Sos,M.Si.

f) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 16 Juli 2013.

g) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung Nomor :

900/384/PPKD/ SPP/ 2013, Tanggal 16 Juli 2013 yang di tandatangani

oleh Sdr. SISWANTO,S.IP,MM.

h) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Nomor  :  900/384/PPKD/  SPP/

2013,  Tanggal  16  Juli  2013  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.

SISWANTO,S.IP.,MM.

i) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang di

tandatangani oleh Sdr. SISWANTO,S.IP.,MM. Tanggal 16 Juli 2013

j) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani oleh Sdr. S MUSTAKIM,S.Sos,.M.Si. tanggal 16 Juli 2013

k) 1  (satu)  lembar Surat  Register  SPP-Langsung,  Tanggal  16  Juli

2013.

l) 1  (satu)  lembar Surat  Register  SPM-Langsung,  Tanggal  16  Juli

2013.
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41. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :  05582/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/ 2013, tanggal 03 Desember 2013 yang di tandatangani

oleh Sdr.JUNAIDI, SETriwulan III (Tiga) dan IV (Empat)  Tahun Anggaran

2013 berikut lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Permohonan  pencairan  dana  bantuan

TPKPD Kec. Sekampung nomor : 140 / 280 / 05 / 2013, Tanggal 04

September  2013  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.HERMAN SYAHRI,

S.Sos.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada  Pihak  DP2KAD,  Tanggal  03  September  2013,  yang  di

tandatangani oleh Drs.TARMIZI.

c) 1 (satu) lembar Nota Dinas kepala DP2KAD Kab. Lampung Timur

kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 06 Nopember 2013, yang di

tandatangani oleh Sdr. JUNAIDI, SE. 

d) 1 (satu) lembar Surat Daftar Penguji SP2D, Tanggal 03 Desember

2013.

e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD.

f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 922 /

PPKD / SPM / 2013, tanggal 21 Nopember 2013  yang di tandatangani

oleh S MUSTAKIM,S.Sos,.M.Si.

g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 21 Nopember 2013.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung Nomor :

900/922/PPKD/  SPP/  2013,  Tanggal  21  Nopember  2013  yang  di

tandatangani oleh Sdr. SISWANTO,S.IP.,MM.

i) 1  (satu)  lembar  Surat  Pengantar  Nomor  :  900/922/PPKD/  SPP/

2013,  Tanggal  21  Nopember  2013  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.

SISWANTO,S.IP.,MM.

j) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang di

tandatangani  oleh Sdr.  SISWANTO,S.IP.,MM. Tanggal  21  November

2013

k) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani  oleh  Sdr.  S  MUSTAKIM,S.Sos,.M.Si.  Tanggal  21

November 2013

l) 1  (satu)  lembar Surat  Register  SPP-Langsung,  Tanggal  21

Nopember 2013.
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m) 1  (satu)  lembar Surat  Register  SPM-Langsung,  Tanggal  21

Nopember 2013.

42. 1  (satu)  lembar  Berita  Acara  Musyawarah  Penataan  RT  Desa

Sukoharjo Kec. Sekampung Kab.Lampung Timur pada hari Kamis tanggal

Dua  puluh  tujuh  Bulan  Juni  tahun  2013  tentang  menata/mengganti/

memperbaharui  sebagian pejabat  RT yang dikarenakan pindah tempat/

meninggal  dunia,  lanjut  usia  dsb  sebagaimana  terlampir  dalam  daftar

nama-nama RT yang ditanda tangani oleh Sdr. HERMAWAN.SP selaku

Kepala Desa Sukoharjo dan Sdr. A. SANURI selaku BPD Desa Sukoharjo

beserta lampiranya sebagai berikut :

a) 1 (satu) lembar lampiran Daftar Nama-nama RT Sukoharjo Yang

ditandangani Sdr.HERMAWAN,SP selaku Kepala Desa Sukoharjo dan

Sdr.A. SANURI selaku BPD Sukoharjo.

b) 1 (satu) bendel Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo

dengan rincian sebagai berikut : 

1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara SAIFUL

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P. 

2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara SALAM

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

3) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/  2013 tanggal  01 -7- 2013 yang menetapkan saudara EET

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

4) 1 (satu) lembar  Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara GINO

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

5) 1 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01-7-2013 yang menetapkan saudara ROMLI
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dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

6) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01-7-2013 yang menetapkan saudara SARUDIN

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

7) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara YATIN

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

8) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan  saudara

RISDIYANTO  dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.

9) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan  saudara

SIYAMTO  dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.

10)1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara MUJIO

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

11)1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara GUN

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

12)1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara DOMO

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

43. Dokumen di Tahun Anggaran 2010.

1. Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : 
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a) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung Timur melalui Camat Sekampung nomor :140/ 351/ IV/ 2010

tanggal  06-04-2010  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana  Bantuan

TPKPD  dan  RT  TA.  2010,  pada  Triwulan  I  Tahun  Anggaran  2010

sebesar Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh

ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian nama-nama 38 (tiga puluh delapan)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT Desa Sukoharjo pada Triwulan I Tahun anggaran 2010 yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN, SP.

c) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur  melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor : 140/ 87/ 05/ 2010 tanggal 06 April 2010, perihal Permohonan

Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada Triwulan I

Tahun  Anggaran  2010  sebesar  Rp  499.800.000,-  (empat  ratus

sembilan  puluh  sembilan  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah)  yang

ditandatangani Drs. AGUS SUTIYONO.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan I Tahun Anggaran 2010 tanggal 06 April 2010 yang ditanda

tangani Drs. AGUS SUTIYONO.

2. Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

77/  05/  2010 tanggal  07 Juni  2010,  perihal  Permohonan Pencairan

Dana  Bantuan  TPKPD  dan  RT  TA.  2010,  pada  Triwulan  II  Tahun

Anggaran  2010  sebesar  Rp  499.800.000,-  (empat  ratus  sembilan

puluh sembilan  juta  delapan ratus  ribu  rupiah)  yang  ditandatangani

Drs. AGUS SUTIYONO.

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan II Tahun Anggaran 2010 tanggal 07 Juni 2010 yang ditanda

tangani Drs. AGUS SUTIYONO.
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3.  Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar dari Surat Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  68/  2008/

2010  tanggal  20-08-2010  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada Triwulan III Tahun Anggaran

2010 sebesar Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian nama-nama 38 (tiga puluh delapan)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan III Tahun anggaran 2010 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur  melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor  :  140/  267/  05/  2010  tanggal  28  September  2010  perihal

Permohonan Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada

Triwulan III  Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 499.800.000,- (empat

ratus sembilan puluh sembilan juta  delapan ratus ribu rupiah)  yang

ditandatangani Drs. AGUS SUTIYONO.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan III Tahun Anggaran 2010 tanggal 28 September 2010 yang

ditanda tangani Drs. AGUS SUTIYONO.

4. Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur  melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor  :  140/  344  /  05/  2010  tanggal  10  Desember  2010  perihal

Permohonan Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada

Triwulan IV Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 499.800.000,- (empat

ratus sembilan puluh sembilan juta  delapan ratus ribu rupiah)  yang

ditandatangani JAROT SUSENO, SH. 

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada
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Triwulan IV Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 Desember 2010 yang

ditandatangani JAROT SUSENO, SH.

44. Dokumen di Tahun Anggaran 2011.

1. Triwulan  I  (satu)  dan  Triwulan  II  (dua)  Tahun  Anggaran  2011

sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  14/  2008/

2011  tanggal  10-06-2011,perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2011, pada Triwulan I Tahun Anggaran

2011 sebesar Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP.

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian nama-nama 38 (tiga puluh delapan)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan I  Tahun anggaran 2011 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung Timur melalui  Camat Sekampung nomor :140/  15 /  2008/

2011  tanggal  15-06-2011  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2011, pada Triwulan II Tahun Anggaran

2011 sebesar Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian nama-nama 38 (tiga puluh delapan)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan II  Tahun anggaran 2011 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

e) 1  (satu)  lembat  Surat  dari  Camat  Sekampung  Kepada  Bupati

Lampung Timur Cq Kepala BPMPD Lampung Timur nomor : 140/ 167/

05/  2011 tanggal  22 Juni  2011,perihal  permohonan Pencairan dana

TPKPD dan RT TA. 2011 Pada Triwulan I (satu) dan Triwulan II (dua)

tahun  anggaran  2011  sebesar  RP  989.100.000,00  (sembilan  ratus

delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani

Sdr. JAROT SUSENO, SH.

f) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan I  (satu)  Tahun Anggaran 2011 tanggal  22  Juni  2011 yang

ditanda tangani Sdr JAROT SUSENO, SH.
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g) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan II  (dua)  Tahun Anggaran 2011 tanggal  22  Juni  2011 yang

ditanda tangani Sdr. JAROT SUSENO, SH.

2. Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor  :  140/  220  /  05/  2010  tanggal  19  Oktober  2011  perihal

Permohonan Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2011, pada

Triwulan III  Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 491.250.000,- (empat

ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang

ditandatangani JAROT SUSENO, SH. 

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan III (Bulan Juli s/d September) Tahun Anggaran 2011 tanggal

19 Oktober 2011 yang ditandatangani JAROT SUSENO, SH.

3. Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor  :  140/  278  /  05/  2010  tanggal  12  Desember  2011  perihal

Permohonan Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada

Triwulan IV Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 491.250.000,- (empat

ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang

ditandatangani JAROT SUSENO, SH.

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan  IV  (Bulan  Oktober  s/d  Desember)  Tahun  Anggaran  2011

tanggal  12  Desember  2011  yang  ditandatangani  JAROT SUSENO,

SH.

45. Dokumen di Tahun Anggaran 2012. 

1. Triwulan IV Bulan Desember TA. 2011 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor : 140/ 42/ 05/ 2012 tanggal 05 Maret 2012 perihal Permohonan

Pencairan  Dana  Bantuan  TPKPD  dan  RT  Bulan  Desember  TA.

2011,pada Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2011 sebesar
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Rp 163.750.000,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah) yang ditandatangani Drs. JAROT SUSENO, SH.

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan IV Bulan Desember Tahun Anggaran 2011 tanggal 05 Maret

2012 yang ditanda tangani JAROT SUSENO, SH.

2. Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  20/  2008/

2012  tanggal  08-05-2012  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2012, pada Triwulan I Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat juta lima puluh ribu

rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan I  Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

101/  05/  2012 tanggal  10 Mei  2012 perihal  Permohonan Pencairan

Dana Bantuan TPKPD dan RT triwulan IV Bulan Desember TA. 2011

dan  Triwulan  I  TA.  2012,pada  Triwulan  IV  bulan  Desember  Tahun

Anggaran 2011 sebesar Rp 163.750.000,-  (seratus enam puluh tiga

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Triwulan I TA. 2012 sebesar

Rp 484.650.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus

lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 648.400.000,- (

enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang

ditandatangani Drs. JAROT SUSENO, SH.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan IV Bulan Desember Tahun Anggaran 2011 tanggal  10 Mei

2012 yang ditanda tangani JAROT SUSENO, SH.

e) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan I  Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Mei 2012 yang ditanda

tangani JAROT SUSENO, SH.

3.  Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : 
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a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  31/  2008/

2012  tanggal  27-06-2012  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2012, pada Triwulan II Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat juta lima puluh ribu

rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan II  Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

157 /  05/ 2012 tanggal 04 Juli  2012 perihal Permohonan Pencairan

Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan II  Bulan  April  s/d  Juni  TA.

2012,  pada  Triwulan  II  Tahun  Anggaran  2012  sebesar  Rp

484.650.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima

puluh ribu rupiah) yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos 

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan II (Bulan April s/d Juni) Tahun Anggaran 2012 tanggal 04 Juli

2012 yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.

4. Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  51/  2008/

2012  tanggal  10-  09-  2012,perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2012, pada Triwulan III Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat juta lima puluh ribu

rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan III Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  Kepada  Bupati

Lampung Timur Cq Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur nomor : 140/

217/  05/  2012  tanggal  7  September  2012  perihal  permohonan

Pencairan  dana  TPKPD  dan  RT   Triwulan  III  (tiga)  bulan  Juli  s/d

September tahun anggaran 2012 sebesar RP 484.650.000,00 (empat
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ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh  ribu rupiah)

yang ditanda tangani Sdr. HERMAN SYAHRI, S.Sos.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan  III  (tiga)  bulan  Juli  sampai  dengan  September  Tahun

Anggaran 2012 tanggal 7 September 2012 yang ditanda tangani Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos .

5. Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  59/  2008/

2012  tanggal  02-11-2012  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2012, pada Triwulan IV Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat juta lima puluh ribu

rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan IV Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  Kepada  Bupati

Lampung Timur Cq Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur nomor : 140/

315/  05/  2012  tanggal  28  November  2012  perihal  permohonan

Pencairan dana TPKPD dan RT  Triwulan IV (empat) bulan Oktober s/d

Desember tahun anggaran 2012 sebesar RP 484.650.000,00 (empat

ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh  ribu rupiah)

yang ditanda tangani Sdr. HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT, pada

Triwulan IV (empat) bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun

Anggaran 2012 tanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos.

46. Dokumen di Tahun Anggaran 2013. 

1. Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  09/  2008/

2013  tanggal  16-04-2013  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2013, pada Triwulan I Tahun Anggaran
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2013 sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan I  Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur  melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur  nomor :

140/  112  /  05/  2012  tanggal  22  April  2013  perihal  Permohonan

Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan I Bulan Januari s/d

Maret TA. 2013, pada Triwulan I  Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp

553.500.000,-  (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret) Tahun Anggaran 2013 tanggal 22

April 2013 yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.

2. Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  20/  2008/

2013  tanggal  13-06-2013  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2013, pada Triwulan II Tahun Anggaran

2013 sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan II  Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

179 / 05/ 2012 tanggal 26 Juni 2013 perihal Permohonan Pencairan

Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan II  Bulan  April  s/d  Juni  TA.

2013,  pada  Triwulan  II  Tahun  Anggaran  2013  sebesar  Rp

553.500.000,-  (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada
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Triwulan II (Bulan April s/d Juni) Tahun Anggaran 2013 tanggal   Juni

2013 yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

3. Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  nomor  :140/  27/

2008/ 2013 tanggal 16-08-2013 kepada Bupati Lampung Timur melalui

Camat  Sekampung  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana  Bantuan

TPKPD dan RT TA.  2013,  pada Triwulan III  Tahun  Anggaran 2013

sebesar  Rp  39.000.000,-  (tiga  puluh  sembilan  juta  rupiah)  yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan III Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

246  /  05/  2013  tanggal  25  Agustus  2013,  perihal  Permohonan

Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan III  Bulan Juli  s/d

September TA. 2013, pada Triwulan III Tahun Anggaran 2013 sebesar

Rp 553.500.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.  

d) 1 (satu) lembar Daftar rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan III (Bulan Juli s/d Agustus) Tahun Anggaran 2013 tanggal 23

Agustus 2013 yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

4. Pada Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  29/  2008/

2013  tanggal  26-08-2013  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2013, pada Triwulan IV Tahun Anggaran

2013 sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan IV Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur  melalui  Kepala  BPMPD  Kabupaten  Lampung  Timur  nomor  :
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140/277/05/2013  tanggal  23  Agustus  2013  perihal  Permohonan

Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan IV Bulan September

s/d  Desember  TA.  2013,  pada  Triwulan  IV  Tahun  Anggaran  2013

sebesar Rp 553.500.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus

ribu rupiah) yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan IV (Bulan September s/d Desember) Tahun Anggaran 2013

tanggal  23  Agustus  2013  yang  ditandatangani  HERMAN  SYAHRI,

S.Sos

Dikembalikan kepada Sekretariat Desa Sukoharjo, Kec.Sekampung,

Kab.Lampung Timur.-

4. Menetapkan agarterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-

(sepuluh ribu rupiah);--------------------------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  atas  tuntutan  tersebut  Terdakwa  mengajukan

pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-------------------------

- Terdakwa memohon untuk dijatuhi pidana yang seadil-adilnya;

- Terdakwa memohon agar Penuntut Umum tidak diskriminatif.

Menimbang,  bahwa  setelah  mendengar  tanggapan  Penuntut  Umum

terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutan;- -----

Menimbang,  bahwa  setelah  mendengar  tanggapan  Terdakwa  pada

pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan;- ---------------

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  telah

menjatuhkan  putusan  tanggal  24Februari  2016  Nomor:  54/Pid.Sus-

TPK/2015/PN.Tjk., adapun amar putusan tersebut adalah sebagai berikut: --------

1. Menyatakan  terdakwa  KUSEN BIN MAT MUSTAM tidak  terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah ”melakukan tindak Pidana Korupsi”

sebagaimana didakwaan  dalam dakwaan Kesatu Primair;-

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;-
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3. Menyatakan terdakwa  KUSEN BIN MAT MUSTAM terbukti secara

sah dan meyakinkan  bersalah ”melakukan tindak Pidana Korupsi  yang

dilakukan secara bersama sama dan berlanjut”;-

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KUSEN BIN MAT MUSTAM

dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar

Rp.50.000.000,-,  (Lima  puluh  juta rupiah)dengan  ketentuan  jika  denda

tersebut tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;-

5. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;-

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk mengganti

kerugian negara sebesar Rp72.650.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus

lima puluh ribu rupiah)yang apabila setelah 1 bulan setelah putusan ini

berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar maka harta bendanya

disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi kerugian tersebut

dan  apabila  terdakwa  tidak  mempunyai  harta  benda yang  mencukupi

maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-

8. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2010  Triwulan  I  (Satu)  Desa  Sukoharjo,  tanggal  30  April  2010,  Yang

ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN. S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung Sdr.

Drs. AGUS SUTIYONO, berikut data pendukung berupa :

a). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 21 April 2010 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala Desa dan Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh:

Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara Sdr. SODIK Mengetahui dan

Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. SP.
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b). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  I

(Pertama) Tahun 2010 Desa Sukoharjo, tanggal 21 April 2010 yang di

tandatangani oleh Bendahara Desa Sdr. SODIK, Mengetahui Kepala

Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung Sdr. Drs. AGUS SUTIYONO.

c). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 21 April 2010 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

d). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Pertama) Tahun 2010

Desa  Sukoharjo,  tanggal  21  April  2010  yang  di  tandatangani

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala  Desa  Sukoharjo

Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  Drs.

AGUS SUTIYONO.

2). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2010  Triwulan  II  (Dua)  Desa  Sukoharjo,  tanggal  24  Juni  2010,  Yang

ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN. S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung Sdr.

Drs. AGUS SUTIYONO, berikut data pendukung berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 24 Juni 2010 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala Desa dan Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh:

Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara Sdr. SODIK Mengetahui dan

Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. SP.

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 01, Tanggal 24-6-2010, yang bertuliskan

Telah terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,-

(Dua  puluh  dua  juta  enam  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  Untuk
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Pembayaran : TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani

oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN.

c). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  II

(Kedua) Tahun 2010 Desa Sukoharjo, tanggal Kosong Juni 2010 yang

di  tandatangani  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala

Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung Sdr. Drs. AGUS SUTIYONO.

d). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 24 Juni 2010 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 02, Tanggal 24-6-2010, yang bertuliskan

Telah terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,-

(Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD RT

22 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN.

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II  (Kedua) Tahun 2010

Desa  Sukoharjo,  tanggal  Kosong  Juni  2010  yang  di  tandatangani

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala  Desa  Sukoharjo

Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  Drs.

AGUS SUTIYONO.

3). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2010  Triwulan  III  (Tiga)  Desa  Sukoharjo,  tanggal  20-10-2010,  Yang

ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN. S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH, berikut data pendukung berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 20-10-2010 yang bertuliskan Terima dari  :  Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta
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enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala Desa dan Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh:

Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara Sdr. SODIK Mengetahui dan

Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. SP. 

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, Tanggal 20-10-2010, yang bertuliskan Telah

terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran :

TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang

Menerima Sdr. KUSEN.

c). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga)

Tahun 2010 Desa Sukoharjo, tanggal 20-10-2010 yang di tandatangani

oleh  :  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH.

d). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 20-10-2010 yang bertuliskan Terima dari  :  Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, Tanggal 20-10-2010, yang bertuliskan Telah

terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,- (Tiga

belas juta  dua ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD Ketua

RT 22 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN.

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  III  (Tiga)  Tahun  2010

Desa Sukoharjo, tanggal 20-10-2010 yang di tandatangani Bendahara

Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  JAROT

SUSENO, SH. 

4). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2010 Triwulan IV (Keempat) Desa Sukoharjo, tanggal 22-12-2010, Yang
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ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN. S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH, berikut data pendukung berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 22-12-2010 yang bertuliskan Terima dari  :  Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala Desa dan Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh:

Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara Sdr. SODIK Mengetahui dan

Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. SP. 

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, Tanggal 22-12-2010, yang bertuliskan Telah

terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran :

TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang

Menerima Sdr. KUSEN.

c). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  IV

(Keempat) Tahun 2010 Desa Sukoharjo, tanggal 22-12-2010 yang di

tandatangani oleh Bendahara Desa Sdr. SODIK, Mengetahui Kepala

Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH. 

d). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 20-10-2010 yang bertuliskan Terima dari  :  Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, Tanggal 22-12-2010, yang bertuliskan Telah

terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,- (Tiga

belas juta  dua ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD Ketua

RT 22 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN.
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f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV (Kempat) Tahun 2010

Desa  Sukoharjo  KeCamat  Sekampung  Kabupaten  Lampung  Timur,

tanggal  22-12-2010  yang  di  tandatangani  Bendahara  Desa  Sdr.

SODIK, Mengetahui Kepala Desa Sukoharjo Sdr.  HERMAWAN. S.P,

Mengetahui Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH. 

5). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2011 Triwulan I  (Satu)  Desa Sukoharjo  Bulan Januari,  Februari,  Maret

Tahun  2011,  tanggal  21  Juli  2011,  Yang  ditandatangani  oleh  :

Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH, berikut data

pendukung berupa :

a). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/   /2010,

Tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  16  orang,  Yang  ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK

Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. SP.

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara Desa Uang Sejumlah Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk pembayaran

TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh :  yang

menerima Sdr. KUSEN.

c). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Satu)

Desa  Desa  Sukoharjo  Bulan  Januari,  Februari,  Maret  Tahun  2011,

tanggal 21 Juli  2011 yang di tandatangani oleh Penanggung Jawab

Adminstrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat

Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH. 
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d). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/   /2010,

Tanggal  21 Juli  2011 yang bertuliskan Telah terima dari  Bendahara

Desa Sukoharjo, Uang Sebesar Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua

ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran TPKPD untuk Ketua-Ketua RT

22 orang, Yang ditandatangani  oleh :  Yang Menerima Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara Desa Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,- (Tiga

belas juta dua ratus ribu rupiah), Untuk pembayaran : TPKPD RT 22

16 orang, Yang ditandatangani oleh : yang menerima Sdr. KUSEN. 

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Satu) Desa Sukoharjo

Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2011, tanggal 21 Juli 2011 yang

di tandatangani Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.  JAROT

SUSENO, SH.

6). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2011 Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2011,

tanggal  21  Juli  2011,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Penanggung  Jawab

Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH, berikut data pendukung berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/   /2010,

Tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  16  orang,  Yang  ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK

Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. SP. 

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara Desa Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk pembayaran :
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TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh :  yang

menerima Sdr. KUSEN. 

c). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (Dua)

Desa Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2011, tanggal 21

Juli 2011 yang di tandatangani oleh : Penanggung Jawab Adminstrasi

Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH.

d). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/   /2010,

Tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara Desa Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,- (Tiga

belas juta dua ratus ribu rupiah),  Untuk pembayaran TPKPD RT 22

orang, Yang ditandatangani oleh : yang menerima Sdr. KUSEN. 

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo

Bulan  April,  Mei,  Juni  Tahun  2011,  tanggal  21  Juli  2011  yang  di

tandatangani  Bendahara Desa Sdr.  SODIK, Kepala Desa Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.  JAROT

SUSENO, SH.

7). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2011 Triwulan III (Tiga) Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September

Tahun  2011,  tanggal  13  Desember  2011,  Yang  ditandatangani  oleh  :

Penanggung Jawab Administrasi  Bendahara  Desa Sdr.  SODIK,  Kepala

Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO,

SH, berikut data pendukung berupa : 
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a). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/   /2010,

Tanggal 13 Desember 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara

Desa Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 22.650.000,- (Dua puluh dua juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  16  orang,  Yang  ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK

Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. SP. 

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 13-12-2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara ADD, Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk pembayaran :

TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh :  yang

menerima Sdr. KUSEN.

c). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga)

Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2011, tanggal

13  Desember  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab

Adminstrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat

Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH.

d). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/   /2010,

Tanggal 13 Desember 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara

Desa Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua

ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk Ketua-Ketua RT

22 orang, Yang ditandatangani  oleh :  Yang Menerima Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P. 

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 13 Desember 2011 yang bertuliskan

Telah Terima dari : Bendahara ADD, Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,-

(Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), Untuk pembayaran : TPKPD RT

22 orang, Yang ditandatangani oleh : yang menerima Sdr. KUSEN. 

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga) Desa Sukoharjo

Bulan  Juli,  Agustus,  September  Tahun  2011,  tanggal  13  Desember
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2011 yang di tandatangani Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH.

8). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2011 Triwulan IV (Empat) Desa Sukoharjo Bulan Desember Tahun 2011,

tanggal  19  Juni  2012,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Penanggung  Jawab

Administrasi  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH, berikut data

pendukung berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Triwulan IV (Empat) Desa Sukoharjo Bulan

Desember Tahun 2011,  tanggal  19 Juni  2012 yang di  tandatangani

oleh Penanggung Jawab Adminstrasi  Bendahara Desa Sdr.  SODIK,

Kepala  Desa  Selaku  Penanggung Jawab Kegiatan  Desa  Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.  JAROT

SUSENO, SH.

b). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran, Tanggal 19 Juni 2012 yang

bertuliskan Terima Dari  Bendahara Pengeluaran :  Bendahara Desa,

Uang Sebesar : Rp. 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah),

Yaitu Untuk Pembayaran : TPKPD RT 22 orang, Yang ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Pengeluaran  Sdr.

SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Pengguna  Anggaran  Sdr.

HERMAWAN. S.P.

c). 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan IV Desa

Sukoharjo Bulan Desember Tahun 2011, tanggal 19 Juni 2012 yang di

tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH. 

9).1  (Satu)  Lembar  Surat  Pertanggung  Jawaban  (SPJ)  Dana  TPKPD dan

Ketua RT Triwulan I  (Satu)  Tahun 2012 Desa Sukoharjo  Bulan Januari,

Februari,  Maret Tahun 2012, tanggal  19 Juni  2012, Yang ditandatangani

oleh  :  Penanggung  Jawab  Administrasi  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,
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Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO,

SH, berikut data pendukung berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Triwulan  I  (Satu)  Tahun  2012  Desa

Sukoharjo Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2012, tanggal 19 Juni

2012  yang  di  tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung

Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui

Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH.

d). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran, Tanggal 19 Juni 2012 yang

bertuliskan  Terima  dari  Bendahara  Pengeluaran  Bendahara  Desa,

Uang Sebesar Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah),

Yaitu Untuk Pembayaran TPKPD RT 22 orang, Yang ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Pengeluaran  Sdr.

SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Pengguna  Anggaran  Sdr.

HERMAWAN. S.P.

f). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan I

(Satu)  Tahun  2012  Desa  Sukoharjo  Bulan  Januari,  Februari,  Maret

Tahun  2012,  tanggal  19  Juni  2012  yang  di  tandatangani  oleh

Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala

Desa  Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  JAROT

SUSENO, SH.

10).1  (Satu)  Lembar Surat  Pertanggung Jawaban (SPJ)  Dana TPKPD dan

Ketua RT Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun

2012, tanggal 24 Agustus 2012, Yang ditandatangani oleh : Penanggung

Jawab Administrasi  Bendahara Desa Sdr.  SODIK, Kepala Desa Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui  Camat Sekampung Sdr.  HERMAN SYAHRI,  S.Sos,  berikut

data pendukung berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  01/TPKPD/2012,

Tanggal 24 Agustus 2012 yang bertuliskan Terima Dari  :  Bendahara

Desa, Uang Sebesar : Rp. 20.850.000,- (Dua puluh juta delapan ratus
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lima puluh  ribu  rupiah),  Untuk  Pembayaran :  TPKPD untuk  Kepala

Desa dan Perangkat Desa 15 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang

Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan

Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

b). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Triwulan  II  (Dua)  Desa  Sukoharjo  Bulan

April, Mei, Juni Tahun 2012, yang di tandatangani oleh Penanggung

Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku

Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P,

Mengetahui Camat Sekampung Sdr. HERMAN SYAHRI, S.Sos.

c). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  02/TPKPD/2012,

Tanggal 24 Agustus 2012 yang bertuliskan Terima Dari  :  Bendahara

Desa, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu

rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22 orang,

Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara

Sdr. SODIK Mengetahui dan Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr.

HERMAWAN. S.P.

d). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan II

(Dua)  Desa  Sukoharjo  Bulan  April,  Mei,  Juni  Tahun  2012,  yang  di

tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos.

11).1  (Satu)  Lembar Surat  Pertanggung Jawaban (SPJ)  Dana TPKPD dan

Ketua RT Triwulan III  (Tiga) Juli,  Agustus, September 2012, tanggal 15

Oktober  2012,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Penanggung  Jawab

Administrasi  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui  Camat Sekampung Sdr.  HERMAN SYAHRI,  S.Sos,  berikut

data pendukung berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  01/TPKPD/2012,

Tanggal 15-10-2012 yang bertuliskan Terima Dari : Bendahara Desa,

Uang Sebesar : Rp. 20.850.000,- (Dua puluh juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah),  Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Kepala Desa
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dan  Perangkat  Desa  15  orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang

Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan

Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P. 

b). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga)

Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2012, yang di

tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,

Kepala  Desa  Selaku  Penanggung Jawab Kegiatan  Desa  Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. HERMAN

SYAHRI, S.Sos.

c). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  02/TPKPD/2012,

Tanggal 15-10-2012 yang bertuliskan Terima Dari : Bendahara Desa,

Uang  Sebesar  :  Rp.  13.200.000,-  (Tiga  belas  juta  dua  ratus  ribu

rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22 orang,

Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara

Sdr. SODIK Mengetahui dan Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr.

HERMAWAN. S.P.

d). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga) Desa Sukoharjo

Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2012, Tanggal 15 Oktober 2012

yang di tandatangani oleh Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

12).1  (Satu)  Lembar Surat  Pertanggung Jawaban (SPJ)  Dana TPKPD dan

Ketua  RT  Triwulan  IV  (Empat)  Oktober,  Nopember,  Desember  2012,

tanggal 11 Januari 2013, Yang ditandatangani oleh: Penanggung Jawab

Administrasi  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui  Camat Sekampung Sdr.  HERMAN SYAHRI,  S.Sos,  berikut

data pendukung berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  01/TPKPD/2013,

Tanggal 11-01-2013 yang bertuliskan Terima Dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 20.850.000,- (Dua puluh juta delapan

ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD Perangkat
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Desa  15  orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.

KUSEN, Bendahara Sdr. SODIK Mengetahui dan Menyetujui  Kepala

Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

b). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  IV

(Empat) Desa Sukoharjo Bulan Oktober, Nopember, Desember Tahun

2012, yang di tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Sdr.

SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

c). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  02/TPKPD/2012,

Tanggal 11-01-2013 yang bertuliskan Terima Dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD RT sebanyak 22 orang, Yang

ditandatangani  oleh :  Yang Menerima Sdr.  KUSEN, Bendahara Sdr.

SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. S.P.

d). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  IV  (Empat)  Desa

Sukoharjo Bulan Oktober, Nopember, Desember Tahun 2012, Tanggal

11  Januari  2013  yang  di  tandatangani  oleh  Bendahara  Desa  Sdr.

SODIK, Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui

Camat Sekampung Sdr. HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

13).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2013 Triwulan I  (Satu)  Desa Sukoharjo  Bulan Januari,  Februari,  Maret

Tahun  2013,  tanggal  30  Mei  2013,  Yang  ditandatangani  oleh  :

Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui  Camat Sekampung Sdr.  HERMAN SYAHRI,  S.Sos,  berikut

data pendukung berupa : 

a). 1(Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran,  Tanggal  30-05-2013  yang

bertuliskan  Terima dari  Bendahara  Pengeluaran :  Bendahara  Desa,

Uang Sebesar : Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah),  Yaitu  Untuk Pembayaran :  TPKPD Perangkat  Desa 15
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orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui

Pengguna Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P.

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 30-05-2013 yang bertuliskan Telah

Terima  dari  :  Bendahara,  Uang  Sejumlah  :  Rp.  25.800.000,-  (Dua

puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD

Perangkat Desa 15 orang, Yang ditandatangani oleh : yang menerima

Sdr. KUSEN. 

c). 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  I  (Satu)  Desa

Sukoharjo  Bulan  Januari,  Februari,  Maret  Tahun  2013,  yang  di

tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,

Kepala  Desa  Selaku  Penanggung Jawab Kegiatan  Desa  Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. HERMAN

SYAHRI, S.Sos. 

d). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  02/TPKPD/2013,

Tanggal 30 Mei 2013 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 30 Mei 2013 yang bertuliskan Telah

Terima dari Bendahara, Uang Sejumlah  Rp. 13.200.000,- (Tiga belas

juta dua ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran TPKPD RT 22 orang,

Yang ditandatangani oleh : yang menerima Sdr. KUSEN. 

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Satu) Desa Sukoharjo

Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2013, yang di tandatangani oleh

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  HERMAN

SYAHRI, S.Sos. 

14).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2013 Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2013,

Halaman  89 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

90

tanggal  06-08-2013,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Penanggung  Jawab

Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung  Sdr.  HERMAN  SYAHRI,  S.Sos,  berikut  data  pendukung

berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar  Bukti  Kas Pengeluaran, Tanggal  06-08-2013,  yang

bertuliskan  Terima  Dari  Bendahara  Pengeluaran  :  Desa  Sukoharjo,

Uang Sebesar :  Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah),  Yaitu Untuk Pembayaran :  TPKPD Perangkat Desa 15

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui

Pengguna Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P.

b). 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat

Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  II  (Dua)  Desa

Sukoharjo  Bulan  April,  Mei,  Juni  Tahun  2013,  Tanggal  06-08-2013,

yang  di  tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.

SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos.

c). 1 (Satu) Lembar  Bukti  Kas Pengeluaran, Tanggal  06-08-2013,  yang

bertuliskan  Terima  Dari  Bendahara  Pengeluaran  :  Desa  Sukoharjo,

Uang  Sebesar  :  Rp.  13.200.000,-  (Tiga  belas  juta  dua  ratus  ribu

rupiah),  Yaitu  Untuk  Pembayaran  :  TPKPD RT sejumlah  22  orang,

Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara

Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Pengguna

Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P.

d). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo

Bulan  April,  Mei,  Juni  Tahun  2013,  yang  di  tandatangani  oleh

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  HERMAN

SYAHRI, S.Sos.

15).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2013 Triwulan III (Tiga) Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September
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Tahun 2013, tanggal 20-12-2013, Yang ditandatangani oleh : Penanggung

Jawab Administrasi Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab

Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung  Sdr.  HERMAN  SYAHRI,  S.Sos,  berikut  data  pendukung

berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran,  Tanggal  20-12-2013 yang

bertuliskan Terima Dari  Bendahara Pengeluaran :  Bendahara Desa,

Uang Sebesar :  Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah),  Yaitu Untuk Pembayaran :  TPKPD Perangkat Desa 15

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui

Pengguna Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P. 

b). 1  (Satu)  Lembar  Tanda  Penerima  Tunjangan  Kepala  Desa  Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga)

Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2013, yang di

tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,

Kepala  Desa  Selaku  Penanggung Jawab Kegiatan  Desa  Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. HERMAN

SYAHRI, S.Sos. 

16).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2013 Triwulan IV (Empat)  Bulan Oktober,  Nopember,  Desember  Tahun

2013, tanggal 20-12-2013, Yang ditandatangani oleh : Penanggung Jawab

Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung  Sdr.  HERMAN  SYAHRI,  S.Sos,  berikut  data  pendukung

berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran,  Tanggal  20-12-2013 yang

bertuliskan Terima Dari  Bendahara Pengeluaran :  Bendahara Desa,

Uang Sebesar :  Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah),  Yaitu Untuk Pembayaran :  TPKPD Perangkat Desa 15

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui

Pengguna Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P.
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b). 1  (Satu)  Lembar  Tanda  Penerima  Tunjangan  Kepala  Desa  Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  IV

(Empat) Desa Sukoharjo Bulan Oktober, Nopember, Desember Tahun

2013, yang di tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Sdr.

SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos.-

17.  1  (Satu)  Buah  Surat  Pernyataan,  tanggal  15-09-2013  Yang  isinya

menjelaskan  bahwa  masing-masing  RT  Sukoharjo  Kecamatan

Sekampung Lampung Timur, tidak mengadakan tuntutan hukum apapun

dikemudian  hari  dengan  siapun  juga,  dengan  apa-apa  yang  timbul

karenanya. Dana TPKPD ikhlas kami berikan dan kami serahkan kepada

desa, demi kepentingan pemerintahan desa sukoharjo dll,  yang ditanda

tangani  oleh  masing-masing  sebagai  berikut  :  Sdr.  TURMADI,  Sdr.

HADIREJO, Sdr. KISMAN, Sdr. RAHMAT, Sdr. SUWARTO, Sdr. SAMPUN,

Sdr. SUKIMIN, Sdr. SUKIMAN, Sdr. SUTARNO, Sdr. AKBARI, Sdr. MADI

SUTRISNO, Sdr. TUGIMAN, Sdr. GORO/SUWARNO, Sdr. NARNO, Sdr.

KUSNATI,  Yang ditandatangani  oleh saksi-saksi  :  Sdr.  MUSTOLIP, Sdr.

RUSWANTO,  Sdr.  BOIMIN,  Sdr.  SARYAM,  Sdr.  SUPIYONO,  Sdr.

MUSWANDI, Sdr. JAMUN, Sdr. DALIYO dan di tandatangani oleh Kepala

Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN serta di tandatangani oleh Ketua BPD

Sukoharjo Sdr. Hi. Im. PURWANTO.

18. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. kosong, tanggal 20-07-2011 Yang isinya :

Telah  terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah

Rp.63.600.000,-  (Enam puluh  tiga  juta  enam ratus  ribu  rupiah).  Untuk

pembayaran  :  Tunjangan  pamong  desa  Sukoharjo  (TPKPD).  Yang

ditandatangani oleh Sdr. KUSEN.

19. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 06, tanggal 13-12-2011 Yang isinya : Telah

terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah

Rp.31.800.000,-  (Tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Untuk

pembayaran  :  Honor  pamong  3  bulan.  Yang  ditandatangani  oleh  Sdr.

KUSEN.

20. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 08, tanggal 08-01-2012 Yang isinya : Telah

terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah

Rp.21.200.000,-  (Dua  puluh  satu  juta  dua  ratus  ribu  rupiah).  Untuk
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pembayaran :  Tunjangan pamong desa 6 kaur,  8  bayan,  22 RT.  Yang

ditandatangani oleh yang menerima uang Sdr. KUSEN.-

21. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 015, tanggal 19 Juni 2012 Yang isinya :

Telah terima  dari : Sdr. HERMAWAN. Uang sejumlah Rp. 46.000.000,-

(Empat puluh enam juta rupiah). Untuk pembayaran : TPKPD  pamong

Desa Sukoharjo  Triwulan I.  II  4  bulan.  Yang ditandatangani  oleh  yang

menerima Sdr. KUSEN.-

22. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. kosong, tanggal 25-8-2012 Yang isinya :

Telah  terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK  (KADES).  Uang

sejumlah  Rp.  34.000.000,-  (Tiga  puluh  empat  juta  rupiah).  Untuk

pembayaran : Honor pamong triwulan II.  Yang ditandatangani oleh Sdr.

KUSEN.

23. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 016, tanggal 16 Oktober 2012 Yang isinya :

Telah  terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah

Rp.34.050.000,-  (Tiga  puluh  empat  juta  lima  puluh  ribu  rupiah).  Untuk

pembayaran : TPKPD pamong desa Sukoharjo. Yang ditandatangani oleh

penerima Sdr. KUSEN. 

24. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 013, tanggal 10-01-2013 Yang isinya : Telah

terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah  Rp.

36.550.000,-  (Tiga  puluh  enam juta  lima ratus  lima puluh ribu  rupiah).

Untuk pembayaran : Honor pamong, kaur 6 orang, bayan 8 dusun dan RT

22. Yang ditandatangani oleh yang menerima dana Sdr. KUSEN. 

25. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 018, tanggal 20-06-2013 Yang isinya :Telah

terima  dari  :  Sdr. HERMAWAN. Uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (Tiga

puluh enam juta rupiah). Untuk pembayaran : Tunjangan kesejahteraan

pamong  desa  Sukoharjo  2013  6  kaur,  8  kadus,  22  RT.  Yang

ditandatangani oleh yang menerima Sdr. KUSEN. 

26. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 02, tanggal 01-08-2013 Yang isinya : Telah

terima   dari  :  Sdr.  Kepala  Desa  HERMAWAN.  Uang  sejumlah

Rp.36.000.000,-  (Tiga  puluh  enam  juta  rupiah).  Untuk  pembayaran  :

Tunjangan pamong desa Sukoharjo triwulan II  4 Kaur, 2 Kasi, 8 Kadus

dan 22 RT. Yang ditandatangani oleh yang menerima Sdr. KUSEN.

27. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. kosong, tanggal 20-12-2013 Yang isinya :

Telah  terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah
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Rp.78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah). Untuk pembayaran :

Tunjangan  TPKPD Triwulan  III  dan  IV.  Yang  ditandatangani  oleh  yang

menerima Sdr. KUSEN.

28. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D/0347/16/SK/2010,

tanggal  08  April  2010,  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.S.

MUSTAKIM,S.Sos.M.Si. Triwulan I (Satu)  Tahun Anggaran 2010 beserta

lampiranya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor:  240/

49/16.SPM/ SK/ 2010, Tanggal 08 April 2010 yang di tandatangani oleh

Sdr. ALMATURIDI, SE.

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, senilai Rp. 499.200.000,- (empat ratus sembilan puluh

sembilan ribu dua ratus ribu rupiah) tanggal dan Bulan Kosong 2010.

c) 1  (satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  Langsung  Bantuan

Keuangan  (SPP-LS)  Nomor:  900/49/16.SPP/SK/  2010,  Tanggal  08

April  2010  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.AMALIA MARDHATILLA,

SE.

d) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor  :  900/49/16.SPP/SK/  2010,  Tanggal  08  April  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.AMALIA MARDHATILLA, SE.

e) 1 (satu) lembar Surat Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat

perintah  Pembayaran  (SPP-LS)  Bantuan  Keuangan  yang  di

tandatangani oleh Sdri.AMALIA MARDHATILLA, SE.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  Surat  perintah

Pembayaran (SPP), tanggal 08 April 2010 yang di tandatangani oleh

Sdr.ALMATURIDI,SE.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  08  April  2010  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.AMALIA

MARDHATILLA, SE dan Sdr. ALMATURIDI.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal 08 April 2010 yang di tandatangani oleh Sdr. ALMATURIDI.

29. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :SP2D/2611/16/SK/2010,

tanggal  16  Juni  2010,  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.S.

MUSTAKIM,S.Sos.M.Si. Triwulan II (Dua)  Tahun Anggaran 2010 beserta

lampirannya sebagai berikut : 
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a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor:

240/170/16.SPM/  SK/  2010,  Tanggal  15  Juni  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdr. ALMATURIDI, SE.

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2010.

c) 1(satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  (SPP)  Nomor  :

900/170/16.SPP/SK/2010, Tanggal 15 Juni 2010 yang di tandatangani

oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

d) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor  :  900/170/16.SPP/SK/  2010,  Tanggal  15  Juni  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

e) 1 (satu)  lembar Surat  Rincian Dana Surat  perintah Pembayaran

(SPP) yang di tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  Surat  perintah

Pembayaran (SPP), tanggal 15 Juni 2010 yang di tandatangani oleh

Sdr.ALMATURIDI,SE.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal 15 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE

dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS,  tanggal  15  Juni  2010  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  AMALIA

MARDHATILLA, SE dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

47. Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor

:SP2D/06255/16/SK/2010, tanggal 19 Oktober 2010, yang di tandatangani

oleh Sdr.S.  MUSTAKIM,S.Sos.M.Si.  Triwulan III  (Tiga)  Tahun Anggaran

2010 beserta lampiranya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/300/16.SPM/  SK/  2010,  Tanggal  19  Oktober  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdr. ALMATURIDI, SE.

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2010.

c) 1  (satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  (SPP)  Nomor  :

910/300/16.SPP/SK/2010,  Tanggal  19  Oktober  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

d) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor  :  910/300/16.SPP/SK/2010,  19  September  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.
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e) 1 (satu)  lembar Surat  Rincian Dana Surat  perintah Pembayaran

(SPP), yang di tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  Surat  perintah

Pembayaran (SPP), tanggal 19 September 2010 yang di tandatangani

oleh Sdr.ALMATURIDI,SE.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  19  September  2010 yang di  tandatangani  oleh  Sdri.ZELDA

SARI, SE dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal 19 September 2010 yang di tandatangani oleh Sdri. SRI

MULYANI,S.Pd dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

48. Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor

:SP2D/08831/16/SK/2010,  tanggal  20  Desember  2010,  yang  di

tandatangani  oleh  Sdr.RANA DEYA.ZA,SE.  Triwulan  IV  (Empat)  Tahun

Anggaran 2010 beserta lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/360/16.SPM/  SK/  2010,  Tanggal  15  Desember  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdr. ALMATURIDI, SE.

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2010.

c) 1(satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  (SPP)  Nomor  :

910/360/16.SPP/SK/2010,  Tanggal  15  Desember  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

d) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor:  910/360/16.SPP/SK/2010,  15  Desember  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

e) 1 (satu)  lembar Surat  Rincian Dana Surat  perintah Pembayaran

(SPP),  Tanggal  15  Desember  2010  yang  di  tandatangani  oleh

Sdri.ZELDA SARI, SE.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  Surat  perintah

Pembayaran (SPP), tanggal 15 Desember 2010 yang di tandatangani

oleh Sdr.ALMATURIDI,SE.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  15  Desember  2010  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.ZELDA

SARI, SE dan Sdr. ALMATURIDI, SE.
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h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal 15 Desember 2010 yang di tandatangani oleh Sdri. SRI

MULYANI,S.Pd dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

49. Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :

02046/SP2D/16/SK/LS/1.20.00/2011,  tanggal  07  Juli  2011,  yang  di

tandatangani  oleh  Sdr.Drs.AGUSTAMI,  M.Si.  Triwulan  I  (Satu)  dan

Triwulan  II  (Dua)  Tahun  Anggaran  2011  beserta  lampiranya  sebagai

berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/303/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 06 Juli 2011 yang di tandatangani

oleh Sdr.Drs.AGUSTAMI,M.Si.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD Triwulan I (satu) dan Triwulan II (dua) tahun

anggaran 2011 yang ditanda tangani Sdr. Drs. AGUS SUTIYONO.

c) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2011.

d) 1  (satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  (SPP)  Nomor  :

910/303/16.SPP/SK/ 2011, Tanggal 06 Juli 2011 yang di tandatangani

oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

e) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor  :  910/303/16.SPP/SK/  2011,  Tanggal  06  Juli  2011  yang  di

tandatangani oleh Sdri. ZELDA SARI, SE.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-

LS),  Tanggal  06  Juli  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  ZELDA

SARI, SE.

g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 06

Juli 2011 yang di tandatangani oleh Sdr.AGUSTAMI,M.Si.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  06  Juli  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.  Drs.

AGUSTAMI,M.Si dan Sdri. ZELDA SARI, SE.

i) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS,  tanggal  06  Juli  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.  Drs.

AGUSTAMI,M.Si dan Drs. MANGESTI BUDI A, SE, M.Ec.Dv.

50. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :04655 /SP2D/ 16/

SK/LS/1.20.00/2011,  tanggal  02  Desember 2011,  yang di  tandatangani

oleh  Sdr.RANA DEYA.ZA,  SETriwulan  III  (Tiga)  Tahun  Anggaran  2011

beserta lampirannya sebagai berikut : 
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a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/582/16.SPM/  SK/  2011,  Tanggal  30  November  2011  yang  di

tandatangani oleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM. 

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2011.

c) 1 (satu) lembar Surat  perintah Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 910/582/16.SPP/SK/2011, Tanggal 30 November  2011 yang

di tandatangani oleh Sdri.ENDAH RENANINGTIASIH, S.IP.

d) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Surat  permintaan  Pembayaran

Langsung (SPP-LS) Nomor :  910/582/16.SPP/SK/ 2011, Tanggal  30

November  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.ENDAH

RENANINGTIASIH, S.IP.

e) 1 (satu) lembar Surat Rincian Dana Surat permintaan Pembayaran

Langsung  (SPP-LS),  Tanggal  30  November  2011   yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 30

November 2011 yang di tandatangani oleh Sdr.SABKI ALI, SH,MM.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  30  November  2011 yang di  tandatangani  oleh  Sdri.ENDAH

RENANINGTIASIH, S.IP dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal  30 November 2011 yang di  tandatangani  oleh Sdri.SRI

MULYANI, S.Pd dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.

51. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/

SK/LS/1.20.00/2011,  tanggal  27  Desember 2011,  yang di  tandatangani

oleh Sdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011

beserta Lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/733/16.SPM/  SK/  2011,  Tanggal  27  Desember  2011  yang  di

tandatangani oleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM. 

b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Lampung

Timur  Kepada  PPKAD  Kabupaten  Lampung  Timur  tanggal  13

Desember 2011 yang ditanda tangani Sdr. Drs. AGUS SUTIYONO .

c) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2011.
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d) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 910/733/16.SPP/SK/2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang

di tandatangani oleh Sdri.ENDAH RENANINGTIASIH, S.IP.

e) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 90/733/16.SPP/SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang di

tandatangani oleh Sdri.ENDAH RENANINGTIASIH, S.IP.

f) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS),

Tanggal 27 Desember 2011  yang di tandatangani oleh Sdri.ENDAH

RENANINGTIASIH, S.IP.

g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 27

Desember 2011 yang di tandatangani oleh Sdr.SABKI ALI, SH,MM.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  27  Desember  2011 yang di  tandatangani  oleh  Sdri.ENDAH

RENANINGTIASIH, S.IP dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.

i) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal  27 Desember 2011 yang di  tandatangani  oleh Sdri.SRI

MULYANI, S.Pd dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.

52. Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :

01666/SP2D/SK/BTLS/1.20.00/  2012,  tanggal  11  Juni  2012  yang  di

tandatangani  oleh  Sdri.  Dra.  SRI  ISKUNTINI,  Triwulan  I  (Satu)  Tahun

Anggaran 2012 berikut lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Permohonan  pencairan  Dana  Bantuan

TPKPD Kec. Sekampung nomor : 140 / 101 / 05 / 2012, Tanggal 10

Mei 2012 yang di tandatangani oleh Sdr.JAROT SUSENO, SH.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 15 Mei 2012, yang di tandatangani

oleh Drs. AGUS SUTIYONO.

c) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 25 Mei 2012, yang di

tandatangani oleh S MUSTAKIM, S.Sos.,M.Si.

d) 1  (satu)  lembar Surat  Persyaratan  Pengajuan  SP2D  yang  di

tandatangani oleh Sdri. RATNA DEYA, ZA,SE.

e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  yang  di

tandatangani oleh S MUSTAKIM, S.Sos.,M.Si.
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g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 08 Juni 2012.-

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor  :  900/34/PPKD/  SPP/  2012,  Tanggal  08  Juni  2012  yang  di

tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

i) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Nomor  :  900/34/PPKD/  SPP/

2012, Tanggal 08 Juni 2012 yang di tandatangani oleh Sdri. ENDAH

RENANINGTIASIH,SIP.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  ENDAH  RENANINGTIASIH,SIP

tanggal 08 Juni 2012

k) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani  oleh  Sdri.  ENDAH  RENANINGTIASIH,SIP  tanggal  08

Juni 2012.

l) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/127 / 05 / 2012, Tanggal 11 Juni 2012 yang di

tandatangani oleh Sdr. JAROT SUSENO, SH.

53. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :  03100/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/2012,  tanggal  13  Agustus  2012 yang di  tandatangani

oleh  Sdr.JUNAIDI,  SETriwulan  II  (Dua)  Tahun  Anggaran  2012  beserta

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan DanaBantuan TPKPD dari

Kecamatan  Sekampung  nomor  :  140/  157/05/2012,  tanggal  04  Juli

2012 yang ditanda tangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 09 Juli  2012, yang di tandatangani

oleh Drs. AGUS SUTIYONO.

c) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 18 Juli 2012, yang di

tandatangani oleh JUNAIDI, SE.

d) 1 (satu)  lembar Surat  Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal  10

Agustus  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.NI  WAYAN  WITA

WIDIASTUTI,SE.

e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD tanggal 09 Agustus 2012.
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f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 79 /

PPKD / SPM / 2012, tanggal 09 Agustus 2012  yang di tandatangani

oleh JUNAIDI, SE.

g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 09 Agustus 2012.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 900/79/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 09 Agustus 2012 yang di

tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

i) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 900/79/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 09 Agustus 2012 yang di

tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  ENDAH  RENANINGTIASIH,SIP

tanggal 09 Agustus 2012.

k) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani oleh Sdr.JUNAIDI, SE. Tanggal 09 Agustus 2012

l) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/199 / 05 / 2012, Tanggal 14 Agustus 2012 yang

di tandatangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos.

54. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :  04328/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/ 2012, tanggal 08 Oktober 2012 yang di tandatangani

oleh  Sdr.JUNAIDI,  SETriwulan  III  (Tiga) Tahun  Anggaran  2012berikut

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Permohonan  pencairan  dana  bantuan

TPKPD Kec. Sekampung nomor : 140 /  217 / 05 / 2012, Tanggal  07

September 2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.HERMAN SYAHRI,

S.Sos.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada  Pihak  DP2KAD,  Tanggal  11  September  2012,  yang  di

tandatangani oleh Drs.TARMIZI.

c) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 18 Juli 2012, yang di

tandatangani oleh JUNAIDI, SE.

d) 1 (satu)  lembar Surat  Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal  08

September  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.NI  WAYAN  WITA

WIDIASTUTI,SE.
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e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD tanggal 04 Oktober 2012.

f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 120 /

PPKD / SPM / 2012, tanggal 04 Oktober 2012  yang di tandatangani

oleh JUNAIDI, SE.

g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 04 Oktober 2012.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor: 900/120/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 04 Oktober 2012 yang di

tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

i) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Nomor  :  900/120/PPKD/  SPP/

2012,  Tanggal  04  Oktober  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.

ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  ENDAH  RENANINGTIASIH,SIP.

Tanggal  04 Oktober  Surat  permintaan Pembayaran Langsung (SPP

LS) 2012

k) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani oleh Sdr.JUNAIDI, SE. Tanggal 04 Oktober 2012.

l) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/186 / 05 / 2012, Tanggal 10 Oktober 2012 yang

di tandatangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos.

55. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :  07140/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/ 2012, tanggal 17 Desember 2012 yang di tandatangani

oleh Sdr.JUNAIDI, SETriwulan IV (Empat)  Tahun Anggaran 2012 beserta

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Permohonan  pencairan  dana  Bantuan

TPKPD Kec. Sekampung nomor : 140 / 315 / 05 / 2012, Tanggal 28

Nopember  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.HERMAN  SYAHRI,

S.Sos.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada  Pihak  DP2KAD,  Tanggal  29  Nopember  2012,  yang  di

tandatangani oleh Drs.TARMIZI.

c) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur  kepada  Bupati  Lampung  Timur,  Tanggal  06  Desember  2012,

yang di tandatangani oleh JUNAIDI, SE.
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d) 1 (satu)  lembar Surat  Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal  17

Desember  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.NI  WAYAN  WITA

WIDIASTUTI,SE.

e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD tanggal 14 Desember 2012

f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 217 /

PPKD / SPM / 2012, tanggal 14 Desember 2012  yang di tandatangani

oleh JUNAIDI, SE.

g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 14 Desember 2012.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 900/217/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 14 Desember 2012 yang

di tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

i) 1 (satu) lembar Surat pengantar Nomor : 900/217/PPKD/SPP/2012,

Tanggal 14 Desember 2012 yang di tandatangani oleh Sdri. ENDAH

RENANINGTIASIH,SIP.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 900/217/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 14 Desember 2012 yang

di tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

k) 1  (satu)  lembar Surat  pernyataan  pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani oleh Sdr.JUNAIDI, SE. Tanggal 14 Desember 2012

l) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/346 / 05 / 2012, Tanggal 19 Desember 2012

yang di tandatangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos.

56. Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :

01076/SP2D/16/SK/BTLS/1.20.00/2013,  tanggal  24  Mei  2012Triwulan  I

(Satu) Tahun Anggaran 2013 beserta lampiranya sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 30 April 2013, yang di tandatangani

oleh Drs.TARMIZI.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala DP2KAD Kab. Lampung Timur

kepada  Bupati  Lampung  Timur,  Tanggal  14  Mei  2013,  yang  di

tandatangani oleh JUNAIDI, SE.

c) 1  (satu)  lembar Surat  Persyaratan  Pengajuan  SP2D  yang  di

tandatangani  oleh  Sdri.  Sdri.NI  WAYAN  WITA  WIDIASTUTI,SE.

Tanggal 24 Mei 2013
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d) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD tanggal 22 Mei 2013

e) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  No.  024  /

117/PPKD/ SPM/ 2013, Tanggal 22 Mei 2013.

f) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 22 Mei 2013.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPM – Langsung, Tanggal 22 Mei

2013.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung Nomor :

900/117/PPKD/ SPP/ 2013, Tanggal 22 Mei 2013.

i) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Nomor  :  900/117/PPKD/  SPP/

2013, Tanggal 22 Mei 2013.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung Nomor :

900/117/PPKD/ SPP/ 2013, Tanggal 22 Mei 2013.

k) 1  (satu)  lembar Surat  register  SPP-  Langsung,  tanggal  22  Mei

2013.

l) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Tanggal 22

Mei 2013.

m) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/125 / 05 / 2013, Tanggal 24 Mei 2013 yang di

tandatangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos.

57. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :  02399/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/ 2012, tanggal 19 Juli 2013 yang di tandatangani oleh

Sdr.JUNAIDI,  SETriwulan  II  (Dua) Tahun  Anggaran  2013berikut

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 01 Juli  2013, yang di tandatangani

oleh Drs.TARMIZI.

b) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 04 Juli 2013, yang di

tandatangani oleh JUNAIDI, SE. 

c) 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal 19 Juli

2013  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.NI  WAYAN  WITA

WIDIASTUTI,SE.

d) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD, Tanggal 16 Juli 2013.
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e) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 384 /

PPKD / SPM / 2013, tanggal 16 Juli 2013 yang di tandatangani oleh

Sdr.S MUSTAKIM,S.Sos,M.Si.

f) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 16 Juli 2013.

g) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung Nomor :

900/384/PPKD/ SPP/ 2013, Tanggal 16 Juli 2013 yang di tandatangani

oleh Sdr. SISWANTO,S.IP,MM.

h) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Nomor  :  900/384/PPKD/  SPP/

2013,  Tanggal  16  Juli  2013  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.

SISWANTO,S.IP.,MM.

i) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang di

tandatangani oleh Sdr. SISWANTO,S.IP.,MM. Tanggal 16 Juli 2013

j) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani oleh Sdr. S MUSTAKIM,S.Sos,.M.Si. tanggal 16 Juli 2013

k) 1  (satu)  lembar Surat  Register  SPP-Langsung,  Tanggal  16  Juli

2013.

l) 1  (satu)  lembar Surat  Register  SPM-Langsung,  Tanggal  16  Juli

2013.

58. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :  05582/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/ 2013, tanggal 03 Desember 2013 yang di tandatangani

oleh Sdr.JUNAIDI, SETriwulan III (Tiga) dan IV (Empat)  Tahun Anggaran

2013 berikut lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Permohonan  pencairan  dana  bantuan

TPKPD Kec. Sekampung nomor : 140 / 280 / 05 / 2013, Tanggal 04

September  2013  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.HERMAN SYAHRI,

S.Sos.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada  Pihak  DP2KAD,  Tanggal  03  September  2013,  yang  di

tandatangani oleh Drs.TARMIZI.

c) 1 (satu) lembar Nota Dinas kepala DP2KAD Kab. Lampung Timur

kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 06 Nopember 2013, yang di

tandatangani oleh Sdr. JUNAIDI, SE. 

d) 1 (satu) lembar Surat Daftar Penguji SP2D, Tanggal 03 Desember

2013.

e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD.
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f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 922 /

PPKD / SPM / 2013, tanggal 21 Nopember 2013  yang di tandatangani

oleh S MUSTAKIM,S.Sos,.M.Si.

g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 21 Nopember 2013.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung Nomor :

900/922/PPKD/  SPP/  2013,  Tanggal  21  Nopember  2013  yang  di

tandatangani oleh Sdr. SISWANTO,S.IP.,MM.

i) 1  (satu)  lembar  Surat  Pengantar  Nomor  :  900/922/PPKD/  SPP/

2013,  Tanggal  21  Nopember  2013  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.

SISWANTO,S.IP.,MM.

j) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang di

tandatangani  oleh Sdr.  SISWANTO,S.IP.,MM. Tanggal  21  November

2013

k) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani  oleh  Sdr.  S  MUSTAKIM,S.Sos,.M.Si.  Tanggal  21

November 2013

l) 1  (satu)  lembar Surat  Register  SPP-Langsung,  Tanggal  21

Nopember 2013.

m) 1  (satu)  lembar Surat  Register  SPM-Langsung,  Tanggal  21

Nopember 2013.

59. 1  (satu)  lembar  Berita  Acara  Musyawarah  Penataan  RT  Desa

Sukoharjo Kec. Sekampung Kab.Lampung Timur pada hari Kamis tanggal

Dua  puluh  tujuh  Bulan  Juni  tahun  2013  tentang  menata/mengganti/

memperbaharui  sebagian pejabat  RT yang dikarenakan pindah tempat/

meninggal  dunia,  lanjut  usia  dsb  sebagaimana  terlampir  dalam  daftar

nama-nama RT yang ditanda tangani oleh Sdr. HERMAWAN.SP selaku

Kepala Desa Sukoharjo dan Sdr. A. SANURI selaku BPD Desa Sukoharjo

beserta lampiranya sebagai berikut :

a) 1 (satu) lembar lampiran Daftar Nama-nama RT Sukoharjo Yang

ditandangani Sdr.HERMAWAN,SP selaku Kepala Desa Sukoharjo dan

Sdr.A. SANURI selaku BPD Sukoharjo.

b) 1 (satu) bendel Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo

dengan rincian sebagai berikut : 

1) 1  (satu)  lembar  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Sukoharjo

nomor  :  140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan
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saudara  SAIFUL dalam jabatan  RT terhitung  01  Juli  2013  yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P. 

2) 1  (satu)  lembar  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Sukoharjo

nomor  :  140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan

saudara  SALAM dalam jabatan  RT terhitung  01  Juli  2013  yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.

3) 1  (satu)  lembar  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Sukoharjo

nomor  :  140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan

saudara  EET  dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.

4) 1 (satu) lembar  Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo

nomor  :  140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan

saudara  GINO  dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.

5) 1 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo

nomor  :  140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan

saudara  ROMLI  dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.

6) 1  (satu)  lembar  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Sukoharjo

nomor  :  140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan

saudara SARUDIN dalam jabatan RT terhitung 01 Juli 2013 yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.

7) 1  (satu)  lembar  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Sukoharjo

nomor  :  140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan

saudara  YATIN  dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.

8) 1  (satu)  lembar  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Sukoharjo

nomor  :  140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan

saudara  RISDIYANTO  dalam  jabatan  RT terhitung  01  Juli  2013

yang ditandatangani HERMAWAN.S.P.

9) 1  (satu)  lembar  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Sukoharjo

nomor  :  140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan
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saudara SIYAMTO dalam jabatan RT terhitung 01 Juli 2013 yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.

10) 1  (satu)  lembar  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Sukoharjo

nomor : 140/05/2013 tanggal 01-7- 2013 yang menetapkan saudara

MUJIO  dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.

11) 1  (satu)  lembar  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Sukoharjo

nomor  :  140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan

saudara  GUN  dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.

12) 1  (satu)  lembar  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Sukoharjo

nomor  :  140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan

saudara  DOMO  dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.

60. Dokumen di Tahun Anggaran 2010.

1. Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung Timur melalui Camat Sekampung nomor :140/ 351/ IV/ 2010

tanggal  06-04-2010  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana  Bantuan

TPKPD  dan  RT  TA.  2010,  pada  Triwulan  I  Tahun  Anggaran  2010

sebesar Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh

ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian nama-nama 38 (tiga puluh delapan)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT Desa Sukoharjo pada Triwulan I Tahun anggaran 2010 yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN, SP.

c) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur  melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor : 140/ 87/ 05/ 2010 tanggal 06 April 2010, perihal Permohonan

Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada Triwulan I

Tahun  Anggaran  2010  sebesar  Rp  499.800.000,-  (empat  ratus

sembilan  puluh  sembilan  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah)  yang

ditandatangani Drs. AGUS SUTIYONO.
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d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan I Tahun Anggaran 2010 tanggal 06 April 2010 yang ditanda

tangani Drs. AGUS SUTIYONO.-

2. Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

77/  05/  2010 tanggal  07  Juni  2010,  perihal  Permohonan Pencairan

Dana  Bantuan  TPKPD  dan  RT  TA.  2010,  pada  Triwulan  II  Tahun

Anggaran  2010  sebesar  Rp  499.800.000,-  (empat  ratus  sembilan

puluh  sembilan  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah)  yang ditandatangani

Drs. AGUS SUTIYONO.

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan II Tahun Anggaran 2010 tanggal 07 Juni 2010 yang ditanda

tangani Drs. AGUS SUTIYONO.

3.  Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar dari Surat Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  68/  2008/

2010  tanggal  20-08-2010  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada Triwulan III Tahun Anggaran

2010 sebesar Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian nama-nama 38 (tiga puluh delapan)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan III Tahun anggaran 2010 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur  melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor  :  140/  267/  05/  2010  tanggal  28  September  2010  perihal

Permohonan Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada

Triwulan III  Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 499.800.000,- (empat

Halaman  109 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

110

ratus sembilan puluh sembilan juta  delapan ratus ribu rupiah)  yang

ditandatangani Drs. AGUS SUTIYONO.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan III Tahun Anggaran 2010 tanggal 28 September 2010 yang

ditanda tangani Drs. AGUS SUTIYONO.

4. Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor  :  140/  344  /  05/  2010  tanggal  10  Desember  2010  perihal

Permohonan Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada

Triwulan IV Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 499.800.000,- (empat

ratus sembilan puluh sembilan juta  delapan ratus ribu rupiah)  yang

ditandatangani JAROT SUSENO, SH. 

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan IV Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 Desember 2010 yang

ditandatangani JAROT SUSENO, SH.

61. Dokumen di Tahun Anggaran 2011.

1. Triwulan  I  (satu)  dan  Triwulan  II  (dua)  Tahun  Anggaran  2011

sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  14/  2008/

2011  tanggal  10-06-2011,perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2011, pada Triwulan I Tahun Anggaran

2011 sebesar Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP.

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian nama-nama 38 (tiga puluh delapan)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan I  Tahun anggaran 2011 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung Timur melalui  Camat Sekampung nomor :140/  15 /  2008/

2011  tanggal  15-06-2011  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana
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Bantuan TPKPD dan RT TA. 2011, pada Triwulan II Tahun Anggaran

2011 sebesar Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian nama-nama 38 (tiga puluh delapan)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan II  Tahun anggaran 2011 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

e) 1  (satu)  lembat  Surat  dari  Camat  Sekampung  Kepada  Bupati

Lampung Timur Cq Kepala BPMPD Lampung Timur nomor : 140/ 167/

05/  2011 tanggal  22 Juni  2011,perihal  permohonan Pencairan dana

TPKPD dan RT TA. 2011 Pada Triwulan I (satu) dan Triwulan II (dua)

tahun  anggaran  2011  sebesar  RP  989.100.000,00  (sembilan  ratus

delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani

Sdr. JAROT SUSENO, SH.

f) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan I  (satu)  Tahun Anggaran 2011 tanggal  22  Juni  2011 yang

ditanda tangani Sdr JAROT SUSENO, SH.

g) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan II  (dua)  Tahun Anggaran 2011 tanggal  22  Juni  2011 yang

ditanda tangani Sdr. JAROT SUSENO, SH.

4. Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor  :  140/  220  /  05/  2010  tanggal  19  Oktober  2011  perihal

Permohonan Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2011, pada

Triwulan III  Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 491.250.000,- (empat

ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang

ditandatangani JAROT SUSENO, SH. 

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan III (Bulan Juli s/d September) Tahun Anggaran 2011 tanggal

19 Oktober 2011 yang ditandatangani JAROT SUSENO, SH.

5. Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur
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nomor  :  140/  278  /  05/  2010  tanggal  12  Desember  2011  perihal

Permohonan Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada

Triwulan IV Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 491.250.000,- (empat

ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang

ditandatangani JAROT SUSENO, SH.

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan  IV  (Bulan  Oktober  s/d  Desember)  Tahun  Anggaran  2011

tanggal  12  Desember  2011  yang  ditandatangani  JAROT SUSENO,

SH.

62. Dokumen di Tahun Anggaran 2012. 

1. Triwulan IV Bulan Desember TA. 2011 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor : 140/ 42/ 05/ 2012 tanggal 05 Maret 2012 perihal Permohonan

Pencairan  Dana  Bantuan  TPKPD  dan  RT  Bulan  Desember  TA.

2011,pada Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2011 sebesar

Rp 163.750.000,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah) yang ditandatangani Drs. JAROT SUSENO, SH.

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan IV Bulan Desember Tahun Anggaran 2011 tanggal 05 Maret

2012 yang ditanda tangani JAROT SUSENO, SH.

2. Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  20/  2008/

2012  tanggal  08-05-2012  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2012, pada Triwulan I Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat juta lima puluh ribu

rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan I  Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

101/  05/  2012 tanggal  10 Mei  2012 perihal  Permohonan Pencairan
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Dana Bantuan TPKPD dan RT triwulan IV Bulan Desember TA. 2011

dan  Triwulan  I  TA.  2012,pada  Triwulan  IV  bulan  Desember  Tahun

Anggaran 2011 sebesar Rp 163.750.000,-  (seratus enam puluh tiga

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Triwulan I TA. 2012 sebesar

Rp 484.650.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus

lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 648.400.000,- (

enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang

ditandatangani Drs. JAROT SUSENO, SH.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan IV Bulan Desember Tahun Anggaran 2011 tanggal  10 Mei

2012 yang ditanda tangani JAROT SUSENO, SH.

e) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan I  Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Mei 2012 yang ditanda

tangani JAROT SUSENO, SH.

3. Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  31/  2008/

2012  tanggal  27-06-2012  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2012, pada Triwulan II Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat juta lima puluh ribu

rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan II  Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

157 /  05/ 2012 tanggal 04 Juli  2012 perihal Permohonan Pencairan

Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan II  Bulan  April  s/d  Juni  TA.

2012,  pada  Triwulan  II  Tahun  Anggaran  2012  sebesar  Rp

484.650.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima

puluh ribu rupiah) yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos 

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada
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Triwulan II (Bulan April s/d Juni) Tahun Anggaran 2012 tanggal 04 Juli

2012 yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.

4. Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  51/  2008/

2012  tanggal  10-09-2012,perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2012, pada Triwulan III Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat juta lima puluh ribu

rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan III Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  Kepada  Bupati

Lampung Timur Cq Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur nomor : 140/

217/  05/  2012  tanggal  7  September  2012  perihal  permohonan

Pencairan  dana  TPKPD  dan  RT   Triwulan  III  (tiga)  bulan  Juli  s/d

September tahun anggaran 2012 sebesar RP 484.650.000,00 (empat

ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh  ribu rupiah)

yang ditanda tangani Sdr. HERMAN SYAHRI, S.Sos.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan  III  (tiga)  bulan  Juli  sampai  dengan  September  Tahun

Anggaran 2012 tanggal 7 September 2012 yang ditanda tangani Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos .

5. Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  59/  2008/

2012  tanggal  02-11-2012  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2012, pada Triwulan IV Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat juta lima puluh ribu

rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan IV Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 
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c) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  Kepada  Bupati

Lampung Timur Cq Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur nomor : 140/

315/  05/  2012  tanggal  28  November  2012  perihal  permohonan

Pencairan dana TPKPD dan RT  Triwulan IV (empat) bulan Oktober s/d

Desember tahun anggaran 2012 sebesar RP 484.650.000,00 (empat

ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh  ribu rupiah)

yang ditanda tangani Sdr. HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT, pada

Triwulan IV (empat) bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun

Anggaran 2012 tanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos.

63. Dokumen di Tahun Anggaran 2013. 

1. Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  09/  2008/

2013  tanggal  16-04-2013  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2013, pada Triwulan I Tahun Anggaran

2013 sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan I  Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur  melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur  nomor :

140/  112  /  05/  2012  tanggal  22  April  2013  perihal  Permohonan

Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan I Bulan Januari s/d

Maret TA. 2013, pada Triwulan I  Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp

553.500.000,-  (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret) Tahun Anggaran 2013 tanggal 22

April 2013 yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.

2. Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 

Halaman  115 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

116

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  20/  2008/

2013  tanggal  13-06-2013  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2013, pada Triwulan II Tahun Anggaran

2013 sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan II  Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

179 / 05/ 2012 tanggal 26 Juni 2013 perihal Permohonan Pencairan

Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan II  Bulan  April  s/d  Juni  TA.

2013,  pada  Triwulan  II  Tahun  Anggaran  2013  sebesar  Rp

553.500.000,-  (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan II (Bulan April s/d Juni) Tahun Anggaran 2013 tanggal   Juni

2013 yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

3. Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  nomor  :140/  27/

2008/ 2013 tanggal 16-08-2013 kepada Bupati Lampung Timur melalui

Camat  Sekampung  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana  Bantuan

TPKPD dan RT TA.  2013,  pada Triwulan III  Tahun  Anggaran 2013

sebesar  Rp  39.000.000,-  (tiga  puluh  sembilan  juta  rupiah)  yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan III Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

246  /  05/  2013  tanggal  25  Agustus  2013,  perihal  Permohonan

Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan III  Bulan Juli  s/d

September TA. 2013, pada Triwulan III Tahun Anggaran 2013 sebesar
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Rp 553.500.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.  

d) 1 (satu) lembar Daftar rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan III (Bulan Juli s/d Agustus) Tahun Anggaran 2013 tanggal 23

Agustus 2013 yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

4. Pada Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  29/  2008/

2013  tanggal  26-08-2013  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2013, pada Triwulan IV Tahun Anggaran

2013 sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan IV Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur  melalui  Kepala  BPMPD  Kabupaten  Lampung  Timur  nomor  :

140/277/05/2013  tanggal  23  Agustus  2013  perihal  Permohonan

Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan IV Bulan September

s/d  Desember  TA.  2013,  pada  Triwulan  IV  Tahun  Anggaran  2013

sebesar Rp 553.500.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus

ribu rupiah) yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan IV (Bulan September s/d Desember) Tahun Anggaran 2013

tanggal  23  Agustus  2013  yang  ditandatangani  HERMAN  SYAHRI,

S.Sos.-

Dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  dipergunakan  dalam

perkara lain atas nama Terdakwa  SODIK Bin SOLEHAN.

5. Membebankan  kepadaTerdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp5.000.00.- (lima ribu rupiah);-------------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  terhadap  putusan  tersebut  Jaksa  Penuntut  Umum

telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 Maret 2016 sebagaimana

dalam  akta  pernyataan  banding  nomor  :54/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk  dan
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permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal

04 Maret 2016 sesuai dengan surat nomor : 54/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk;---------

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi

kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Terdakwa  telah  diberitahukan  untuk

mempelajari berkas perkara oleh Panitera dan Juru Sita Pengganti Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang sesuai

dengan  surat  pemberitahuan  mempelajari  berkas  perkara  kepada  Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 11 Maret 2016 nomor :

W9.U1/989/HK.07/III/2016 dan nomor : 54/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk;----------------

Menimbang,  bahwa  untuk  kepentingan  pemeriksaan  banding  tersebut,

pada  tanggal  6  April  2016  Jaksa  Penuntut  Umum telah  mengajukan  memori

banding  dan  memori  banding  tersebut  telah  diberitahukan  kepada  Terdakwa

pada tanggal 8 April 2016;- -----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan dalam memori banding

dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pasal  yang  terbukti  menurut  Majelis  Hakim  Aquo  tidak  sesuai  dengan

pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

2. Pidana badan yang dijatuhkan Majelis Hakim Aquo terhadap diri terdakwa

tersebut tidak memenuhi rasa keadilan;

3. Denda  yang  dijatuhkan  Majelis  Hakim  Aquo  terhadap  diri  terdakwa

tersebut tidak memenuhi rasa keadilan.

Menimbang,  bahwa  permintaan  banding  dari  Jaksa  Penuntut  Umum

terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, diajukan masih dalam tenggang

waktu serta menurut  cara-cara maupun ketentuan yang berlaku serta memenuhi

syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  oleh

karenanya  permintaan banding tersebut dapat diterima;---------------------------------

Menimbang, bahwa  sebelum majelis hakim tingkat banding menganalisis

alasan-alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim

tingkat  banding  terlebih  dahulu  memperbaiki  kesalahan-kesalahan  yang
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ditemukan  dalam  Salinan  Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada

Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang nomor : 54/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk

tanggal 24 Februari 2016 tersebut, antara lain :

1. Dalam  surat  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  terdakwanya  adalah

Hermawan alias Hermawan SP alias Iwan Bin Muhammad Karno, yang benar

adalah  yang  sesuai  dengan  yang  tertulis  dalam  bundel  berkas  perkara

terdakwanya adalah Kusen Bin Mat Mustam;

2. Keterangan  saksi  mulai  dari  nomor  urut  3  sampai  dengan  keterangan

saksi  nomor  urut  20,  seolah-olah  terdakwanya  Sodik  Bin  Solehan  dan

substansi keterangan para saksinya untuk yang terdakwanya Hermawan alias

Hermawan SP alias Iwan Bin Muhammad Karno, pada hal yang benar dan

harus dibaca adalah untuk terdakwa Kusen Bin Mat Mustam;

3. Keterangan saksi  mulai  dari  nomor urut  21 sampai  dengan keterangan

saksi nomor urut 35, seolah-olah terdakwanya Hermawan alias Hermawan SP

alias  Iwan  Bin  Muhammad  Karno,  karena  Kusen  Bin  Mat  Mustam dalam

perkara  ini  berperan  ganda  yakni  pertama  sebagai  saksi  kemudian

selanjutnya sebagai terdakwa, pada hal yang benar dan harus dibaca Kusen

Bin Mat Mustam sebagai terdakwa;

4. Dalam bagian analisis fakta dikaitkan dengan unsur-unsur dari dakwaan

yang dibuktikan dan dinyatakan terbukti, terdakwa yang benar adalah Kusen

Bin  Mat  Mustam  bukan  Hermawan  alias  Hermawan  SP  alias  Iwan  Bin

Muhammad Karno;

5. Pengutipan  Pasal  18  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah  diubah

dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus dilengkapi dan dibaca “Dalam

hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b,  maka

dipidana dengan pidana penjara yang lamanya”;
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6. Pada bagian menimbang,  bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di

persidangan   bahwa  terdakwa  telah  meperoleh  keuntungan  sebesar

Rp88.150.000  (delapan  puluh  delapan  juta  seratus  lima  puluh  ribu

rupiah),maka berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah

dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut,  terdakwa   diwajibkan

mengganti  kerugian negara sebesar  yang terdakwa  peroleh tersebut  dan

dengan segala akibat hukumnya. Berhubung karena kalimat tersebut dicopy

paste  (diambil  alih)  dari  dokumen  berkas  perkara  yang  terdakwanya

Hermawan  alias  Hermawan  SP  alias  Iwan  Bin  Muhammad  Karno  yang

merupakan perkara yang displit (dipecah) tanpa diedit lagi oleh majelis hakim

tingkat  pertama,  maka  yang  benar  adalah  sesuai  dengan  fakta  yang

terungkap  di  persidangan  dimana  terdakwa Kusen  Bin  Mat  Mustam telah

memperoleh keuntungan sebesar Rp 72.650.000,- (tujuh puluh dua juta enam

ratus lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang

Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  terdakwa

diwajibkan  mengganti  kerugian  negara  sebesar  yang  terdakwa   peroleh

tersebut dan dengan segala akibat hukumnya.-

Menimbang, bahwa kesalahan-kesalahan yang ditemukan majelis hakim

tingkat banding dalam Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang nomor : 54/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk

tanggal  24  Februari  2016  tersebut  sebenarnya  berkas  perkara  dan  salinan

putusannya  sudah  pernah  dikembalikan  untuk  diperbaiki  dan  disempurnakan

oleh majelis hakim tingkat pertama, namun ternyata berkas perkara dan salinan

putusan tersebut tidak pernah diperbaiki;- ----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa sebenarnya kesalahan-kesalahan tersebut akibat dari

kelalaian majelis hakim tingkat pertama dalam mengcopy paste berkas perkara

dan  salinan  putusan  perkara   nomor  :  52/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk  yang

terdakwanya Hermawan alias Hermawan SP alias Iwan Bin Muhammad Karno

dan perkara  a quodisplit oleh Jaksa Penuntut  Umum menjadi  3  (tiga)  berkas
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perkara,  salah  satunya  adalah  perkara  nomor  :  54/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk

dengan terdakwa Kusen Bin Mat Mustam;- --------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  menurut  penilaian  majelis  hakim  tingkat  banding

berkas  perkara  nomor  :  54/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk  dengan  terdakwa Kusen

Bin Mat Mustam yang telah diputus oleh majelis hakim tingkat  pertama pada

tanggal 24 Februari 2016, secara materiil terbukti benar adanya dan berdasarkan

fakta yang terungkap di persidangan serta ditambah dengan keyakinan majelis

hakim terbukti  secara  sah bahwa terdakwa Kusen Bin  Mat  Mustam bersalah

“melakukan tindak pidana korupsi  yang dilakukan secara  bersama sama dan

berlanjut”;----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  terhadap  alasan-alasan  memori  banding  yang

diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  majelis  hakim  tingkat  banding

menanggapinya sebagai berikut: 

1. Untuk  alasan  banding  nomor  1,  majelis  hakim  tingkat  banding

berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama telah

tepat  dan  benar,  karena  berdasarkan  fakta  alat  bukti  keterangan  5  (lima)

orang saksi yang meringankan yang terungkap di persidangan terbukti bahwa

setiap  tahunnya ada  acara  wayangan  dan acara  pengajian  setiap  hendak

memasuki  bulan  suroan  serta  warga  tidak  pernah  dipungut  biaya  untuk

mengadakan  acara  tersebut.  Disamping  itu,  tidak  ada  ketentuan  yang

mewajibkan  majelis  hakim  harus  tunduk  dan  terikat  dengan  pasal  yang

menurut  Jaksa  Penuntut  Umum  terbukti.  Dalam  menentukan  kesalahan

terdakwa,  majelis  hakim mendasarkan  pada  segala  sesuatu  yang  terbukti

dalam  pemeriksaan  di  sidang  ditambah  dengan  keyakinannya.  Oleh

karenanya  alasan  ini  tidak  perlu  dipertimbangkan

lagi;--------------------------------------------------------------------------

2. Selanjutnya untuk  alasan nomor 2 dan nomor 3,  majelis  hakim tingkat

banding  berpendapat  bahwa  majelis  hakim  tingkat  pertama  telah

mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga alasan ini menurut

majelis hakim tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;-------------------
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Menimbang, bahwa  setelah  Pengadilan  Tinggi  mempelajari  dengan

seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-

saksi  maupun  keterangan  Terdakwa,  barang  bukti,  tuntutan  Jaksa  Penuntut

Umum, Nota Pembelaan dari Penasihat  Hukum Terdakwa, turunan resmi salinan

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  Kelas 1A

Tanjungkarang  tanggal 24 Februari 2016 nomor : 54/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk.,

Memori  Banding  Jaksa  Penuntut  Umum,  Pengadilan  Tinggi  Tindak  Pidana

Korupsi  pada  Pengadilan  Tinggi  Tanjungkarang  sependapat  dengan

pertimbangan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A Tanjungkarang  dalam  putusannya  bahwa

terdakwa Kusen Bin Mat Mustam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi  “yang dilakukan Secara Bersama-sama dan

Berlanjut” dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tersebut

diambil  alih  dan  dijadikan  pertimbangan  Pengadilan  Tinggi  Tindak  Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sendiri dalam mengadili perkara

ini pada tingkat banding,kecuali mengenai lamanya penjatuhan pidana kurungan

sebagai  pengganti  pidana  denda  yang  perlu

diperbaiki;---------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka  putusan

Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A

Tanjungkarang, nomor: 54/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk., tanggal 24 Februari 2016

harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti

pidana denda  yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya

akan dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah

ini;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  baik  dalam  putusan  tingkat

pertama  maupun  tingkat  banding  telah  terbukti  bersalah  dan  dijatuhi  pidana,

maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua

tingkat peradilan;------------------------------------------------------------------------------------
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  berada  dalam  tahanan  dan

tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari  tahanan, maka

sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a jo. Pasal 242 KUHAP memerintahkan supaya

terdakwa tetap berada dalam tahanan;- ------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan

diucapkan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai

Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I.  Nomor 8 Tahun 1981  masa penahanan

yang telah dijalani terdakwa  akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara

yang dijatuhkan;-------------------------------------------------------------------------------------

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal  18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo

Pasal  64  ayat  (1)  KUHPidana,   dan  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan;- ------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I:

I. Menerima  permintaan  banding  dari  Jaksa  Penuntut

Umum;------------------------

II. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Kelas 1A Tanjungkarang nomor: 54/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tjk., tanggal

24  Februari  2016  yang  dimohonkan  banding  tersebut  sekedar  mengenai

lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan

kepada terdakwa, sehingga amar  selengkapnya berbunyi  sebagai  berikut:

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Menyatakan  terdakwa  KUSEN BIN MAT MUSTAM tidak  terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah ”melakukan tindak Pidana Korupsi”

sebagaimana didakwaan  dalam dakwaan Kesatu Primair;-

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;-
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3. Menyatakan terdakwa  KUSEN BIN MAT MUSTAM terbukti secara

sah dan meyakinkan  bersalah ”melakukan tindak Pidana Korupsi  yang

dilakukan secara bersama sama dan berlanjut”;-

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KUSEN BIN MAT MUSTAM

dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar

Rp.50.000.000,-,  (Lima  puluh  juta rupiah)dengan  ketentuan  jika  denda

tersebut  tidak  dibayar  diganti denganpidana  kurungan  selama  3

(tiga)bulan;

5. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;-

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk mengganti

kerugian negara sebesar Rp72.650.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus

lima puluh ribu rupiah)yang apabila setelah 1 bulan setelah putusan ini

berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar maka harta bendanya

disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi kerugian tersebut

dan  apabila  terdakwa  tidak  mempunyai  harta  benda yang  mencukupi

maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-

8. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2010  Triwulan  I  (Satu)  Desa  Sukoharjo,  tanggal  30  April  2010,  Yang

ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN. S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung Sdr.

Drs. AGUS SUTIYONO, berikut data pendukung berupa :

a). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 21 April 2010 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  16  orang,  Yang  ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK
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Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. SP.

b). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  I

(Pertama) Tahun 2010 Desa Sukoharjo, tanggal 21 April 2010 yang di

tandatangani oleh Bendahara Desa Sdr. SODIK, Mengetahui Kepala

Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung Sdr. Drs. AGUS SUTIYONO.

c). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 21 April 2010 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

d). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Pertama) Tahun 2010

Desa  Sukoharjo,  tanggal  21  April  2010  yang  di  tandatangani

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala  Desa  Sukoharjo

Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  Drs.

AGUS SUTIYONO.

2). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2010  Triwulan  II  (Dua)  Desa  Sukoharjo,  tanggal  24  Juni  2010,  Yang

ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN. S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung Sdr.

Drs. AGUS SUTIYONO, berikut data pendukung berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 24 Juni 2010 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  16  orang,  Yang  ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK

Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. SP.

Halaman  125 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

126

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 01, Tanggal 24-6-2010, yang bertuliskan

Telah terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,-

(Dua  puluh  dua  juta  enam  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  Untuk

Pembayaran : TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani

oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN.

c). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  II

(Kedua) Tahun 2010 Desa Sukoharjo, tanggal Kosong Juni 2010 yang

di  tandatangani  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala

Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung Sdr. Drs. AGUS SUTIYONO.

d). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 24 Juni 2010 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 02, Tanggal 24-6-2010, yang bertuliskan

Telah terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,-

(Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD RT

22 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN.

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II  (Kedua) Tahun 2010

Desa  Sukoharjo,  tanggal  Kosong  Juni  2010  yang  di  tandatangani

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala  Desa  Sukoharjo

Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  Drs.

AGUS SUTIYONO.

3). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2010  Triwulan  III  (Tiga)  Desa  Sukoharjo,  tanggal  20-10-2010,  Yang

ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN. S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH, berikut data pendukung berupa : 
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a). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 20-10-2010 yang bertuliskan Terima dari  :  Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  16  orang,  Yang  ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK

Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. SP. 

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, Tanggal 20-10-2010, yang bertuliskan Telah

terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran :

TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang

Menerima Sdr. KUSEN.

c). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga)

Tahun 2010 Desa Sukoharjo, tanggal 20-10-2010 yang di tandatangani

oleh  :  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH.

d). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 20-10-2010 yang bertuliskan Terima dari  :  Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, Tanggal 20-10-2010, yang bertuliskan Telah

terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,- (Tiga

belas juta  dua ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD Ketua

RT 22 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN.

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  III  (Tiga)  Tahun  2010

Desa Sukoharjo, tanggal 20-10-2010 yang di tandatangani Bendahara

Desa  Sdr.  SODIK,  Mengetahui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.
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HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  JAROT

SUSENO, SH. 

4). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2010 Triwulan IV (Keempat) Desa Sukoharjo, tanggal 22-12-2010, Yang

ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN. S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH, berikut data pendukung berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 22-12-2010 yang bertuliskan Terima dari  :  Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  16  orang,  Yang  ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK

Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. SP. 

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, Tanggal 22-12-2010, yang bertuliskan Telah

terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran :

TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang

Menerima Sdr. KUSEN.

c). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  IV

(Keempat) Tahun 2010 Desa Sukoharjo, tanggal 22-12-2010 yang di

tandatangani oleh Bendahara Desa Sdr. SODIK, Mengetahui Kepala

Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH. 

d). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/IV/2010,

Tanggal 20-10-2010 yang bertuliskan Terima dari  :  Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.
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e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, Tanggal 22-12-2010, yang bertuliskan Telah

terima dari : Bendahara Desa, Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,- (Tiga

belas juta  dua ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD Ketua

RT 22 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN.

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV (Kempat) Tahun 2010

Desa  Sukoharjo  KeCamat  Sekampung  Kabupaten  Lampung  Timur,

tanggal  22-12-2010  yang  di  tandatangani  Bendahara  Desa  Sdr.

SODIK, Mengetahui Kepala Desa Sukoharjo Sdr.  HERMAWAN. S.P,

Mengetahui Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH. 

5). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2011 Triwulan I  (Satu)  Desa Sukoharjo  Bulan Januari,  Februari,  Maret

Tahun  2011,  tanggal  21  Juli  2011,  Yang  ditandatangani  oleh  :

Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH, berikut data

pendukung berupa :

a). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/   /2010,

Tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  16  orang,  Yang  ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK

Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. SP.

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara Desa Uang Sejumlah Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk pembayaran

TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh :  yang

menerima Sdr. KUSEN.

c). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Satu)

Desa  Desa  Sukoharjo  Bulan  Januari,  Februari,  Maret  Tahun  2011,

tanggal 21 Juli  2011 yang di tandatangani oleh Penanggung Jawab
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Adminstrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat

Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH. 

d). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/   /2010,

Tanggal  21 Juli  2011 yang bertuliskan Telah terima dari  Bendahara

Desa Sukoharjo, Uang Sebesar Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua

ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran TPKPD untuk Ketua-Ketua RT

22 orang, Yang ditandatangani  oleh :  Yang Menerima Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara Desa Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,- (Tiga

belas juta dua ratus ribu rupiah), Untuk pembayaran : TPKPD RT 22

16 orang, Yang ditandatangani oleh : yang menerima Sdr. KUSEN. 

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Satu) Desa Sukoharjo

Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2011, tanggal 21 Juli 2011 yang

di tandatangani Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.  JAROT

SUSENO, SH.

6). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2011 Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2011,

tanggal  21  Juli  2011,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Penanggung  Jawab

Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH, berikut data pendukung berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/   /2010,

Tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo,  Uang  Sebesar  :  Rp.  22.650.000,-  (Dua  puluh  dua  juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  16  orang,  Yang  ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK

Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. SP. 
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b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara Desa Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk pembayaran :

TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh :  yang

menerima Sdr. KUSEN. 

c). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (Dua)

Desa Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2011, tanggal 21

Juli 2011 yang di tandatangani oleh : Penanggung Jawab Adminstrasi

Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH.

d). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/   /2010,

Tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 21 Juli 2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara Desa Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,- (Tiga

belas juta dua ratus ribu rupiah),  Untuk pembayaran TPKPD RT 22

orang, Yang ditandatangani oleh : yang menerima Sdr. KUSEN. 

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo

Bulan  April,  Mei,  Juni  Tahun  2011,  tanggal  21  Juli  2011  yang  di

tandatangani  Bendahara Desa Sdr.  SODIK, Kepala Desa Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.  JAROT

SUSENO, SH.

7). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2011 Triwulan III (Tiga) Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September

Tahun  2011,  tanggal  13  Desember  2011,  Yang  ditandatangani  oleh  :

Penanggung Jawab Administrasi  Bendahara  Desa Sdr.  SODIK,  Kepala

Desa/Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.
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HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO,

SH, berikut data pendukung berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 01/TPKPD/   /2010,

Tanggal 13 Desember 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara

Desa Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 22.650.000,- (Dua puluh dua juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk

Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  16  orang,  Yang  ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK

Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. SP. 

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 13-12-2011 yang bertuliskan Telah

Terima dari : Bendahara ADD, Uang Sejumlah : Rp. 22.650.000,- (Dua

puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk pembayaran :

TPKPD Perangkat Desa 16 orang, Yang ditandatangani oleh :  yang

menerima Sdr. KUSEN.

c). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga)

Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2011, tanggal

13  Desember  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab

Adminstrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat

Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH.

d). 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 02/TPKPD/   /2010,

Tanggal 13 Desember 2011 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara

Desa Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua

ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk Ketua-Ketua RT

22 orang, Yang ditandatangani  oleh :  Yang Menerima Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P. 

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 13 Desember 2011 yang bertuliskan

Telah Terima dari : Bendahara ADD, Uang Sejumlah : Rp. 13.200.000,-

(Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), Untuk pembayaran : TPKPD RT

22 orang, Yang ditandatangani oleh : yang menerima Sdr. KUSEN. 
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f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga) Desa Sukoharjo

Bulan  Juli,  Agustus,  September  Tahun  2011,  tanggal  13  Desember

2011 yang di tandatangani Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH.

8). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2011 Triwulan IV (Empat) Desa Sukoharjo Bulan Desember Tahun 2011,

tanggal  19  Juni  2012,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Penanggung  Jawab

Administrasi  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa/Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH, berikut data

pendukung berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Triwulan IV (Empat) Desa Sukoharjo Bulan

Desember Tahun 2011,  tanggal  19 Juni  2012 yang di  tandatangani

oleh Penanggung Jawab Adminstrasi  Bendahara Desa Sdr.  SODIK,

Kepala  Desa  Selaku  Penanggung Jawab Kegiatan  Desa  Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.  JAROT

SUSENO, SH.

b). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran, Tanggal 19 Juni 2012 yang

bertuliskan Terima Dari  Bendahara Pengeluaran :  Bendahara Desa,

Uang Sebesar : Rp. 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah),

Yaitu Untuk Pembayaran : TPKPD RT 22 orang, Yang ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Pengeluaran  Sdr.

SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Pengguna  Anggaran  Sdr.

HERMAWAN. S.P.

c). 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan IV Desa

Sukoharjo Bulan Desember Tahun 2011, tanggal 19 Juni 2012 yang di

tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH. 
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9). 1 (Satu)  Lembar Surat  Pertanggung Jawaban (SPJ)  Dana TPKPD dan

Ketua RT Triwulan I (Satu) Tahun 2012 Desa Sukoharjo Bulan Januari,

Februari, Maret Tahun 2012, tanggal 19 Juni 2012, Yang ditandatangani

oleh  :  Penanggung  Jawab  Administrasi  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,

Kepala Desa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr.

HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO,

SH, berikut data pendukung berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Triwulan  I  (Satu)  Tahun  2012  Desa

Sukoharjo Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2012, tanggal 19 Juni

2012  yang  di  tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung

Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui

Camat Sekampung Sdr. JAROT SUSENO, SH.

d). 1 (Satu) Lembar  Bukti Kas Pengeluaran, Tanggal 19 Juni 2012 yang

bertuliskan  Terima  dari  Bendahara  Pengeluaran  Bendahara  Desa,

Uang Sebesar Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah),

Yaitu Untuk Pembayaran TPKPD RT 22 orang, Yang ditandatangani

oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Pengeluaran  Sdr.

SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Pengguna  Anggaran  Sdr.

HERMAWAN. S.P.

f). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan I

(Satu)  Tahun  2012  Desa  Sukoharjo  Bulan  Januari,  Februari,  Maret

Tahun  2012,  tanggal  19  Juni  2012  yang  di  tandatangani  oleh

Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala

Desa  Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  JAROT

SUSENO, SH.

10).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD dan

Ketua RT Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun

2012, tanggal 24 Agustus 2012, Yang ditandatangani oleh : Penanggung

Jawab Administrasi  Bendahara Desa Sdr.  SODIK, Kepala Desa Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui  Camat Sekampung Sdr.  HERMAN SYAHRI,  S.Sos,  berikut

data pendukung berupa : 

Halaman  134 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134
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a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  01/TPKPD/2012,

Tanggal 24 Agustus 2012 yang bertuliskan Terima Dari  :  Bendahara

Desa, Uang Sebesar : Rp. 20.850.000,- (Dua puluh juta delapan ratus

lima puluh  ribu  rupiah),  Untuk  Pembayaran :  TPKPD untuk  Kepala

Desa dan Perangkat Desa 15 orang, Yang ditandatangani oleh : Yang

Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan

Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

b). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Triwulan  II  (Dua)  Desa  Sukoharjo  Bulan

April, Mei, Juni Tahun 2012, yang di tandatangani oleh Penanggung

Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku

Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P,

Mengetahui Camat Sekampung Sdr. HERMAN SYAHRI, S.Sos.

c). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  02/TPKPD/2012,

Tanggal 24 Agustus 2012 yang bertuliskan Terima Dari  :  Bendahara

Desa, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu

rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22 orang,

Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara

Sdr. SODIK Mengetahui dan Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr.

HERMAWAN. S.P.

d). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan II

(Dua)  Desa  Sukoharjo  Bulan  April,  Mei,  Juni  Tahun  2012,  yang  di

tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa

Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos.

11).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD dan

Ketua RT Triwulan III  (Tiga) Juli,  Agustus, September 2012, tanggal 15

Oktober  2012,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Penanggung  Jawab

Administrasi  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui  Camat Sekampung Sdr.  HERMAN SYAHRI,  S.Sos,  berikut

data pendukung berupa : 

Halaman  135 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135
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a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  01/TPKPD/2012,

Tanggal 15-10-2012 yang bertuliskan Terima Dari : Bendahara Desa,

Uang Sebesar : Rp. 20.850.000,- (Dua puluh juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah),  Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Kepala Desa

dan  Perangkat  Desa  15  orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang

Menerima  Sdr.  KUSEN,  Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan

Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P. 

b). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga)

Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2012, yang di

tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,

Kepala  Desa  Selaku  Penanggung Jawab Kegiatan  Desa  Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. HERMAN

SYAHRI, S.Sos.

c). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  02/TPKPD/2012,

Tanggal 15-10-2012 yang bertuliskan Terima Dari : Bendahara Desa,

Uang  Sebesar  :  Rp.  13.200.000,-  (Tiga  belas  juta  dua  ratus  ribu

rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22 orang,

Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara

Sdr. SODIK Mengetahui dan Menyetujui Kepala Desa Sukoharjo Sdr.

HERMAWAN. S.P.

d). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga) Desa Sukoharjo

Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2012, Tanggal 15 Oktober 2012

yang di tandatangani oleh Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

12).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD dan

Ketua  RT  Triwulan  IV  (Empat)  Oktober,  Nopember,  Desember  2012,

tanggal 11 Januari 2013, Yang ditandatangani oleh: Penanggung Jawab

Administrasi  Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui  Camat Sekampung Sdr.  HERMAN SYAHRI,  S.Sos,  berikut

data pendukung berupa : 

Halaman  136 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136
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a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  01/TPKPD/2013,

Tanggal 11-01-2013 yang bertuliskan Terima Dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 20.850.000,- (Dua puluh juta delapan

ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD Perangkat

Desa  15  orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.

KUSEN, Bendahara Sdr. SODIK Mengetahui dan Menyetujui  Kepala

Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

b). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Penerima Tunjangan Kepala Desa Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  IV

(Empat) Desa Sukoharjo Bulan Oktober, Nopember, Desember Tahun

2012, yang di tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Sdr.

SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

c). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  02/TPKPD/2012,

Tanggal 11-01-2013 yang bertuliskan Terima Dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD RT sebanyak 22 orang, Yang

ditandatangani  oleh :  Yang Menerima Sdr.  KUSEN, Bendahara Sdr.

SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

HERMAWAN. S.P.

d). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  IV  (Empat)  Desa

Sukoharjo Bulan Oktober, Nopember, Desember Tahun 2012, Tanggal

11  Januari  2013  yang  di  tandatangani  oleh  Bendahara  Desa  Sdr.

SODIK, Kepala Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui

Camat Sekampung Sdr. HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

13).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2013 Triwulan I  (Satu)  Desa Sukoharjo  Bulan Januari,  Februari,  Maret

Tahun  2013,  tanggal  30  Mei  2013,  Yang  ditandatangani  oleh  :

Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku

Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,

Mengetahui  Camat Sekampung Sdr.  HERMAN SYAHRI,  S.Sos,  berikut

data pendukung berupa : 

Halaman  137 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137
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a). 1(Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran,  Tanggal  30-05-2013  yang

bertuliskan  Terima dari  Bendahara  Pengeluaran :  Bendahara  Desa,

Uang Sebesar : Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah),  Yaitu  Untuk Pembayaran :  TPKPD Perangkat  Desa 15

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui

Pengguna Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P.

b). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 30-05-2013 yang bertuliskan Telah

Terima  dari  :  Bendahara,  Uang  Sejumlah  :  Rp.  25.800.000,-  (Dua

puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran : TPKPD

Perangkat Desa 15 orang, Yang ditandatangani oleh : yang menerima

Sdr. KUSEN. 

c). 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  I  (Satu)  Desa

Sukoharjo  Bulan  Januari,  Februari,  Maret  Tahun  2013,  yang  di

tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,

Kepala  Desa  Selaku  Penanggung Jawab Kegiatan  Desa  Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. HERMAN

SYAHRI, S.Sos. 

d). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran  Nomor  :  02/TPKPD/2013,

Tanggal 30 Mei 2013 yang bertuliskan Terima dari : Bendahara Desa

Sukoharjo, Uang Sebesar : Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus

ribu rupiah), Untuk Pembayaran :  TPKPD untuk Ketua-Ketua RT 22

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Kepala  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P.

e). 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tanggal 30 Mei 2013 yang bertuliskan Telah

Terima dari Bendahara, Uang Sejumlah  Rp. 13.200.000,- (Tiga belas

juta dua ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran TPKPD RT 22 orang,

Yang ditandatangani oleh : yang menerima Sdr. KUSEN. 

f). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Satu) Desa Sukoharjo

Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2013, yang di tandatangani oleh

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.

Halaman  138 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.
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HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  HERMAN

SYAHRI, S.Sos. 

14).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2013 Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2013,

tanggal  06-08-2013,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Penanggung  Jawab

Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung  Sdr.  HERMAN  SYAHRI,  S.Sos,  berikut  data  pendukung

berupa : 

a). 1 (Satu) Lembar  Bukti  Kas Pengeluaran, Tanggal  06-08-2013,  yang

bertuliskan  Terima  Dari  Bendahara  Pengeluaran  :  Desa  Sukoharjo,

Uang Sebesar :  Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah),  Yaitu Untuk Pembayaran :  TPKPD Perangkat Desa 15

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui

Pengguna Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P.

b). 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat

Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  II  (Dua)  Desa

Sukoharjo  Bulan  April,  Mei,  Juni  Tahun  2013,  Tanggal  06-08-2013,

yang  di  tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.

SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos.

c). 1 (Satu) Lembar  Bukti  Kas Pengeluaran, Tanggal  06-08-2013,  yang

bertuliskan  Terima  Dari  Bendahara  Pengeluaran  :  Desa  Sukoharjo,

Uang  Sebesar  :  Rp.  13.200.000,-  (Tiga  belas  juta  dua  ratus  ribu

rupiah),  Yaitu  Untuk  Pembayaran  :  TPKPD RT sejumlah  22  orang,

Yang ditandatangani oleh : Yang Menerima Sdr. KUSEN, Bendahara

Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui  Pengguna

Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P.

d). 1  (Satu)  Lembar  Daftar  Tanda  Terima  Tunjangan  Ketua-Ketua  RT

(TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo

Bulan  April,  Mei,  Juni  Tahun  2013,  yang  di  tandatangani  oleh

Bendahara  Desa  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Sukoharjo  Sdr.
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HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat  Sekampung  Sdr.  HERMAN

SYAHRI, S.Sos.

15).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2013 Triwulan III (Tiga) Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September

Tahun 2013, tanggal 20-12-2013, Yang ditandatangani oleh : Penanggung

Jawab Administrasi Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab

Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung  Sdr.  HERMAN  SYAHRI,  S.Sos,  berikut  data  pendukung

berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran,  Tanggal  20-12-2013 yang

bertuliskan Terima Dari  Bendahara Pengeluaran :  Bendahara Desa,

Uang Sebesar :  Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah),  Yaitu Untuk Pembayaran :  TPKPD Perangkat Desa 15

orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui

Pengguna Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P. 

b). 1  (Satu)  Lembar  Tanda  Penerima  Tunjangan  Kepala  Desa  Dan

Perangkat Desa (TPKPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Tiga)

Desa Sukoharjo Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2013, yang di

tandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Administrasi  Sdr.  SODIK,

Kepala  Desa  Selaku  Penanggung Jawab Kegiatan  Desa  Sukoharjo

Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. HERMAN

SYAHRI, S.Sos. 

16).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun

2013 Triwulan IV (Empat)  Bulan Oktober,  Nopember,  Desember  Tahun

2013, tanggal 20-12-2013, Yang ditandatangani oleh : Penanggung Jawab

Administrasi  Sdr.  SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab

Kegiatan  Desa  Sukoharjo  Sdr.  HERMAWAN.  S.P,  Mengetahui  Camat

Sekampung  Sdr.  HERMAN  SYAHRI,  S.Sos,  berikut  data  pendukung

berupa : 

a). 1  (Satu)  Lembar  Bukti  Kas  Pengeluaran,  Tanggal  20-12-2013 yang

bertuliskan Terima Dari  Bendahara Pengeluaran :  Bendahara Desa,

Uang Sebesar :  Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah),  Yaitu Untuk Pembayaran :  TPKPD Perangkat Desa 15
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orang,  Yang  ditandatangani  oleh  :  Yang  Menerima  Sdr.  KUSEN,

Bendahara  Pengeluaran  Sdr.  SODIK  Mengetahui  dan  Menyetujui

Pengguna Anggaran Sdr. HERMAWAN. S.P.

b). 1  (Satu)  Lembar  Tanda  Penerima  Tunjangan  Kepala  Desa  Dan

Perangkat  Desa  (TPKPD)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Triwulan  IV

(Empat) Desa Sukoharjo Bulan Oktober, Nopember, Desember Tahun

2013, yang di tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Sdr.

SODIK,  Kepala  Desa  Selaku  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Desa

Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos.

17).  1  (Satu)  Buah  Surat  Pernyataan,  tanggal  15-09-2013  Yang  isinya

menjelaskan  bahwa  masing-masing  RT  Sukoharjo  Kecamatan

Sekampung Lampung Timur, tidak mengadakan tuntutan hukum apapun

dikemudian  hari  dengan  siapun  juga,  dengan  apa-apa  yang  timbul

karenanya. Dana TPKPD ikhlas kami berikan dan kami serahkan kepada

desa, demi kepentingan pemerintahan desa sukoharjo dll,  yang ditanda

tangani  oleh  masing-masing  sebagai  berikut  :  Sdr.  TURMADI,  Sdr.

HADIREJO, Sdr. KISMAN, Sdr. RAHMAT, Sdr. SUWARTO, Sdr. SAMPUN,

Sdr. SUKIMIN, Sdr. SUKIMAN, Sdr. SUTARNO, Sdr. AKBARI, Sdr. MADI

SUTRISNO, Sdr. TUGIMAN, Sdr. GORO/SUWARNO, Sdr. NARNO, Sdr.

KUSNATI,  Yang ditandatangani  oleh saksi-saksi  :  Sdr.  MUSTOLIP, Sdr.

RUSWANTO,  Sdr.  BOIMIN,  Sdr.  SARYAM,  Sdr.  SUPIYONO,  Sdr.

MUSWANDI, Sdr. JAMUN, Sdr. DALIYO dan di tandatangani oleh Kepala

Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN serta di tandatangani oleh Ketua BPD

Sukoharjo Sdr. Hi. Im. PURWANTO.

18). 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. kosong, tanggal 20-07-2011 Yang isinya :

Telah  terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah

Rp.63.600.000,-  (Enam puluh  tiga  juta  enam ratus  ribu  rupiah).  Untuk

pembayaran  :  Tunjangan  pamong  desa  Sukoharjo  (TPKPD).  Yang

ditandatangani oleh Sdr. KUSEN.

19). 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 06, tanggal 13-12-2011 Yang isinya : Telah

terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah

Rp.31.800.000,-  (Tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Untuk

pembayaran  :  Honor  pamong  3  bulan.  Yang  ditandatangani  oleh  Sdr.

KUSEN.
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20). 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 08, tanggal 08-01-2012 Yang isinya : Telah

terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah

Rp.21.200.000,-  (Dua  puluh  satu  juta  dua  ratus  ribu  rupiah).  Untuk

pembayaran :  Tunjangan pamong desa 6 kaur,  8  bayan,  22 RT.  Yang

ditandatangani oleh yang menerima uang Sdr. KUSEN

21). 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 015, tanggal 19 Juni 2012 Yang isinya :

Telah terima  dari : Sdr. HERMAWAN. Uang sejumlah Rp. 46.000.000,-

(Empat puluh enam juta rupiah). Untuk pembayaran : TPKPD  pamong

Desa Sukoharjo  Triwulan I.  II  4  bulan.  Yang ditandatangani  oleh  yang

menerima Sdr. KUSEN. 

22). 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. kosong, tanggal 25-8-2012 Yang isinya :

Telah  terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK  (KADES).  Uang

sejumlah  Rp.  34.000.000,-  (Tiga  puluh  empat  juta  rupiah).  Untuk

pembayaran : Honor pamong triwulan II.  Yang ditandatangani oleh Sdr.

KUSEN.

23). 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 016, tanggal 16 Oktober 2012 Yang isinya:

Telah  terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah

Rp.34.050.000,-  (Tiga  puluh  empat  juta  lima  puluh  ribu  rupiah).  Untuk

pembayaran : TPKPD pamong desa Sukoharjo. Yang ditandatangani oleh

penerima Sdr. KUSEN. 

24).  1  (Satu) Lembar Kwitansi  No. 013,  tanggal  10-01-2013 Yang isinya :

Telah terima  dari : Sdr. HERMAWAN, Sdr. SODIK. Uang sejumlah Rp.

36.550.000,-  (Tiga  puluh  enam juta  lima ratus  lima puluh ribu  rupiah).

Untuk pembayaran : Honor pamong, kaur 6 orang, bayan 8 dusun dan RT

22. Yang ditandatangani oleh yang menerima dana Sdr. KUSEN. 

25).  1  (Satu)  Lembar  Kwitansi  No.  018,  tanggal  20-06-2013  Yang  isinya

:Telah terima  dari : Sdr. HERMAWAN. Uang sejumlah Rp. 36.000.000,-

(Tiga  puluh  enam  juta  rupiah).  Untuk  pembayaran  :  Tunjangan

kesejahteraan pamong desa Sukoharjo 2013 6 kaur, 8 kadus, 22 RT. Yang

ditandatangani oleh yang menerima Sdr. KUSEN. 

26). 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 02, tanggal 01-08-2013 Yang isinya : Telah

terima   dari  :  Sdr.  Kepala  Desa  HERMAWAN.  Uang  sejumlah

Rp.36.000.000,-  (Tiga  puluh  enam  juta  rupiah).  Untuk  pembayaran  :
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Tunjangan pamong desa Sukoharjo triwulan II  4 Kaur, 2 Kasi, 8 Kadus

dan 22 RT. Yang ditandatangani oleh yang menerima Sdr. KUSEN.

27). 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. kosong, tanggal 20-12-2013 Yang isinya :

Telah  terima   dari  :  Sdr.  HERMAWAN,  Sdr.  SODIK.  Uang  sejumlah

Rp.78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah). Untuk pembayaran :

Tunjangan  TPKPD Triwulan  III  dan  IV.  Yang  ditandatangani  oleh  yang

menerima Sdr. KUSEN.

28). Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D/0347/16/SK/2010,

tanggal  08  April  2010,  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.S.

MUSTAKIM,S.Sos.M.Si. Triwulan I (Satu)  Tahun Anggaran 2010 beserta

lampiranya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor:  240/

49/16.SPM/ SK/ 2010, Tanggal 08 April 2010 yang di tandatangani oleh

Sdr. ALMATURIDI, SE.

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, senilai Rp. 499.200.000,- (empat ratus sembilan puluh

sembilan ribu dua ratus ribu rupiah) tanggal dan Bulan Kosong 2010.

c) 1  (satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  Langsung  Bantuan

Keuangan  (SPP-LS)  Nomor:  900/49/16.SPP/SK/  2010,  Tanggal  08

April  2010  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.AMALIA MARDHATILLA,

SE.

d) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor  :  900/49/16.SPP/SK/  2010,  Tanggal  08  April  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.AMALIA MARDHATILLA, SE.

e) 1 (satu) lembar Surat Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat

perintah  Pembayaran  (SPP-LS)  Bantuan  Keuangan  yang  di

tandatangani oleh Sdri.AMALIA MARDHATILLA, SE.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  Surat  perintah

Pembayaran (SPP), tanggal 08 April 2010 yang di tandatangani oleh

Sdr.ALMATURIDI,SE.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  08  April  2010  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.AMALIA

MARDHATILLA, SE dan Sdr. ALMATURIDI.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal 08 April 2010 yang di tandatangani oleh Sdr. ALMATURIDI.
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29). Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :SP2D/2611/16/SK/2010,

tanggal  16  Juni  2010,  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.S.

MUSTAKIM,S.Sos.M.Si. Triwulan II (Dua)  Tahun Anggaran 2010 beserta

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor:

240/170/16.SPM/  SK/  2010,  Tanggal  15  Juni  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdr. ALMATURIDI, SE.

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2010.

c) 1(satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  (SPP)  Nomor  :

900/170/16.SPP/SK/2010, Tanggal 15 Juni 2010 yang di tandatangani

oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

d) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor  :  900/170/16.SPP/SK/  2010,  Tanggal  15  Juni  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

e) 1 (satu)  lembar Surat  Rincian Dana Surat  perintah Pembayaran

(SPP) yang di tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  Surat  perintah

Pembayaran (SPP), tanggal 15 Juni 2010 yang di tandatangani oleh

Sdr.ALMATURIDI,SE.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal 15 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE

dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS,  tanggal  15  Juni  2010  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  AMALIA

MARDHATILLA, SE dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

30). Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :SP2D/06255/16/SK/2010,

tanggal  19  Oktober  2010,  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.S.

MUSTAKIM,S.Sos.M.Si. Triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2010 beserta

lampiranya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/300/16.SPM/  SK/  2010,  Tanggal  19  Oktober  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdr. ALMATURIDI, SE.

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2010.
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c) 1  (satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  (SPP)  Nomor  :

910/300/16.SPP/SK/2010,  Tanggal  19  Oktober  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

d) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor  :  910/300/16.SPP/SK/2010,  19  September  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

e) 1 (satu)  lembar Surat  Rincian Dana Surat  perintah Pembayaran

(SPP), yang di tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  Surat  perintah

Pembayaran (SPP), tanggal 19 September 2010 yang di tandatangani

oleh Sdr.ALMATURIDI,SE.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  19  September  2010 yang di  tandatangani  oleh  Sdri.ZELDA

SARI, SE dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal 19 September 2010 yang di tandatangani oleh Sdri. SRI

MULYANI,S.Pd dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

31). Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :SP2D/08831/16/SK/2010,

tanggal  20  Desember  2010,  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.RANA

DEYA.ZA,SE.  Triwulan  IV  (Empat)  Tahun  Anggaran  2010  beserta

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/360/16.SPM/  SK/  2010,  Tanggal  15  Desember  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdr. ALMATURIDI, SE.

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2010.

c) 1(satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  (SPP)  Nomor  :

910/360/16.SPP/SK/2010,  Tanggal  15  Desember  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

d) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor:  910/360/16.SPP/SK/2010,  15  Desember  2010  yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

e) 1 (satu)  lembar Surat  Rincian Dana Surat  perintah Pembayaran

(SPP),  Tanggal  15  Desember  2010  yang  di  tandatangani  oleh

Sdri.ZELDA SARI, SE.
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f) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  Surat  perintah

Pembayaran (SPP), tanggal 15 Desember 2010 yang di tandatangani

oleh Sdr.ALMATURIDI,SE.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  15  Desember  2010  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.ZELDA

SARI, SE dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal 15 Desember 2010 yang di tandatangani oleh Sdri. SRI

MULYANI,S.Pd dan Sdr. ALMATURIDI, SE.

32).  Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor:

02046/SP2D/16/SK/LS/1.20.00/2011,  tanggal  07  Juli  2011,  yang  di

tandatangani  oleh  Sdr.Drs.AGUSTAMI,  M.Si.  Triwulan  I  (Satu)  dan

Triwulan  II  (Dua)  Tahun  Anggaran  2011  beserta  lampiranya  sebagai

berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/303/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 06 Juli 2011 yang di tandatangani

oleh Sdr.Drs.AGUSTAMI,M.Si.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD Triwulan I (satu) dan Triwulan II (dua) tahun

anggaran 2011 yang ditanda tangani Sdr. Drs. AGUS SUTIYONO.

c) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2011.

d) 1  (satu)  lembar Surat  perintah  Pembayaran  (SPP)  Nomor  :

910/303/16.SPP/SK/ 2011, Tanggal 06 Juli 2011 yang di tandatangani

oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

e) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran (SPP)

Nomor  :  910/303/16.SPP/SK/  2011,  Tanggal  06  Juli  2011  yang  di

tandatangani oleh Sdri. ZELDA SARI, SE.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-

LS),  Tanggal  06  Juli  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  ZELDA

SARI, SE.

g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 06

Juli 2011 yang di tandatangani oleh Sdr.AGUSTAMI,M.Si.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  06  Juli  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.  Drs.

AGUSTAMI,M.Si dan Sdri. ZELDA SARI, SE.
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i) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS,  tanggal  06  Juli  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.  Drs.

AGUSTAMI,M.Si dan Drs. MANGESTI BUDI A, SE, M.Ec.Dv.

33).Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :04655  /SP2D/  16/

SK/LS/1.20.00/2011,  tanggal  02  Desember  2011,  yang di  tandatangani

oleh  Sdr.RANA DEYA.ZA,  SETriwulan  III  (Tiga)  Tahun  Anggaran  2011

beserta lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/582/16.SPM/  SK/  2011,  Tanggal  30  November  2011  yang  di

tandatangani oleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM. 

b) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2011.

c) 1 (satu) lembar Surat  perintah Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 910/582/16.SPP/SK/2011, Tanggal 30 November  2011 yang

di tandatangani oleh Sdri.ENDAH RENANINGTIASIH, S.IP.

d) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Surat  permintaan  Pembayaran

Langsung (SPP-LS) Nomor :  910/582/16.SPP/SK/ 2011, Tanggal  30

November  2011  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.ENDAH

RENANINGTIASIH, S.IP.

e) 1 (satu) lembar Surat Rincian Dana Surat permintaan Pembayaran

Langsung  (SPP-LS),  Tanggal  30  November  2011   yang  di

tandatangani oleh Sdri.ZELDA SARI, SE.

f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 30

November 2011 yang di tandatangani oleh Sdr.SABKI ALI, SH,MM.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  30  November  2011 yang di  tandatangani  oleh  Sdri.ENDAH

RENANINGTIASIH, S.IP dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal  30 November 2011 yang di  tandatangani  oleh Sdri.SRI

MULYANI, S.Pd dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.

34).Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :5828  /SP2D/  16/

SK/LS/1.20.00/2011,  tanggal  27  Desember  2011,  yang di  tandatangani

oleh Sdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat)  Tahun Anggaran 2011

beserta Lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Nomor  :

240/733/16.SPM/  SK/  2011,  Tanggal  27  Desember  2011  yang  di

tandatangani oleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM. 
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b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Lampung

Timur  Kepada  PPKAD  Kabupaten  Lampung  Timur  tanggal  13

Desember 2011 yang ditanda tangani Sdr. Drs. AGUS SUTIYONO .

c) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal dan Bulan Kosong 2011.

d) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 910/733/16.SPP/SK/2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang

di tandatangani oleh Sdri.ENDAH RENANINGTIASIH, S.IP.

e) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 90/733/16.SPP/SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang di

tandatangani oleh Sdri.ENDAH RENANINGTIASIH, S.IP.

f) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS),

Tanggal 27 Desember 2011  yang di tandatangani oleh Sdri.ENDAH

RENANINGTIASIH, S.IP.

g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 27

Desember 2011 yang di tandatangani oleh Sdr.SABKI ALI, SH,MM.

h) 1 (satu) lembar Surat Register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS,

tanggal  27  Desember  2011 yang di  tandatangani  oleh  Sdri.ENDAH

RENANINGTIASIH, S.IP dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.

i) 1 (satu) lembar Surat Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-

LS, tanggal  27 Desember 2011 yang di  tandatangani  oleh Sdri.SRI

MULYANI, S.Pd dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.

35).Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :

01666/SP2D/SK/BTLS/1.20.00/  2012,  tanggal  11  Juni  2012  yang  di

tandatangani  oleh  Sdri.  Dra.  SRI  ISKUNTINI,  Triwulan  I  (Satu)  Tahun

Anggaran 2012 berikut lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Permohonan  pencairan  Dana  Bantuan

TPKPD Kec. Sekampung nomor : 140 / 101 / 05 / 2012, Tanggal 10

Mei 2012 yang di tandatangani oleh Sdr.JAROT SUSENO, SH.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 15 Mei 2012, yang di tandatangani

oleh Drs. AGUS SUTIYONO.

c) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 25 Mei 2012, yang di

tandatangani oleh S MUSTAKIM, S.Sos.,M.Si.

d) 1  (satu)  lembar Surat  Persyaratan  Pengajuan  SP2D  yang  di

tandatangani oleh Sdri. RATNA DEYA, ZA,SE.
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e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD.

f) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  yang  di

tandatangani oleh S MUSTAKIM, S.Sos.,M.Si.

g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 08 Juni 2012.-

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor  :  900/34/PPKD/  SPP/  2012,  Tanggal  08  Juni  2012  yang  di

tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

i) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Nomor  :  900/34/PPKD/  SPP/

2012, Tanggal 08 Juni 2012 yang di tandatangani oleh Sdri. ENDAH

RENANINGTIASIH,SIP.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  ENDAH  RENANINGTIASIH,SIP

tanggal 08 Juni 2012

k) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani  oleh  Sdri.  ENDAH  RENANINGTIASIH,SIP  tanggal  08

Juni 2012.

l) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/127 / 05 / 2012, Tanggal 11 Juni 2012 yang di

tandatangani oleh Sdr. JAROT SUSENO, SH.

36).Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :  03100/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/2012,  tanggal  13  Agustus  2012 yang  di  tandatangani

oleh  Sdr.JUNAIDI,  SETriwulan  II  (Dua)  Tahun  Anggaran  2012  beserta

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan DanaBantuan TPKPD dari

Kecamatan  Sekampung  nomor  :  140/  157/05/2012,  tanggal  04  Juli

2012 yang ditanda tangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 09 Juli  2012, yang di tandatangani

oleh Drs. AGUS SUTIYONO.

c) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 18 Juli 2012, yang di

tandatangani oleh JUNAIDI, SE.

d) 1 (satu)  lembar Surat  Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal  10

Agustus  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.NI  WAYAN  WITA

WIDIASTUTI,SE.
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e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD tanggal 09 Agustus 2012.

f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 79 /

PPKD / SPM / 2012, tanggal 09 Agustus 2012  yang di tandatangani

oleh JUNAIDI, SE.

g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 09 Agustus 2012.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 900/79/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 09 Agustus 2012 yang di

tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

i) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 900/79/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 09 Agustus 2012 yang di

tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  ENDAH  RENANINGTIASIH,SIP

tanggal 09 Agustus 2012.

k) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani oleh Sdr.JUNAIDI, SE. Tanggal 09 Agustus 2012

l) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/199 / 05 / 2012, Tanggal 14 Agustus 2012 yang

di tandatangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos.

37).Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :  04328/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/ 2012, tanggal 08 Oktober 2012 yang di tandatangani

oleh  Sdr.JUNAIDI,  SETriwulan  III  (Tiga) Tahun  Anggaran  2012berikut

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Permohonan  pencairan  dana  bantuan

TPKPD Kec. Sekampung nomor : 140 /  217 / 05 / 2012, Tanggal  07

September 2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.HERMAN SYAHRI,

S.Sos.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada  Pihak  DP2KAD,  Tanggal  11  September  2012,  yang  di

tandatangani oleh Drs.TARMIZI.

c) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 18 Juli 2012, yang di

tandatangani oleh JUNAIDI, SE.
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d) 1 (satu)  lembar Surat  Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal  08

September  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.NI  WAYAN  WITA

WIDIASTUTI,SE.

e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD tanggal 04 Oktober 2012.

f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 120 /

PPKD / SPM / 2012, tanggal 04 Oktober 2012  yang di tandatangani

oleh JUNAIDI, SE.

g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 04 Oktober 2012.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor: 900/120/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 04 Oktober 2012 yang di

tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

i) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Nomor  :  900/120/PPKD/  SPP/

2012,  Tanggal  04  Oktober  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.

ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.  ENDAH  RENANINGTIASIH,SIP.

Tanggal  04 Oktober  Surat  permintaan Pembayaran Langsung (SPP

LS) 2012

k) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani oleh Sdr.JUNAIDI, SE. Tanggal 04 Oktober 2012.

l) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/186 / 05 / 2012, Tanggal 10 Oktober 2012 yang

di tandatangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos.

38).Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :  07140/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/ 2012, tanggal 17 Desember 2012 yang di tandatangani

oleh Sdr.JUNAIDI, SETriwulan IV (Empat)  Tahun Anggaran 2012 beserta

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Permohonan  pencairan  dana  Bantuan

TPKPD Kec. Sekampung nomor : 140 / 315 / 05 / 2012, Tanggal 28

Nopember  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.HERMAN  SYAHRI,

S.Sos.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada  Pihak  DP2KAD,  Tanggal  29  Nopember  2012,  yang  di

tandatangani oleh Drs.TARMIZI.
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c) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur  kepada  Bupati  Lampung  Timur,  Tanggal  06  Desember  2012,

yang di tandatangani oleh JUNAIDI, SE.

d) 1 (satu)  lembar Surat  Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal  17

Desember  2012  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.NI  WAYAN  WITA

WIDIASTUTI,SE.

e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD tanggal 14 Desember 2012

f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 217 /

PPKD / SPM / 2012, tanggal 14 Desember 2012  yang di tandatangani

oleh JUNAIDI, SE.

g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 14 Desember 2012.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 900/217/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 14 Desember 2012 yang

di tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

i) 1 (satu) lembar Surat pengantar Nomor : 900/217/PPKD/SPP/2012,

Tanggal 14 Desember 2012 yang di tandatangani oleh Sdri. ENDAH

RENANINGTIASIH,SIP.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Nomor : 900/217/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 14 Desember 2012 yang

di tandatangani oleh Sdri. ENDAH RENANINGTIASIH,SIP.

k) 1  (satu)  lembar Surat  pernyataan  pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani oleh Sdr.JUNAIDI, SE. Tanggal 14 Desember 2012

l) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/346 / 05 / 2012, Tanggal 19 Desember 2012

yang di tandatangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos.

39).Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :

01076/SP2D/16/SK/BTLS/1.20.00/2013,  tanggal  24  Mei  2012Triwulan  I

(Satu) Tahun Anggaran 2013 beserta lampiranya sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 30 April 2013, yang di tandatangani

oleh Drs.TARMIZI.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala DP2KAD Kab. Lampung Timur

kepada  Bupati  Lampung  Timur,  Tanggal  14  Mei  2013,  yang  di

tandatangani oleh JUNAIDI, SE.
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c) 1  (satu)  lembar Surat  Persyaratan  Pengajuan  SP2D  yang  di

tandatangani  oleh  Sdri.  Sdri.NI  WAYAN  WITA  WIDIASTUTI,SE.

Tanggal 24 Mei 2013

d) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD tanggal 22 Mei 2013

e) 1  (satu)  lembar Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  No.  024  /

117/PPKD/ SPM/ 2013, Tanggal 22 Mei 2013.

f) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 22 Mei 2013.

g) 1 (satu) lembar Surat Register SPM – Langsung, Tanggal 22 Mei

2013.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung Nomor :

900/117/PPKD/ SPP/ 2013, Tanggal 22 Mei 2013.

i) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Nomor  :  900/117/PPKD/  SPP/

2013, Tanggal 22 Mei 2013.

j) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung Nomor :

900/117/PPKD/ SPP/ 2013, Tanggal 22 Mei 2013.

k) 1  (satu)  lembar Surat  register  SPP-  Langsung,  tanggal  22  Mei

2013.

l) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Tanggal 22

Mei 2013.

m) 1  (satu)  lembar Surat  Kuasa  Pengambilan  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT No. 142/125 / 05 / 2013, Tanggal 24 Mei 2013 yang di

tandatangani oleh Sdr.HERMAN SYAHRI, S.Sos.

40).Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :  02399/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/ 2012, tanggal 19 Juli 2013 yang di tandatangani oleh

Sdr.JUNAIDI,  SETriwulan  II  (Dua) Tahun  Anggaran  2013berikut

lampirannya sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 01 Juli  2013, yang di tandatangani

oleh Drs.TARMIZI.

b) 1  (satu)  lembar Nota  Dinas  Plt  kepala  DP2KAD Kab.  Lampung

Timur kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 04 Juli 2013, yang di

tandatangani oleh JUNAIDI, SE. 

c) 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal 19 Juli

2013  yang  di  tandatangani  oleh  Sdri.NI  WAYAN  WITA

WIDIASTUTI,SE.
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d) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD, Tanggal 16 Juli 2013.

e) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 384 /

PPKD / SPM / 2013, tanggal 16 Juli 2013 yang di tandatangani oleh

Sdr.S MUSTAKIM,S.Sos,M.Si.

f) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 16 Juli 2013.

g) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung Nomor :

900/384/PPKD/ SPP/ 2013, Tanggal 16 Juli 2013 yang di tandatangani

oleh Sdr. SISWANTO,S.IP,MM.

h) 1  (satu)  lembar Surat  Pengantar  Nomor  :  900/384/PPKD/  SPP/

2013,  Tanggal  16  Juli  2013  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.

SISWANTO,S.IP.,MM.

i) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang di

tandatangani oleh Sdr. SISWANTO,S.IP.,MM. Tanggal 16 Juli 2013

j) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani oleh Sdr. S MUSTAKIM,S.Sos,.M.Si. tanggal 16 Juli 2013

k) 1  (satu)  lembar Surat  Register  SPP-Langsung,  Tanggal  16  Juli

2013.

l) 1  (satu)  lembar Surat  Register  SPM-Langsung,  Tanggal  16  Juli

2013.

41).Surat  Perintah  pencairan  Dana  (SP2D)  Nomor  :  05582/SP2D/16/

SK/BTLS/1.20.00/ 2013, tanggal 03 Desember 2013 yang di tandatangani

oleh Sdr.JUNAIDI, SETriwulan III (Tiga) dan IV (Empat)  Tahun Anggaran

2013 berikut lampirannya sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar Surat  Permohonan  pencairan  dana  bantuan

TPKPD Kec. Sekampung nomor : 140 / 280 / 05 / 2013, Tanggal 04

September  2013  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.HERMAN SYAHRI,

S.Sos.

b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur

kepada  Pihak  DP2KAD,  Tanggal  03  September  2013,  yang  di

tandatangani oleh Drs.TARMIZI.

c) 1 (satu) lembar Nota Dinas kepala DP2KAD Kab. Lampung Timur

kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 06 Nopember 2013, yang di

tandatangani oleh Sdr. JUNAIDI, SE. 

d) 1 (satu) lembar Surat Daftar Penguji SP2D, Tanggal 03 Desember

2013.
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e) 1  (satu)  lembar Surat  Bukti  Verifikasi  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan (PPK) –SKPKD.

f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 922 /

PPKD / SPM / 2013, tanggal 21 Nopember 2013  yang di tandatangani

oleh S MUSTAKIM,S.Sos,.M.Si.

g) 1  (satu)  lembar Bukti  Kas  pengeluaran  Dana  TPKPD  dan

Tunjangan RT, tanggal 21 Nopember 2013.

h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung Nomor :

900/922/PPKD/  SPP/  2013,  Tanggal  21  Nopember  2013  yang  di

tandatangani oleh Sdr. SISWANTO,S.IP.,MM.

i) 1  (satu)  lembar  Surat  Pengantar  Nomor  :  900/922/PPKD/  SPP/

2013,  Tanggal  21  Nopember  2013  yang  di  tandatangani  oleh  Sdr.

SISWANTO,S.IP.,MM.

j) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang di

tandatangani  oleh Sdr.  SISWANTO,S.IP.,MM. Tanggal  21  November

2013

k) 1  (satu)  lembar Surat  Pernyataan  Pengajuan  SPP-LS  yang  di

tandatangani  oleh  Sdr.  S  MUSTAKIM,S.Sos,.M.Si.  Tanggal  21

November 2013

l) 1  (satu)  lembar Surat  Register  SPP-Langsung,  Tanggal  21

Nopember 2013.

m) 1  (satu)  lembar Surat  Register  SPM-Langsung,  Tanggal  21

Nopember 2013.

42).1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Penataan RT Desa Sukoharjo

Kec. Sekampung Kab.Lampung Timur pada hari Kamis tanggal Dua puluh

tujuh Bulan Juni tahun 2013 tentang menata/mengganti/ memperbaharui

sebagian pejabat RT yang dikarenakan pindah tempat/ meninggal dunia,

lanjut usia dsb sebagaimana terlampir dalam daftar nama-nama RT yang

ditanda tangani oleh Sdr. HERMAWAN.SP selaku Kepala Desa Sukoharjo

dan  Sdr.  A.  SANURI  selaku  BPD Desa  Sukoharjo  beserta  lampiranya

sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar lampiran Daftar Nama-nama RT Sukoharjo Yang

ditandangani Sdr.HERMAWAN,SP selaku Kepala Desa Sukoharjo dan

Sdr.A. SANURI selaku BPD Sukoharjo.

b. 1 (satu) bendel Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo

dengan rincian sebagai berikut : 
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1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara SAIFUL

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P. 

2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara SALAM

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

3) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/  2013 tanggal  01 -7- 2013 yang menetapkan saudara EET

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

4) 1 (satu) lembar  Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara GINO

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

5) 1 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara ROMLI

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

6) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan  saudara

SARUDIN  dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.

7) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara YATIN

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

8) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan  saudara

RISDIYANTO  dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.
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9) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/  05/  2013  tanggal  01  -7-  2013  yang  menetapkan  saudara

SIYAMTO  dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang

ditandatangani HERMAWAN.S.P.

10)1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara MUJIO

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

11)1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara GUN

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

12)1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukoharjo nomor :

140/ 05/ 2013 tanggal 01 -7- 2013 yang menetapkan saudara DOMO

dalam  jabatan  RT  terhitung  01  Juli  2013  yang  ditandatangani

HERMAWAN.S.P.

43).Dokumen di Tahun Anggaran 2010.

1. Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung Timur melalui Camat Sekampung nomor :140/ 351/ IV/ 2010

tanggal  06-04-2010  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana  Bantuan

TPKPD  dan  RT  TA.  2010,  pada  Triwulan  I  Tahun  Anggaran  2010

sebesar Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh

ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian nama-nama 38 (tiga puluh delapan)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT Desa Sukoharjo pada Triwulan I Tahun anggaran 2010 yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN, SP.

c) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur  melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor : 140/ 87/ 05/ 2010 tanggal 06 April 2010, perihal Permohonan

Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada Triwulan I

Tahun  Anggaran  2010  sebesar  Rp  499.800.000,-  (empat  ratus
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sembilan  puluh  sembilan  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah)  yang

ditandatangani Drs. AGUS SUTIYONO.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan I Tahun Anggaran 2010 tanggal 06 April 2010 yang ditanda

tangani Drs. AGUS SUTIYONO.

2. Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

77/  05/  2010 tanggal  07  Juni  2010,  perihal  Permohonan Pencairan

Dana  Bantuan  TPKPD  dan  RT  TA.  2010,  pada  Triwulan  II  Tahun

Anggaran  2010  sebesar  Rp  499.800.000,-  (empat  ratus  sembilan

puluh  sembilan  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah)  yang ditandatangani

Drs. AGUS SUTIYONO.

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan II Tahun Anggaran 2010 tanggal 07 Juni 2010 yang ditanda

tangani Drs. AGUS SUTIYONO.

3.  Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar dari Surat Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  68/  2008/

2010  tanggal  20-08-2010  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada Triwulan III Tahun Anggaran

2010 sebesar Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian nama-nama 38 (tiga puluh delapan)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan III Tahun anggaran 2010 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur  melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor  :  140/  267/  05/  2010  tanggal  28  September  2010  perihal

Permohonan Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada
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Triwulan III  Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 499.800.000,- (empat

ratus sembilan puluh sembilan juta  delapan ratus ribu rupiah)  yang

ditandatangani Drs. AGUS SUTIYONO.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan III Tahun Anggaran 2010 tanggal 28 September 2010 yang

ditanda tangani Drs. AGUS SUTIYONO.

4. Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor  :  140/  344  /  05/  2010  tanggal  10  Desember  2010  perihal

Permohonan Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada

Triwulan IV Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 499.800.000,- (empat

ratus sembilan puluh sembilan juta  delapan ratus ribu rupiah)  yang

ditandatangani JAROT SUSENO, SH. 

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan IV Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 Desember 2010 yang

ditandatangani JAROT SUSENO, SH.

44). Dokumen di Tahun Anggaran 2011.

1. Triwulan  I  (satu)  dan  Triwulan  II  (dua)  Tahun  Anggaran  2011

sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  14/  2008/

2011  tanggal  10-06-2011,perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2011, pada Triwulan I Tahun Anggaran

2011 sebesar Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP.

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian nama-nama 38 (tiga puluh delapan)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan I  Tahun anggaran 2011 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung Timur melalui  Camat Sekampung nomor :140/  15 /  2008/

2011  tanggal  15-06-2011  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2011, pada Triwulan II Tahun Anggaran
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2011 sebesar Rp 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian nama-nama 38 (tiga puluh delapan)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan II  Tahun anggaran 2011 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

e) 1  (satu)  lembat  Surat  dari  Camat  Sekampung  Kepada  Bupati

Lampung Timur Cq Kepala BPMPD Lampung Timur nomor : 140/ 167/

05/  2011 tanggal  22 Juni  2011,perihal  permohonan Pencairan dana

TPKPD dan RT TA. 2011 Pada Triwulan I (satu) dan Triwulan II (dua)

tahun  anggaran  2011  sebesar  RP  989.100.000,00  (sembilan  ratus

delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani

Sdr. JAROT SUSENO, SH.

f) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan I  (satu)  Tahun Anggaran 2011 tanggal  22  Juni  2011 yang

ditanda tangani Sdr JAROT SUSENO, SH.

g) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan II  (dua)  Tahun Anggaran 2011 tanggal  22  Juni  2011 yang

ditanda tangani Sdr. JAROT SUSENO, SH.

2. Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor  :  140/  220  /  05/  2010  tanggal  19  Oktober  2011  perihal

Permohonan Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2011, pada

Triwulan III  Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 491.250.000,- (empat

ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang

ditandatangani JAROT SUSENO, SH. 

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan III (Bulan Juli s/d September) Tahun Anggaran 2011 tanggal

19 Oktober 2011 yang ditandatangani JAROT SUSENO, SH.

3. Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur  melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor  :  140/  278  /  05/  2010  tanggal  12  Desember  2011  perihal
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Permohonan Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT TA. 2010, pada

Triwulan IV Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 491.250.000,- (empat

ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang

ditandatangani JAROT SUSENO, SH.

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan  IV  (Bulan  Oktober  s/d  Desember)  Tahun  Anggaran  2011

tanggal  12  Desember  2011  yang  ditandatangani  JAROT SUSENO,

SH.

45).Dokumen di Tahun Anggaran 2012. 

1. Triwulan IV Bulan Desember TA. 2011 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  kepada  Bupati

Lampung Timur melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur

nomor : 140/ 42/ 05/ 2012 tanggal 05 Maret 2012 perihal Permohonan

Pencairan  Dana  Bantuan  TPKPD  dan  RT  Bulan  Desember  TA.

2011,pada Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2011 sebesar

Rp 163.750.000,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah) yang ditandatangani Drs. JAROT SUSENO, SH.

b) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan IV Bulan Desember Tahun Anggaran 2011 tanggal 05 Maret

2012 yang ditanda tangani JAROT SUSENO, SH.

2. Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : 

a) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Sukoharjo kepada Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  20/  2008/

2012  tanggal  08-05-2012  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2012, pada Triwulan I Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat juta lima puluh ribu

rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan I  Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

101/  05/  2012 tanggal  10 Mei  2012 perihal  Permohonan Pencairan

Dana Bantuan TPKPD dan RT triwulan IV Bulan Desember TA. 2011
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dan  Triwulan  I  TA.  2012,pada  Triwulan  IV  bulan  Desember  Tahun

Anggaran 2011 sebesar Rp 163.750.000,-  (seratus enam puluh tiga

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Triwulan I TA. 2012 sebesar

Rp 484.650.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus

lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 648.400.000,- (

enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang

ditandatangani Drs. JAROT SUSENO, SH.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan IV Bulan Desember Tahun Anggaran 2011 tanggal  10 Mei

2012 yang ditanda tangani JAROT SUSENO, SH.

e) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan I  Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Mei 2012 yang ditanda

tangani JAROT SUSENO, SH.

3.  Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  31/  2008/

2012  tanggal  27-06-2012  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2012, pada Triwulan II Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat juta lima puluh ribu

rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan II  Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

157 /  05/ 2012 tanggal 04 Juli  2012 perihal Permohonan Pencairan

Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan II  Bulan  April  s/d  Juni  TA.

2012,  pada  Triwulan  II  Tahun  Anggaran  2012  sebesar  Rp

484.650.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima

puluh ribu rupiah) yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos 

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan II (Bulan April s/d Juni) Tahun Anggaran 2012 tanggal 04 Juli

2012 yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.

Halaman  162 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 162



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

163

4. Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  51/  2008/

2012  tanggal  10-  09-  2012,perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2012, pada Triwulan III Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat juta lima puluh ribu

rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan III Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  Kepada  Bupati

Lampung Timur Cq Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur nomor : 140/

217/  05/  2012  tanggal  7  September  2012  perihal  permohonan

Pencairan  dana  TPKPD  dan  RT   Triwulan  III  (tiga)  bulan  Juli  s/d

September tahun anggaran 2012 sebesar RP 484.650.000,00 (empat

ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh  ribu rupiah)

yang ditanda tangani Sdr. HERMAN SYAHRI, S.Sos.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan  III  (tiga)  bulan  Juli  sampai  dengan  September  Tahun

Anggaran 2012 tanggal 7 September 2012 yang ditanda tangani Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos .

5. Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  59/  2008/

2012  tanggal  02-11-2012  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2012, pada Triwulan IV Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat juta lima puluh ribu

rupiah) yang ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan IV Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1  (satu)  lembar  Surat  dari  Camat  Sekampung  Kepada  Bupati

Lampung Timur Cq Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur nomor : 140/

315/  05/  2012  tanggal  28  November  2012  perihal  permohonan
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Pencairan dana TPKPD dan RT  Triwulan IV (empat) bulan Oktober s/d

Desember tahun anggaran 2012 sebesar RP 484.650.000,00 (empat

ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh  ribu rupiah)

yang ditanda tangani Sdr. HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT, pada

Triwulan IV (empat) bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun

Anggaran 2012 tanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani Sdr.

HERMAN SYAHRI, S.Sos.

46).Dokumen di Tahun Anggaran 2013. 

1. Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  09/  2008/

2013  tanggal  16-04-2013  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2013, pada Triwulan I Tahun Anggaran

2013 sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan I  Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur  melalui  Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur  nomor :

140/  112  /  05/  2012  tanggal  22  April  2013  perihal  Permohonan

Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan I Bulan Januari s/d

Maret TA. 2013, pada Triwulan I  Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp

553.500.000,-  (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret) Tahun Anggaran 2013 tanggal 22

April 2013 yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.

2. Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  20/  2008/

2013  tanggal  13-06-2013  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2013, pada Triwulan II Tahun Anggaran
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2013 sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan II  Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

179 / 05/ 2012 tanggal 26 Juni 2013 perihal Permohonan Pencairan

Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan II  Bulan  April  s/d  Juni  TA.

2013,  pada  Triwulan  II  Tahun  Anggaran  2013  sebesar  Rp

553.500.000,-  (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan II (Bulan April s/d Juni) Tahun Anggaran 2013 tanggal   Juni

2013 yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

3. Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  nomor  :140/  27/

2008/ 2013 tanggal 16-08-2013 kepada Bupati Lampung Timur melalui

Camat  Sekampung  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana  Bantuan

TPKPD dan RT TA.  2013,  pada Triwulan III  Tahun  Anggaran 2013

sebesar  Rp  39.000.000,-  (tiga  puluh  sembilan  juta  rupiah)  yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan III Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur melalui Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur nomor : 140/

246  /  05/  2013  tanggal  25  Agustus  2013,  perihal  Permohonan

Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan III  Bulan Juli  s/d

September TA. 2013, pada Triwulan III Tahun Anggaran 2013 sebesar

Rp 553.500.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.  

d) 1 (satu) lembar Daftar rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada
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Triwulan III (Bulan Juli s/d Agustus) Tahun Anggaran 2013 tanggal 23

Agustus 2013 yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos. 

4. Pada Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 

a) 1  (satu)  lembar  Surat  Kepala  Desa  Sukoharjo  kepada  Bupati

Lampung  Timur  melalui  Camat  Sekampung  nomor  :140/  29/  2008/

2013  tanggal  26-08-2013  perihal  Permohonan  Pencairan  Dana

Bantuan TPKPD dan RT TA. 2013, pada Triwulan IV Tahun Anggaran

2013 sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang

ditandatangani Sdr. HERMAWAN,SP. 

b) 1 (satu)  lembar Daftar  Rincian nama-nama 37 (tiga puluh tujuh)

perangkat Desa Sukoharjo yang diajukan mendapatkan dana TPKPD

dan RT pada Triwulan IV Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani

Sdr. HERMAWAN, SP. 

c) 1 (satu) lembar Surat Camat Sekampung kepada Bupati Lampung

Timur  melalui  Kepala  BPMPD  Kabupaten  Lampung  Timur  nomor  :

140/277/05/2013  tanggal  23  Agustus  2013  perihal  Permohonan

Pencairan Dana Bantuan TPKPD dan RT Triwulan IV Bulan September

s/d  Desember  TA.  2013,  pada  Triwulan  IV  Tahun  Anggaran  2013

sebesar Rp 553.500.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus

ribu rupiah) yang ditandatangani HERMAN SYAHRI, S.Sos.

d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan

Sekampung yang mengajukan Bantuan Dana TPKPD dan RT pada

Triwulan IV (Bulan September s/d Desember) Tahun Anggaran 2013

tanggal  23  Agustus  2013  yang  ditandatangani  HERMAN  SYAHRI,

S.Sos.

Dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  dipergunakan  dalam

perkara lain atas nama Terdakwa  SODIK Bin SOLEHAN.

9. Membebankan  biaya  perkara  kepada  terdakwa   untuk  tingkat

banding  sebesar  Rp  2.500,-   (dua  ribu  lima  ratus

rupiah);-----------------------------------

Demikian  diputus  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada

hari Rabu, tanggal 20 April 2016 oleh kami H. A. MOEHAN EFFENDI, SH.Hakim

Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang  sebagai Ketua

Majelis,  SUDIRMAN SITEPU, S.H.,M.H.Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi
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Pengadilan  Tinggi  Tanjungkarang  sebagai  Hakim  Anggota  I  dan SLAMET

HARYADI S.H.,M.Hum.Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi

Tanjungkarang  sebagai  Hakim  Anggota  II,  putusan  mana  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari  Rabu, tanggal  27April 2016oleh Hakim

Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hi.

WARSITO, S.H., M.H. Panitera Pengganti,  tanpa dihadiri  oleh Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.- -------------------

Hakim Anggota, Hakim  Ketua Majelis,

     d.t.o.    d.t.o.

1. SUDIRMAN SITEPU, S.H., M.Hum. H.A.  MOEHANEFENDI,
S.H.

           d.t.o.

Panitera Pengganti,
2. SLAMET HARYADI, S.H.,M.Hum.

d.t.o.

Hi.  W AR S I TO,S.H., M.H.

Halaman  167 dari  167Putusan    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TJK.

UNTUK SALINAN RESMI:
Panitera,

(Tgl. …-  … - 2016).

Hj. Sumarlina, S.H, M.H.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 167


